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BABl. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan teknologi informasi, informasi
geospasial (IG) semakin dirasakan urgensinya dalam
mendukung pengambilan kebijakan pembangunan. IG memiliki
karakteristik mudah dipahami. Sebab data/informasi (angka,
narasi, tabel) disajikan dalam format bereferensi spasial. Berupa
peta lokasi, dilengkapi simbol dan infografis sehingga
pemahaman akan suatu permasalahan menjadi lebih
komprehensif. Asumsinya suatu fenomena/kegiatan selalu
terjadi di suatu tempat/lokasi dan pasti memiliki efek pada
objek-objek disekitarnya. Pemahaman berbasis spasial memberi
informasi terintegrasi dengan aspek lokasi, waktu, interaksi

dalam ruang dan hirarki kewilayahan.

Namun potensi IG yang begitu besar tersebut belum
optimal dalam pemanfaatannya baik dalam pembangunan
maupun pemanfaatan oleh masyarakat Iluas. Diantara
penyebabnya adalah: 1) penyebarluasan IG yang terbatas; dan
2) kurangnya akses terhadap data yang tersedia. Data tersedia
melimpah diberbagai instansi pemerintah maupun swasta
namun tidak mudah untuk mengakses data dan informasi
geospasial tersebut. Untuk itu, dalam rangka memudahkan
berbagai pemangku kepentingan serta masyarakat luas dalam
memanfaatkan dan berbagi pakai informasi geospasial, maka

eksistensi dari jaringan informasi geospasial perlu dioptimalkan.

Jaringan informasi geospasial (JIG) sendiri adalah suatu

sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib,



terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
JIG terdiri dari dua yakni JIG nasional (JIGN) dan JIG Daerah
(JIGD). Penyelenggara JIGD adalah Pemerintah Daerah (Pemda).
Sebagai bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional,
Pemda bertanggungjawab dalam penyelenggaraan,
pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan
penyebarluasan data geospasial (DG) dan IG tertentu. Dalam
tugasnya, Pemda melibatkan seluruh pemangku kepentingan di

bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah.

Penyelenggaraan JIGD merupakan amanat dari ketentuan
Pasal 45 ayat (4) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1)
huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014

tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Dalam rangka penyelenggaran JIGD inilah, rencana
induk diperlukan untuk memberikan arah selama 5 tahun
kedepan dalam membangun lima elemen Infrastruktur
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IIG). Lima elemen
tersebut adalah: 1) kebijakan; 2) kelembagaan; 3) teknologi; 4)

standar; dan 5) sumber daya manusia.

I.2. REFERENSI HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
maupun dijadikan referensi dalam penyusunan dokumen

rencana induk ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;



10.

11.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan

Informasi Geospasial Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian
Peta Skala 1:50.000;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia;

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2
Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan

Data Geospasial;

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12

Tahun 2013 tentang Standar, Prosedur Penyimpanan dan



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial

dan Informasi Geospasial;

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15
Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Nasional
2013

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Informasi

Geospasial Dasar;

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi

Geospasial;

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun
2019 tentang Satu Data;

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 131 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi

Geospasial;

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor:
98/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan SNI ISO
19115:2012 tentang Informasi Geografis - Metadata;

Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial, Nomor 29

Tahun 2013 tentang Standar Pemrosesan Data Geospasial;

Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30
Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat

Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;



20.Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor
36 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan

Informasi Geospasial Nasional;

21.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun
2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

22.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

23.Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46 tahun 2021 tentang

Satu Data Kota Pontianak.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan ini dimaksudkan untuk menyediakan Rencana
Induk Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial
Daerah Kota Pontianak (Renduk Penyelenggaraan JIGD Kota
Pontianak) yang akan dipergunakan sebagai pedoman umum
bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan JIGD
Kota Pontianak. Secara spesifik, penyusunan dokumen ini

bertujuan untuk:

1. Menyajikan peta jalan selama 5 (lima) tahun kedepan

penyelenggaraan JIGD.

2. Menyediakan hasil analisis mengenai bentuk maupun arah
kebijakan, peraturan dan ketentuan teknis apa saja

yang diperlukan bagi penyelenggaraan JIGD.



Menyediakan hasil analisis mengenai kelembagaan yang
harus terlibat dalam JIGD.

Menyediakan hasil analisis mengenai Sumber Daya
Manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan
JIGD.

Menyediakan hasil analisis mengenai Standar, Data dan

Informasi Geospasial.

Menyediakan hasil analisis mengenai kebutuhan teknologi

yang diperlukan dalam penyelenggaraan JIGD.

Memberikan rekomendasi pemanfaatan IG bagi Kepala
Daerah dan bagi masing-masing Perangkat Daerah Kota

Pontianak.

SASARAN

Sasaran yang ingin diraih dari pekerjaan ini adalah:

1. Terbangunnya infrastruktur informasi geospasial yang

mengintegrasikan unit produksi, unit pengelolaan dan unit

penyebarluasan DG dan IG;

Memudahkan berbagai pemangku Kkepentingan serta
masyarakat luas dalam memanfaatkan dan berbagi pakai

informasi geospasial;

Kebijakan Kepala Daerah didukung oleh ketersediaan DG dan
IG.
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1.5.

DATA DASAR

Data dasar yang diperlukan dalam penyusunan rencana

induk ini diantaranya:

1.

I1.6.

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kota Pontianak

yang terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial;
Nomenklatur perangkat daerah Kota Pontianak;

Portal dan atau web service yang saat ini sudah ada yang

berkaitan dengan penyelenggaraan informasi geospasial.

RUANG LINGKUP
Secara umum lingkup pekerjaan mencakup:

Persiapan, berupa studi literatur, rapat tim, koordinasi
dengan pemilik pekerjaan, penyamaan persepsi tim dan

mobilisasi personil.

Focus Group Discussion (FGD), dilakukan baik untuk
mengumpulkan data/informasi maupun untuk

penyempurnaan draft pekerjaan.

Penyusunan konsep dan rencana pelaksanaan pekerjaan.
Pengumpulan data sekunder dan data primer.
Identifikasi dan verifikasi data.

Analisis dan pemilahan data yang diperoleh sesuai dengan

keterkaitan antar data.

Penyusunan draf hingga penyempurnaan Rencana Induk

Penyelenggaraan Jaringan IG Daerah Kota Pontianak.
Pelaporan, meliputi laporan pendahuluan dan akhir.

Asistensi, diskusi dan pembahasan laporan.
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1.7. KELUARAN

Keluaran dari pekerjaan ini adalah sebuah Dokumen
Rencana Induk Penyelenggaraan Jaringan Informasi
Geospasial Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027.

Dokumen tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Peta jalan selama 5 tahun kedepan penyelenggaraan JIGD

Kota Pontianak;

2. Hasil analisis mengenai bentuk maupun arah kebijakan,
peraturan dan ketentuan teknis apa saja yang diperlukan

bagi penyelenggaraan JIGD, meliputi;

a) Daftar kebutuhan kebijakan dan peraturan (Perda,
Perbup, SK, SE, dll) serta gambaran isi dari

kebijakan/peraturan tersebut;

b) Gambaran kebutuhan alokasi anggaran serta
pemanfaatannya agar penyelenggaraan JIGD berjalan

optimal dalam suatu rangkaian waktu 5 tahunan.

c) Daftar kebutuhan ketentuan teknis (SOP, dll) serta

gambaran isinya;

3. Hasil analisis mengenai kelembagaan yang harus terlibat

dalam JIGD yang meliputi:

a) Daftar Perangkat Daerah Kota Pontianak dan unit
kerjanya yang harus melaksanakan pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan
IG;

b) Daftar Perangkat Daerah Kota Pontianak dan unit
kerjanya yang harus melaksanakan penyimpanan,

pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG;

12



c) Daftar institusi dan organisasi baik Pemerintah maupun

Non Pemerintah yang dapat bekerjasama dalam JIGD;

d) Bentuk dan keanggotaan institusi yang menjadi wadah

koordinasi secara berkala penyelenggaraan JIGD.

Hasil analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM)

yang diperlukan dalam penyelenggaraan JIGD yang meliputi:

a) Inventarisasi SDM dan profilnya yang saat ini terlibat
dalam penyelenggaraan JIGD yang tersebar di perangkat

daerah Kota Pontianak;

b) Daftar kebutuhan SDM serta spesifikasinya yang

diperlukan agar JIGD berjalan optimal;

c) Daftar kebutuhan jenis dan bentuk pendidikan baik
formal maupun non formal yang dibutuhkan bagi SDM

yang terlibat dalam penyelenggaraan JIGD;
d) Analisis jenjang karir SDM dalam JIGD.

Hasil analisis mengenai Standar, Data dan Informasi

Geospasial yang meliputi:

a) Inventarisasi jenis data dan informasi geospasial yang
sudah dimiliki yang tersebar di perangkat daerah Kota

Pontianak;
b) Analisis data yang sudah dilengkapi metadata;

c) Daftar jenis data dan informasi geospasial yang harus

diproduksi dan siapa produsennya;
d) Rencana pemutakhiran DG dan IG secara berkala.

Hasil analisis mengenai kebutuhan teknologi yang

diperlukan dalam penyelenggaraan JIGD yang meliputi:

13



a) Inventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak yang
dapat digunakan untuk mendukung JIGD yang sudah

dimiliki yang tersebar di perangkat daerah Kota Pontianak;

b) Daftar kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak

yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JIGD;

c) Daftar kebutuhan prasarana pendukung seperti: server,
storage, tipe jaringan, infrastruktur jaringan, bandwith
internet, dll.

d) Analisa kebutuhan geoportal untuk penyediaan katalog,

map service dan/atau data geospasial untuk publik;
e) Analisa kebutuhan web GIS;

f) Analisa kebutuhan pembangunan aplikasi-aplikasi yang

memanfaatkan data dari geoportal.

g) Skenario integrasi JIGD dalam Satu Data Indonesia Kota

Pontianak.

7. Rekomendasi pemanfaatan IG bagi Kepala Daerah dan bagi

masing-masing Perangkat Daerah Kota Pontianak.

I.8. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA INDUK

Dokumen Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota
Pontianak Tahun 2023 - 2026 terdiri dari 6 (enam) bab yang

mencakup:

BAB I - PENDAHULUAN, menjelaskan latar belakang, dasar
hukum, maksud dan tujuan, sasaran, lokasi pekerjaan, data

dasar, ruang lingkup, dan keluaran.

BAB II - GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN IG,

menguraikan  konsep penyelenggaraan IG  berdasarkan

14



perundang-undangan dan kondisi umum ketersediaan DG/IG

Kota Pontianak.

BAB III - METODOLOGI, berisi deskripsi metode yang
digunakan untuk menganalisis penyelenggaraan IG Kota

Pontianak.

BAB IV - ANALISIS, menjabarkan proses dan hasil penelaahan
data/ kuesioner sehingga dapat diturunkan menjadi

rekomendasi/arahan strategi.

BAB V - RENCANA PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN IG
KOTA PONTIANAK, memuat arah kebijakan dan rekomendasi
program, serta pelaksanaan kegiatan, termasuk tanggung jawab

dan peranan parapihak/OPD.

BAB VI - KESIMPULAN REKOMENDASI, merupakan bab
akhir yang menutup sekaligus menyimpulkan rekomendasi-
rekomendasi yang termuat di dalam dokumen rencana induk

untuk Penyelenggaraan IG di Kota Pontianak.
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BABIl. GAMBARAN UMUM
PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL

II.1. PENYELENGGARAAN IG BERDASARKAN
PERUNDANG-UNDANGAN

II.1.1. Pengumpulan Data Geospasial

Berdasarkan UU Informasi Geospasial, data geospasial
(DG) terdiri dari DG dasar dan DG tematik. DG Dasar adalah DG
yang berisi tentang objek yang terlihat secara langsung atau
diukur dari penampakan fisik di muka bumi dan yang tidak
berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara DG
Tematik yaitu DG yang menggambarkan satu atau lebih tema
tertentu. Pengumpulan DG adalah proses untuk mendapatkan
DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen,
serta tata cara dan standar pengumpulan DG. Kegiatan
pengumpulan DG dapat dilakukan dengan menggunakan
instrumentasi ukur dan/atau rekam, pencacahan, dan/atau cara
lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Standar pengumpulan DG sendiri meliputi sistem
referensi geospasial; dan jenis, definisi, kriteria, dan format data.
Yang dimaksud dengan sistem referensi geospasial adalah

datum geodesi, sistem referensi koordinat, dan sistem proyeksi.

Berikut  penjelasan singkat mengenai Informasi
Geospasial Dasar dan Tematik (BIG, 2014):
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II1.1.1.1 Informasi Geospasial Dasar
(IGD)

IGD terdiri atas Peta Dasar dan Jaring Kontrol Geodesi
(JKG) yang diselenggarakan, dibuat dan diperbarui, oleh Badan
Informasi Geospasial (BIG). IGD dapat diperoleh dari BIG
dengan melakukan permintaan secara langsung atau melalui

Geoportal Nasional (http://portal.ina-sdi.or.id). IGD merupakan

data dasar yang digunakan untuk pembuatan Informasi
Geospasial Tematik (IGT) oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan
Pemerintah Daerah. Jika BIG belum menyediakan IGD,
Pemerintah Daerah dapat berinisiatif menyelenggarakan IGD
untuk memenuhi kebutuhan IGD di wilayah yang diperlukan.
Pengadaan tersebut harus sesuai ketentuan dengan standar
dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh BIG, serta melalui
proses pengawasan dan persetujuan dari BIG. Tatacara dan
pengumpulan DG mengacu pada Peraturan Kepala BIG No. 2
tahun 2012, sedangkan dalam kegiatan untuk keperluan
pemutakhiran IGD digunakan Peraturan Kepala BIG No. 14
tahun 2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

tentang pemutakhiran IGD.

Peta Dasar Daerah (Peta RBI) dengan tingkat kedetailan
informasi sesuai kebutuhan daerah dapat dibuat dengan kriteria
skala sebagaimana di atur dalam UU IG No. 4 tahun 2011 dan
memperhatikan kebutuhan di daerah terkait dengan adanya PP
No.8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
Bagi PEMDA kebutuhan IGD kawasan perkotaan berupa peta
dasar daerah yang memiliki ketelitian geometrik setara dengan
ketelitian peta skala 1: 5.000, sedangkan untuk kawasan

perdesaan dapat menggunakan skala yang lebih kecil.
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Jika IGD untuk acuan dalam pembuatan IGT belum
tersedia, untuk sementara waktu dapat dipenuhi dengan
menggunakan citra satelit resolusi tinggi sebagaimana
ketentuan dalam Instruksi Presiden No.6 tahun 2012 tentang
Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan

dan Distribusi Data Satelit Pengindraan Juah Resolusi Tinggi.

I1.1.1.2 Informasi Geospasial Tematik

(IGT)
Informasi Geospasial Tematik (IGT), adalah IG dengan
tema-tema tertentu yang dapat dibuat oleh instansi pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. IGT terdiri dari IGT

Dasar dan IGT Turunan.

1. IGT Dasar, yaitu IGT yang dibuat berdasarkan peta dasar
atau dibuat berdasar IG yang diselenggarakan oleh institusi
tertentu dalam memenuhi tugas, fungsi, dan
kewenangannya (tupoksi). Misalnya, IG bidang-bidang tanah
sebagai IGT Dasar yang diselenggarakan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan IGT di bidang
pertanahan.

2. IGT Turunan, yaitu IGT yang dibuat berdasarkan IGD atau
IGT Dasar, seperti pola ruang, struktur ruang, jaringan jalan,
dan obyek wisata. Dalam proses pembuatan IGT, dilarang
melakukan: (1) pengubahan posisi dan tingkat ketelitian
geometris bagian IGD; dan/atau (2) pembuatan skala IGT
lebih besar daripada skala IGD/IGTD yang diacunya.
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I1.1.2. Pengolahan Data Geospasial dan Informasi

Geospasial

Tahap pengolahan DG dan IG dalam penyelenggaraan IG
diatur dalam pasal 30-36 UU Nomor 4 Tahun 2011. Pengolahan
DG dan IG ini diantaranya meliputi kegiatan pemrosesan DG dan
penyajian IG. Pemrosesan DG dilaksanakan oleh sumber daya
manusia yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan/atau
kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi
sistem proyeksi, sistem koordinat, format data geospasial,
basisdata geospasial, metadata geospasial, dan perangkat lunak.
Petunjuk pelaksanaan standar pemrosesan data geospasial
diuraikan pada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 64 Tahun 2014.

1. Sistem proyeksi merupakan sistem penggambaran muka
bumi yang tidak beraturan secara matematis pada bidang
datar. Sistem proyeksi yang digunakan adalah Universal
Transverse Mercator (UTM) atau sistem proyeksi lain sesuai
kebutuhan penggunaan.

2. Sistem koordinat, yaitu suatu sistem yang menjadi standar
dalam menentukan posisi suatu objek secara unik di muka
bumi. Sistem koordinat yang digunakan harus merujuk pada
sistem referensi geospasial Indonesia yang berlaku secara
nasional, sesuai Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2013
tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013.

3. Format data geospasial adalah cara penyimpanan data
geospasial secara digital dalam format tertentu. Dalam hal
ini, yaitu format yang dapat dipertukarkan (interoperable),

diolah, dan digunakan di berbagai sistem perangkat lunak
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pemrosesan DG. Misalnya, dalam format SHP, DXF, dan
JPEG.

Basisdata geospasial adalah sistem penyimpanan data
geospasial yang terstruktur pada media digital, vyaitu
mengacu pada katalog fitur yang berlaku secara nasional
(ISO19110). Prinsi dasar katalog fitur ini meliputi pemberian
kode, struktur kode, penetapan tipe, operasi, atribut,
asosiasi, dan aturan dokumentasi fitur.

Metadata geospasial merupakan data yang menjelaskan
riwayat DG dan IG. Dalam penyelenggaran IG Indonesia,
metadata geospasial harus mengacu pada SNI ISO
19115:2012. Metadata berisi informasi tentang karakteristik
data, misalnya judul, isi, cakupan wilayah, informasi
pembuat, sistem referensi, tahun pembuatan, sumber data,
dan kualitasnya. Metadata DG di Indonesia dibangun dengan
merujuk pada standar ISO 19115 sesuai dengan Perka BIG
nomor 30/2013, dengan susunan informasi tentang DG
secara berjenjang berdasarkan elemen penyusunnya. Pemilik
data bertanggungjawab untuk menyusun metadata. Walidata
menyempurnakan isi dari metada.

Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi
sebagai sarana interaksi (penghubung) antara pengguna
(user) dan perangkat keras. Perangkat Iunak ini dapat
berupa yang sudah berlisensi dan/atau bebas dan terbuka.
Perangkat lunak pengolahan DG memiliki fungsi:

pembuatan dan import data atribut,

editing geometri data geospasial,

transformasi koordinat dari satu sistem proyeksi ke sistem

proyeksi yang lain,
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10. operasi spasial untuk mendukung analisis data misalnya:

buffer, intersect, clip, pemilihan rute optimal dan lain-lain.

Dalam setiap tahapan penyelenggaraan IG, terutama
pemrosesan, DG/IG harus dipastikan baik kualitasnya, sehingga
diperlukan pengendalian/kontrol dan penjaminan. Kualitas
adalah totalitas karakteristik sebuah produk yang menunjukkan
kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang tertulis atau
kebutuhan yang implisit (ISO 19131). Pengendalian kualitas
adalah prosedur yang digunakan untuk menjamin tingkat
kualitas dan standar yang dikehendaki dapat dipenuhi.
Sedangkan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan
pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan
sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh
kepuasan atas produk yang dihasilkan atau digunakan. Acuan
untuk melakukan pengendalian kualitas dan penjaminan mutu
DG dan IG dilandasi penggunaan standar tentang Spesifikasi
Produk Data (SPD). SPD mengatur tentang bagaimana DG dan

IG seharusnya dibuat dengan syarat-syarat tertentu.

Spesifikasi
Produk Data anmd”k D*.]t‘lﬁ Data Geospasial Metadata
(SPD) : eospasia :

menentukan diimplementasikan dijelaskan
sebagai aleh

Gambar II.1 Hubungan antara SPD, DG/IG, dan metadata (ISO
19131) (BIG, 2014)

Selanjutnya, kegiatan penyajian yaitu penyampaian IG
kepada pengguna melalui media. Penyajian IG dilakukan dalam
bentuk:
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1. tabel informasi berkoordinat: kumpulan satu atau lebih
koordinat beserta informasi yang melekat pada koordinat
tersebut.

2. peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas:
informasi geospasial yang disajikan pada sebuah lembaran
kertas dengan ukuran dan skala tertentu yang disajikan
menurut kaidah kartografis

3. peta digital: peta dalam format digital tertentu yang dapat
diakses dengan menggunakanperangkat keras dan
perangkat lunak tertentu.

4. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui
teknologi informasi dan komunikasi: peta digital yang
memberikan fasilitas interaksi antara pengguna dan peta
tersebut.

5. peta multimedia: peta digital yang dilengkapi dengan
fasilitas media rupa rungu (audio visual).

6. bola dunia: penyajian informasi geospasial pada sebuah
objek berbentuk bola. Istilah “bola dunia” juga dikenal
dengan globe.

7. model tiga dimensi: penyajian informasi geospasial yang

menampilkan relief atau ketinggian dari permukaan bumi.

II.1.3. Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial
dan Informasi Geospasial
Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG merupakan
cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan
tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketesediaan IG. Untuk
menjamin ketersediaan IG, lembaga pemberi wajib membuat
duplikat IG yag diselenggarakannya. DG yang dikumpulkan

oleh/dari Unit Produksi diklasifikasi sesuai dengan tema-tema
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tertentu. Selanjutnya, DG yang telah dikelompokkan disimpan
dalam media penyimpanan internal (server lokal, harddisk,
eskternal harddisk atau DVD) serta penyimpanan eksternal di
cloud. Dalam penyimpanan internal, harus dibuat backup secara
berkala. Backup disimpan pada lokasi/gedung yang terpisah
untuk mengantisipasi bencana alam ataupun pencurian. Dalam
penyimpanan di cloud, harus dipastikan bahwa server milik
penyedia layanan cloud secara fisik terletak di wilayah hukum
Republik Indonesia (BIG, 2014). Penyimpanan DG dan IG ini
dilakukan sesuai dengan standar prosedur penyimpanan DG dan
IG; dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG
yang dijabarkan pada Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun
2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme
Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi

Geospasial.

Berdasarkan Perka BIG No.12 Tahun 2013, penyimpanan
DG dan IG bertujuan untuk:

1. menjamin ketersediaan DG dan IG dari kegiatan
penyelenggaraan IG;

2. menjamin ketersediaan DG dan IG yang autentik dan
terpercaya untuk pemanfaatan IG;

3. menjamin keselamatan dan keamanan DG dan IG sebagai
aset nasional;

4. menjamin terwujudnya pengelolaan DG dan IG yang andal
dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

5. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan
dan pemanfaatan DG dan IG yang autentik dan terpercaya.

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan membuat basisdata

terpusat, yang terdiri atas basisdata produksi dan basisdata
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penyebarluasan. Basisdata produksi digunakan untuk
kepentingan internal. Basisdata penyebarluasan digunakan
dalam diseminasi DG dan IG ke pihak eksternal. Kedua jenis
basisdata tersebut diamankan secara fisik, keaslian dan
kemananan datanya, serta sistem pengelolaannya. Pengamanan
data dan sistem dilakukan menggunakan prinsip teknologi
informasi yang handal. Untuk menjamin keamanan sistem,
perangkat Ilunak yang digunakan harus selalu diperbarui
versinya, serta menggunakan sistem firewall dan anti virus yang
baik (BIG, 2014). Pengamanan DG dan IG juga dilakukan
terhadap tanda fisik Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN),
Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN), dan Jaring Kontrol
Gayaberat Nasional (JKGN). Pengamanan DG dan IG ini
dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan terjaganya
keutuhan IG; serta terjaganya kerahasiaan IG yang bersifat
tertutup (UUIG, 2011).

I1.1.4. Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi

Geospasial

Penyebarluasan DG dan IG merupakan kegiatan
pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG
yang dapat dilakukan dengan media elektronik dan media cetak.
Penyebarluasan memiliki syarat bahwa DG/IG telah tersusun
metadatanya. Memang DG tanpa metadata tetap dapat
disebarluaskan, tetapi sangat disarankan semua DG/IG yang
terhimpun dan dikelola oleh simpul jaringan dilengkapi dengan
metadata yang memenuhi kriteria metadata geospasial
Indonesia. Untuk mendukung aktivitas berbagi pakai data,

penyebarluasan DG/IG pada prinsipnya dapat dibedakan
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menjadi dua: melalui jaringan internet (melalui IIG) atau tanpa
jaringan internet (BIG, 2014).

Penyebarluasan data geospasial pada tingkat nasional
maupun daerah melalui Jaringan IG, pada prinsipnya
mensyaratkan hal yang sama: vyaitu data geospasial telah
tersedia dalam format siap akses dan disertai metadata,
terdapat Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan yang memiliki
server dan piranti lunak pendukung serta adanya layanan
jaringan internet antara pengguna dengan server data pada Unit

Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Adapun penyebarluasan data geospasial tanpa
menggunakan jaringan internet, dapat dilakukan melalui
bermacam cara (misalnya media penyimpanan data CD/USB)
tergantung pada protokol atau SOP yang berlaku pada Unit
Pengelolaan dan Penyebarluasan. SOP untuk penyebarluasan

data sebaiknya mengatur paling tidak hal-hal sebagai berikut:

Jenis dan cakupan data yang dapat disebarluaskan

2. Media komputer (piranti bergerak atau komputer) yang
digunakan dan media data yang diakomodasi

3. Fungsi dan peran para pihak (Unit Produksi serta Unit
Pengelolaan dan Penyebarluasan)

4. Tanggung jawab dan kewajiban penerima data (beneficiary)

Penyebarluasan DG/IG dapat dilakukan secara internal
maupun eksternal. Keduanya memiliki ketentuan dan tata cara

tertentu.

1. Penyebarluasan DG/IG Secara Internal, dilakukan untuk
kepentingan OPD di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau
Direktorat Jendral/Direktorat/Pusat di Kementerian/Lembaga.

Pihak internal berhak untuk mendapatkan DG dan IG dalam
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format data SIG, bukan sekedar dalam format gambar

(misalnya JPG dan TIFF) atau PDF. Dalam satu jaringan lokal

(LAN), penyebarluasan dapat dilakukan dengan

menggunakan satu direktori dalam server yang bisa diakses

oleh semua unit atau OPD suatu daerah.

Tentu saja sistem dan pengklasifikasian tingkat akses perlu

diatur melalui petunjuk teknis atau SOP misalnya.

Penyebarluasan DG dan IG antar unit atau antar instansi

OPD yang terhimpun di dalam sebuah sebuah Simpul

Jaringan dapat dilakukan menggunakan IIG melalui

spesifikasi teknis WFS (untuk download) dan WMS (untuk

sekedar berbagi gambar peta) di geoportal (BIG, 2014).

Penyebarluasan DG/IG ke Pihak Eksternal, dilakukan untuk

kepentingan masyarakat/komunitas, dunia akademik /

penelitian, dunia bisnis serta ke media massa. Simpul

Jaringan hanya menyebarluaskan DG dan IG Tematik.

Pengaturan penyebarluasannya juga berbeda, terutama

dalam format data yang dapat diberikan serta perjanjian

lisensinya. Penyebarluasan DG dan IG untuk pihak eksternal

mengikuti panduan berikut (BIG, 2014):

a. Format data yang dapat diberikan untuk masyarakat dan
media adalah format gambar (jpg atau tiff) atau pdf.

b. Pihak bisnis dapat memperoleh dalam format gambar
(JPG atau TIFF) atau PDF atau format SIG. Untuk
penyebarluasan dalam format SIG (misalnya
menggunakan spesifikasi teknis WFS untuk mengakses
data vektor atau WCS untuk mengakses data raster),
harus menggunakan perjanjian lisensi yang ketat,

misalnya tidak boleh memindahtangankan ke pihak lain
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di luar pemegang lisensi. Pengenaan biaya lisensi dapat
diterapkan.

c. Dunia akademik dan penelitian dapat memperoleh dalam
format gambar (JPG atau TIFF) atau PDF atau format
SIG. Untuk penyebarluasan dalam format SIG (misalnya
menggunakan spesifikasi teknis WFS untuk mengakses
data vektor atau WCS untuk mengakses data raster),
harus menggunakan perjanjian lisensi yang ketat,
misalnya hanya boleh digunakan untuk kepentingan
penelitian sesuai proposal yang diajukan. Biaya lisensi

dapat dalam skema tarif nol.
I1.1.5. Penggunaan Informasi Geospasial

Penggunaan IG merupakan kegiatan untuk memperoleh
manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Pemerintah
wajib memfasilitasi pembangunan Infrastruktur Informasi
Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan IG. IIG
di Indonesia disebut sebagai Infrastruktur Data Spasial Nasional
(IDSN), yaitu suatu perangkat sistem manajemen data spasial.
Elemen IIG terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi,

standar, dan sumber daya manusia.

II.1.5.1 Kelembagaan
Kelembagaan merupakan wadah dalam penyelenggaraan
IG, difasilitasi melalui forum pertemuan antar pemangku
kepentingan yang terdiri dari unsur instansi pemerintah,

pemerintah daerah, dan setiap orang.

1. Simpul Jaringan (SJ]), adalah institusi yang bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan,
pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial

tertentu. S] bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan
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tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam hal SJ di Pemerintah

Daerah, unit kerja yang dimaksud adalah satuan kerja

perangkat daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah

Daerah. Untuk melaksanakan tugas SJ, pimpinan SJ

menetapkan:

a. Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (unit
Produksi); dan

b. Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan,
pengamanan, dan penyebarluasa DG da IG (Unit Kliring).

Unit Kliring (UK), merupakan salah satu unit kerja pada SJ

yang ditunjuk sebagai pelaksana penyimpanan, pengamanan,

pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu. UK
juga bertugas:

a. Melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya
sesuai prosedur operasional standar dan pedoman teknis
penyebarluasan DG/IG;

b. Membangun, memelihara, dan menjamin
keberlangsungan sistem akses IG yang
diselenggarakannya; dan

c. Melakukan koordinasi dengan wunit kerja dalam
penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG
beserta metadatanya.

Penghubung Simpul Jaringan (PSJ]), yaitu institusi yang

menyelenggarakan pengintegrasian SJ] secara nasional.

Dalam hal ini, PS] adalah BIG yang dibantu oleh Sekretarian

Jaringan Informasi Geospasial Nasional, secara fungsional

dilakukan oleh salah satu unit kerja di BIG.
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Setiap SJ] terhubung secara online kepada PSJ] dalam
sistem jaringan data spasial melalui unit kliring yang juga
berfungsi sebagai gerbang akses terhadap DG/IG. SJ], UK, dan
PSJ dapat membangun dan memelihara sistem akses Jaringan
IGN bekerja sama dengan Instansi Pemerintah khususnya K/L
terkait seperti Kementerian Kominfo, perguruan tinggi dalam hal
pemanfaatan yang lebih efisien dalam pengelolaan jaringan.
Dalam hal keterkaitan dengan perguruan tinggi, Pusat
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang
terdapat di universitas merupakan mitra utama dalam
pengembangan IDSN (BIG, 2013).

I1.1.5.2 Peraturan dan Kebijakan

Tugas dan tanggung jawab penyelenggara IG yang sudah
ditetapkan harus dikawal oleh payung hukum sehingga dapat
berjalan sesuai aturan yang berlaku. Payung hukum atau
peraturan dan kebijakan meliputi kebijakan IG nasional,
kebijakan IG instansi pemerintah, dan kebijakan IG pemerintah
daerah. Kebijakan IG Pemerintah Daerah harus disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) dan Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Peraturan lain yang perlu disusun, selain yang sudah
ditetapkan (lihat subbab 1.2), untuk mendukung
penyelenggaraan IG, antara lain (BIG, 2013)

1. Penunjukkan unit kliring sebagai pintu gerbang keluar
masuknya data dan informasi dalam satu simpul jaringan;

2. Mekanisme koordinasi dan komunikasi antar unit kliring
dengan unit penghasil data; dan

3. Mekanisme berbagi pakai.
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I1.1.5.3 Teknologi

Teknologi merupakan sarana untuk mendukung
penyelenggaraan IG. Dalam melakukan pembangunan dan/atau
pengembangan teknolohi, instansi pemerintah dan pemerintah
daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dan
wajib memuat ketentuan mengenai peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan alih teknologi. Pada tataran praktis,
IIG adalah jejaring data geospasial yang terhubung melalui
jaringan internet. Di dalam kaidah Teknologi Informasi,
hubungan antara pemilik/penyedia data, pengguna, dan
penghubung (melalui geoportal) direalisasikan sebagai
infrastruktur berbasis jejaring internet untuk mewujudkan

sistem berbasis layanan (Service Oriented Architecture).

Dalam menyelenggarakan IIG, SJ, UK, dan PS]
bergantung pada ketersediaan dan reliabilitas teknologi
pendukung IIG. Posisi S] adalah sebagai pemilik penyedia data
dan layanan ketika memiliki data untuk dibagi. Ketika SJ
memanfaatkan infrastruktur untuk mencari dan menggunakan
data dari institusi lain, posisi S]J adalah sebagai pengguna. UK
diposisikan sebagai geoportal dimana SJ dapat mempublikasikan
data yang dapat dibagi melalui metadata. Interkonektivitas
antara penyedia, pengguna, dan antarmuka untuk memfasilitasi
pencarian dan berbagi pakai sangat bergantung pada teknologi
yang relevan. Dalam hal ini, teknologi pendukung IIG meliputi:
perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi informasi
komunikasi. Semakin canggih dan dapat dihandalkan teknologi

yang digunakan, semakin optimal layanan PSJ], UK, dan SJ.

1. Perangkat keras

2. Perangkat lunak
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pengolahan dan pemutakhiran DG/IG
b. penyimpanan DG/IG
c. penyebarluasan DG/IG

i. penyajian peta secara online kepada pengguna
mellaui protokol akses yang mengacu pada standar
ISO;

ii. geoportal dengan fungsi yang mendukung katalog
data yang umumnya memiliki kemampuan dalam
pengelolaan metadata, misalnya melakukan registrasi
data dan penghimpunan data maupun fasilitasi
pencarian dan akses data oleh pengguna.

3. Koneksi internet

I1.1.5.4 Standar

Standar adalah suatu tingkatan kualitas yang dibakukan
berdasarkan konsesus semua pihak  terkait dengan
memperhatikan syarat-syarat teretentu, serta berdasarkan
pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (BIG, 2013).
Standar digunakan sebagai acuan baku dalam kegiatan
penyelenggaraan IG. Secara nasional, standar di Indonesia
adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan
perkembangan yang berlangsung sampai saat ini, berbagai
standar perlu dibentuk untuk membangun simpul jaringan.

Secara umum, standar yang diperlukan, antara lain:

1. kompetensi sumber daya manusia
2. pembangunan dan penyelenggaraan DG/IG
3. teknologi

I1.1.5.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan dalam penyediaan,
penambahan nilai produk serta pengguna. Oleh karena itu,
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sumber daya manusia wajib ditingkatkan kapasitasnya dalam
penyelenggaraan IG, melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau
penelitian. Dalam IIG, komponen sumber daya manusia
mengatur tentang (BIG, 2013):

1. Penyedia data atau produsen DG (instansi pemetaan,
organisasi terkait, atau LSM);

2. Value Adders atau pengguna data yang menghasilkan
informasi baru dari data yang digunakannya (instansi
pemetaan, organisasi terkait, atau LSM);

3. End User atau pengguna data yang memanfaatkan
informasinya untuk pengambilan keputusan atau
pelaksanaan pekerjaan (pengambil keputusan, sukarelawan,
LSM).

Penyelenggaraan IG membutuhkan sumber daya manusia
yang memiliki pengetahuan dalam memfasilitasi seluruh aspek
pembangunan IIG, yaitu: aspek perencanaan pembangunan IIG,
aspek hukum dan organisasi pelaksanaan IIG, aspek
pembiayaan pembangunan IIG, dan aspek teknis pembangunan
IIG (BIG, 2013). Sementara itu, kompetensi kerja sumber daya

manusia penyelenggara IG, dibagi ke dalam 6 kelompok, yaitu:

Pengukuran;
Hidrografi;
Fotogrametri;
Penginderaan jauh;

Sistem Informasi Geografis; dan

o A W

Kartografi.

I1.2. KETERSEDIAAN DG/IG KOTA PONTIANAK

Data Geospasial (DG), terdiri atas DG Dasar dan DG

Tematik. Pengumpulan DG Dasar dilakukan oleh instansi
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pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
Ketersedian DG diperoleh berdasarkan identifikasi tugas pokok
dan fungsi pemangku kepentingan yang ada di Kota Pontianak.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perangkat daerah di Kota Pontianak, terdiri dari: 1) Sekretariat
Daerah; (2) Sekretariat DPRD; (3) Inspektorat Daerah; (4)
Dinas Daerah; (5) Badan Daerah; dan (6) Kecamatan. Dinas dan
Badan Daerah di Kota Pontianak masing-masing sebanyak 17
(tujuh belas) dan 4 (empat) OPD, yang masing-masing memiliki

urusan yang berbeda (Tabel II.1).

Tabel II.1 Perangkat Daerah Kota Pontianak

No. Organisasi Perangkat Urusan Pemerintahan Bidang
Daerah

1 Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan bidang Kebudayaan
Kebudayaan

2 Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, serta
Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perlindungan Anak

3 Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dan bidang
Kehutanan

4 Dinas Penanaman Modal Penanaman Modal, dan Pelayanan
dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu
Satu Pintu

5 Dinas Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha Mikro, bidang
Mikro dan Perdagangan; Perdagangan, bidang Perindustrian

6 Dinas Perhubungan Perhubungan

7 Dinas Kepemudaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Olahraga dan Pariwisata bidang pariwisata

8 Dinas Kesehatan Kesehatan
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No. Organisasi Perangkat Urusan Pemerintahan Bidang
Daerah

9 Dinas Kependudukan dan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil

10 | Dinas Sosial Sosial

11 | Dinas Pekerjaan Umum dan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penataan Ruang

12 | Dinas Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat dan Kawasan
dan Kawasan Permukiman Permukiman serta bidang Pertanahan

13 | Dinas Pangan, Pertanian, Pangan, bidang Pertanian, serta
dan Perikanan bidang Kelautan dan Perikanan

14 | Dinas Komunikasi dan Komunikasi dan informatika, serta
Informatika bidang statistik dan persandian

15 | Satuan Polisi Pamong Praja | ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat

16 | Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan dan bidang Kearsipan
Kearsipan

17 | Dinas Tenaga Kerja Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi

18 | Badan Keuangan Daerah Keuangan

19 | Badan Kepegawaian dan Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pengembangan Sumber Pelatihan
Daya Manusia

20 | Badan Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik
dan Politik.

21 [ Badan Perencanaan Perencanaan, dan bidang Penelitian
Pembangunan Daerah dan Pengembangan

22 | Kecamatan
Berdasarkan inventarisasi ketersediaan DG/IG di OPD

Kota Pontianak pada Agustus 2022, terdapat 110 DG yang
tersebar di 23 perangkat daerah. Daftar DG/IG Kota Pontianak
dapat dilihat pada Tabel II.2. DG/IG paling banyak dihasilkan
dan/atau disimpan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, vyaitu 22 dataset atau 20% dari DG/IG di perangkat
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masing-

masing perangkat daerah Kota Pontianak dapat dilihat pada

Tabel II.3.
Tabel I11.2 DG/IG di OPD Kota Pontianak
No DG/IG Format
A. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 | Petasebaran SMP / MTS Tabular (dengan
Koordinat)
2 | Petasebaran sekolah SD / Ml Tabular (dengan
Koordinat)
3 | Petasebaran sekolah TK Tabular (dengan
Koordinat)
4 | Peta sebaran sekolah PAUD Tabular (dengan
Koordinat)
5 | Peta sebaran cagar budaya / bangunan bernilai sejarah Tabular (dengan
Koordinat)
B. | Dinas Kesehatan
6 | Petasebaran fasilitas kesehatan Tabular (dengan
koordinat)
7 | Peta sebaran lokasi praktek dokter Tabular
8 | Peta sebaran lokasi apotek Tabular
9 | Petasebaran lokasi laboratorium medis Tabular
C. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10 | Peta Batas Administrasi SHP
11 | Petajaringan jalan dan jembatan SHP
12 | Petajaringan saluran/drainase SHP
13 | Peta bangunan eksisting SHP
14 | Peta kontur SHP
15 | Petatoponimi SHP
16 | Peta Kependudukan 1:5.000 SHP
17 | Peta Pertanian 1:5.000 SHP
18 | Peta Kebencanaan 1:5.000 SHP
19 | Peta Lahan Gambut 1:100.000 SHP
20 | Peta hidrologi SHP
21 | Peta Klimatologi SHP
22 | Peta sebaran ruang terbuka hijau SHP
23 | Peta sebaran kantor dan fasilitas umum pemerintah kota SHP
pontianak
24 | Peta tutupan lahan SHP
25 | Peta penggunaan lahan SHP
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No DG/IG Format
26 | Peta pola ruang SHP
27 | Peta struktur ruang SHP
28 | Peta sebaran pendidikan menengah atas dan tinggi SHP
29 | Peta jaringan air minum SHP
30 | Petajaringan air limbah SHP
31 | Jenistanah SHP

D. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

32 | Peta jalan lingkungan SHP
33 | Peta drainase lingkungan SHP
34 | Peta kawasan lingkungan kumuh SHP
E. | Satuan Polisi Pamong Praja

35 | Peta lokasi pemadam kebakaran Tabular
36 | Peta lokasi kejadian kebakaran tahunan Tabular
37 | Peta wilayah PKL Tabular
38 | Peta sebaran wilayah pelanggaran Perda per kelurahan Tabular

F. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah

39 | Peta sebaran lokasi rawan bencana per jenis bencana JPG

40 | Peta kejadian bencana Tabular, JPG

G. | Dinas Sosial

41 | Peta rumah tangga miskin per Kelurahan Tabular
42 | Peta sebaran panti asuhan Tabular dengan
koordinat
43 | Peta sebaran panti jompo Tabular dengan
koordinat
44 | Peta sarana penanggulangan masalah sosial lainnya Tabular dengan
(Panti rehab narkoba, rumah singgah, PLAT, dll) koordinat
45 | Makam pahlawan Tabular dengan
koordinat

H. | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

46 | Peta Kampung KB Tabular

47 | Peta fasilitas permainan anak Tabular (dengan
koordinat)

48 | Peta lokasi temuan stunting Tabular

l. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

49 | Peta lokasi produksi dan pengelolaan perikanan Tabular dengan
koordinat
50 | Peta lokasi dan pengembangan agrowisata Tabular dengan

koordinat
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No DG/IG Format
51 | Peta lokasi infrastruktur pergudangan dan sarana Tabular dengan
pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan koordinat

52 | Kelompok tani Tabular dengan
koordinat

J. | Dinas Lingkungan Hidup

53 | Peta sebaran TPA dan TPS JPG

54 | Peta sebaran taman Tabular dengan
Koordinat

55 | Peta wilayah taman keanekaragaman hayati Tabular dengan
Koordinat

56 | Peta lokasi usaha pengumpul limbah B3 Tabular dengan
Koordinat

57 | Peta sebaran Bank Sampah Tabular

58 | Peta wilayah / jalan yang dilakukan penyapuan JPG

59 | Peta lokasi laboratorium lingkungan koordinat

K. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 | Peta profil kependudukan pokok per kelurahan Tabular

61 | Jumlah penduduk per kecamatan Tabular

L. | Dinas Perhubungan

62 | Petasebaran terminal Tabular (dengan
Koordinat)

63 | Peta sebaran halte Tabular (dengan
Koordinat)

64 | Peta sebaran dermaga Tabular (dengan
Koordinat)

65 | Peta sebaran titik CCTV pengawas lalu lintas Tabular (dengan
Koordinat)

66 | Petasebaran lampu lalu lintas Tabular (dengan
Koordinat)

67 | Petasebaran PJU SHP

68 | Peta lokasi rawan kemacetan Tabular (dengan
Koordinat)

69 | Peta lokasi rawan pelanggaran lalu lintas Tabular (dengan
Koordinat)

70 | Peta lokasi parkir Tabular (dengan
Koordinat)

71 | Data sebaran rambu (larangan, petunjuk, peringatan, dan SHP

perintah

72 | Data Area Traffic Control System (ATCS) SHP

M. | Dinas Komunikasi dan Informatika

73 | Peta Sebaran titik CCTV di lingkungan publik SHP

74 | Peta jaringan intra pemerintah SHP
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No DG/IG Format

N. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

75 | Peta lokasi investasi asing Tabular

76 | Peta lokasi investasi dalam negeri Tabular

O. | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

77 | Peta sebaran destinasi pariwisata dan jumlah kunjungan Tabular
tahunan

78 | Peta sebaran sarana olahraga Tabular

79 | Peta sebaran hotel dan tingkat hunian Tabular

80 | Peta sebaran restoran dan rumah makan Tabular

81 | Petasebaran cafe dan warung kopi Tabular

82 | Sebaran kelompok Sadar wisata Tabular

P. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

83 | Peta sebaran perpustakaan SHP dan Tabular
dengan koordinat
84 | Peta lokasi perpustakaan keliling SHP dan Tabular
dengan koordinat
85 | Peta lokasi rumah baca dan taman baca SHP dan Tabular

dengan koordinat

Q. | Sekretariat Daerah

86 | Peta batas wilayah administrasi Kota, Kecamatan, SHP
Kelurahan, RW dan RT

87 | Peta toponimi Tabular (dengan
koordinat)

88 | Peta lokasi Perusahaan Daerah dan BLUD Tabular (dengan
koordinat)

89 | Peta sebaran lembaga keuangan Tabular (dengan
koordinat)

90 | Petasarana peribadatan Tabular (dengan
koordinat)

R. | Sekretariat DPRD

91 | Petasebaran suara anggota DPRD per dapil Tabular

92 | Peta kunjungan kerja DPRD Tabular

S. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

93 | Peta rencana pembangunan SHP

94 | Peta analisis pembangunan SHP

T. | Badan Keuangan Daerah

95 | Peta sebaran aset Pemerintah Kota Pontianak Tabular

96 | Peta sebaran objek pajak Tabular
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No DG/IG Format

U. | Kecamatan Pontianak Kota

97 | Peta lokasi posyandu SHP dan Tabular
dengan koordinat

98 | Peta sebaran pos kamling SHP dan Tabular
dengan koordinat

99 | Peta sebaran bangunan sarang walet SHP dan Tabular
dengan koordinat

100 | Peta lapangan olahraga tingkat kelurahan SHP dan Tabular
dengan koordinat

101 | Peta lokasi sarana pertemuan warga SHP

102 | Peta jumlah warga tidak mampu per RT SHP dan Tabular

V. | Kecamatan Pontianak Tenggara

103 | Peta lokasi posyandu SHP

104 | Peta sebaran pos kamling SHP

105 | Peta sebaran bangunan sarang walet SHP

106 | Peta lapangan olahraga tingkat kelurahan SHP

107 | Peta lokasi sarana pertemuan warga SHP

108 | Peta jumlah warga tidak mampu per RT SHP

W. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

109 | Peta sebaran kantor / sekretariat partai politik tingkat Tabular

Kabupaten / Kota
110 | Peta sebaran kantor / sekretariat ormas terdaftar Tabular
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OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perhubungan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kecamatan Pontianak Kota

Kecamatan Pontianak Tenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Sosial

Sekretariat Daerah

Dinas Kesehatan

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sekretariat DPRD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Keuangan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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BAB lil. METODOLOGI

III.1. PEMBENTUKAN KONSENSUS PEMANGKU
KEPENTINGAN

Persetujuan para pemangku kepentingan sangat
dibutuhkan dalam inisiasi dan meningkatkan peluang
keberhasilan implementasi Jaringan Informasi Geospasial
Daerah (JIGD/MSDI). Beberapa aktor kunci yang dapat memiliki
peran tersebut seperti Walikota / Bupati, Wakil Walikota / Wakil
Bupati, atau Sekretaris Daerah (Sekda). Adanya kesepahaman
antar aktor-aktor tersebut juga akan mendukung agenda JIGD
secara jangka panjang. Namun perlu dipahami juga bahwa
persetujuan pemerintah daerah hanyalah salah satu aspek
pendukung dalam pengembangan JIGD. Pada perspektif
operasionalisasi dan keberlanjutan, diperlukan pihak-pihak
lainnya dalam implementasi JIGD (MSDI Manual, World Bank -
City Planning Labs, 2022).

Tim teknis yang memahami substansi secara mendalam
juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan JIGD di
daerah. Sebagai contoh dalam mengikat komitmen dalam
pengembangan JIGD, Pemerintah Kota menyusun nota
kesepahaman (MoU) yang berisikan komitmen antara Bupati dan
Universitas Tanjungpura (PSPIG UNTAN) untuk bersama dan
berkolaborasi dalam implementasi JIGD, selanjutnya surat
pernyataan ini pun digunakan oleh Bappeda untuk menjangkau

OPD lainnya dalam bekerjasama.

Memetakan aktor-aktor yang berada pada pemerintah

kota/Kota yang terlibat dalam proses pengembangan JIGD juga
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peranan dari masing-masing aktor tersebut. Berikut
contoh kategorisasi berdasarkan fungsi dan peranan dalam JIGD
yaitu pemimpin (JIGD Lead), pelaksana (Co-lead), dan
pendukung (Supporting). Aktor yang masuk pada kategori
tersebut dapat berbeda-beda sesuai kondisi pemerintah
Kabupaten/Kota. Sebagai contoh, Bappeda dapat dianggap
sebagai pelaksana namun di kota lain Dinas Penataan Ruang dan

Bina Marga bertindak sebagai pelaksana.

Adapun langkah-langkah pembentukan konsensus para
pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah

sebagai berikut:

III.1.1. Membuat Pertemuan Inisiasi JIGD dengan

Pemangku Kepentingan

Dengan tujuan bahwa operasionalisasi JIGD dapat
berjalan secara berkelanjutan diperlukan perhatian dari
pemangku kepentingan di kota. Oleh karena itu, pembentukan
konsensus antar aktor tersebut menjadi penting dan strategis.
Terdapat tiga aspek penting dalam metode ini yaitu komunikasi,
kolaborasi, dan relasi hubungan dengan komunitas dan
pengambil kebijakan. Kolaborasi merupakan hal yang esensial,
kolaborasi di antara para pemangku kepentingan yang saat ini
terlibat dengan proses JIGD, atau dengan tim, organisasi, dan
kota lain yang tertarik untuk menerapkan pendekatan ini.
Kolaborasi menjamin bahwa rekomendasi yang diusulkan
berkelanjutan dan pada akhirnya, diadopsi oleh Pemerintah

Daerah.

Mengingat bahwa implementasi JIGD merupakan upaya

inklusif, sangat penting untuk memahami semua pemangku
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kepentingan yang akan terlibat dalam proses ini. Juga
sama pentingnya untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan
utama agar memastikan kepemilikan dan rantai komando yang
jelas. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab semua pemangku
kepentingan dalam menerapkan JIGD perlu diklarififikasi dan
didokumentasikan dengan protokol yang jelas untuk bentuk dan
struktur keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan. Adapun
metode pertemuan yang dapat dibangun dengan/antar
pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah adalah sebagai
berikut:

1. Pertemuan kecil dan tertutup (Small and Closed Meeting),
Pertemuan ini disiapkan untuk mendapatkan perhatian dari
pejabat di pemerintah daerah seperti Bupati / Walikota,
Wakil Bupati / Wakil Walikota, dan aktor strategis lainnya.
Melalui pertemuan ini juga bertujuan untuk mendiskusikan
feedback dan potensi isu yang sensitif dari aktor-aktor

tersebut.

2. Pertemuan Informal (Informal Meeting), Pentingnya
pengembangan hubungan yang baik dengan dinas dan
pejabat pemerintah daerah pada saat merencanakan dan
mengimplementasi JIGD tidak dapat dianggap remeh.
Diskusi informal merupakan cara yang sangat baik untuk
mengembangkan  hubungan, berbagi informasi dan
mengadakan perbincangan bebas tentang peluang dan

tantangan.

3. Workshop Terarah (Targeted Workshop), Para pemangku
kepentingan kadang kala dapat menyampaikan kebutuhan
untuk segera melaksanakan workshop tentang topik tertentu,
seperti: standar metadata, Sistem Informasi Geografis (SIG),

dll. Dalam hal tersebut, bentuk workshop terarah akan
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bermanfaat bagi tim untuk mengatasi
kesenjangan pengetahuan tertentu yang mungkin
memerlukan lingkungan pembelajaran yang lebih terstruktur.
Tergantung pada topiknya, kegiatan ini dapat berbentuk
workshop pendalaman teknis (seperti pelatihan SIG), atau
lokakarya kolaboratif, di mana dinas-dinas dapat membahas
pendapat mereka tentang suatu subjek yang difasilitasi oleh
tim pelaksana JIGD (seperti penentuan protokol berbagi
pakai data). Karena biasanya dilakukan atas permintaan
pihak rekanan, bentuk lokakarya ini dapat berpotensi
menjadi suatu cara tim pelaksana JIGD untuk
mengembangkan hubungan baik yang erat dengan para

pemangku kepentingan utama.

. Full Workshop; Dalam workshop yang besar, diskusi harus
dipimpin oleh Dinas/Badan pemimpin (/lead) dan pendamping
pemimpin (co-lead) JIGD. Para fasilitator idealnya harus
menghubungi para pemangku kepentingan lain untuk
melakukan diskusi setelah dinas pemimpin dan pendamping
pemimpin JIGD menetapkan parameter untuk diskusi. Para
peserta harus terdiri atas gabungan staf senior dan teknis
karena mereka membawa perspektif yang sama-sama
penting yang sangat berarti bagi berbagai aspek yang
berbeda dari roadmap. Sebagai contoh, akan sangat tepat
apabila manajemen senior diposisikan untuk mendiskusikan
masalah umum yang mencakup kebijakan dan komitmen

yang diperlukan dari dinas yang berbeda.
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1. Pertemuan Kecil & Tertutup

Bertujuan mengubah pemahaman, (Small & Closed Meeting)
perilaku, pandangan, atau nilai tentang
MSDI.

2. Pertemuan Informal

(Informal Meeting)
Bertujuan untuk memiliki pertemuan
yang bermakna dan menggunakan
pembahasan ini untuk membantu kota

memikirkan manfaat MSDI bagi mereka. x4 Workshop Terarah
(TargetedWorkshop)

Bertujuan untuk menargetkan pemangku

kepentingan yang relevan untuk 4, Workshop Penuh
(Full Workshop)

memanfaatkan roadmap MSDI menjadi
tindakan yang praktis.

Gambar III.1 Kombinasi Jenis Pertemuan Dalam Mencapai
Tujuan

Pemangku kepentingan dalam JIGD di lingkungan
Pemerintah Daerah bersesuaian dengan organisasi perangkat
daerah (PD). Salah satu luaran penting dari tahap 3.1.1. ini
adalah Peta Pemangku Kepentingan Dalam JIGD Di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

Penentuan PD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Pasal 3 Perda tersebut menyatakan bahwa
Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak dengan susunan

sebagai berikut:
Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A,

menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan
urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

yaitu bidang kebudayaan;
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10.

2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak,

Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk  dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,serta

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang

Kehutanan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Tipe A,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi,

Usaha Mikro, bidang Perdagangan, bidang Perindustrian;

Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perhubungan;

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, TipeA,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kepemudaan dan Olahraga serta bidang pariwisata;

Dinas Kesehatan, Tipe B, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Kesehatan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TipeB,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas  Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Sosial;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

TipeB, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, TipeB,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;

Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Tipe A,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan,

bidang Pertanian, serta bidang Kelautan dan Perikanan;

Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi

dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;

Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Perpustakaan dan bidang Kearsipan;dan

Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.

Badan Daerah Kota Pontianak, terdiri dari:

1.

Badan Keuangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi

penunjangurusan pemerintahan bidang Keuangan;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B,

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian  dan

Pengembangan; dan
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3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan

dan Pelatihan; dan

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kecamatan di Kota Pontianak, terdiri dari :

Kecamatan Pontianak Tenggara;
Kecamatan Pontianak Selatan;
Kecamatan Pontianak Kota;
Kecamatan Pontianak Barat;
Kecamatan Pontianak Utara;

QA WwN =

Kecamatan Pontianak Timur.

II1.1.2. Menilai Kesiapan Kota Pontianak Terhadap JIGD

Dalam upaya pembentukan kesepahaman yang sama dari
semua pihak dapat dilakukan peninjauan diagnostik agar semua
pihak melihat masalah yang ada. Peninjauan diagnostik ini
dilakukan untuk menilai kesiapan Kabupaten/Kota dalam

mengelola data dan informasinya.

Terdapat dua macam metode penilaian yang dapat

dilakukan yaitu:
1) Penilaian Cepat (Rapid Assessment)

2) Penilaian Teknis atau Mendalam (Technical or In-Depth
Assessment) Penilaian ini dapat terjadi secara bersamaan
atau satu demi satu (a sebelum b) tergantung pada sifat dan

tingkat keterlibatan tim.
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II1.1.2.1 Penilaian Cepat Kesiapan JIGD

Penilaian cepat ini dapat dilakukan dengan survei yang
diberikan kepada aktor-aktor kunci yang dapat memberikan
gambaran kondisi kota terhadap kondisi dari kelima pilar
insfrastruktur informasi geospasial (IIG). Metode survey dapat
menggunakan skala likert dari sangat rendah, rendah, rata-rata,
tinggi, sampai sangat tinggi. Kemudian dari jawaban masing-
masing responden akan dikonversi menjadi indeks kesiapan kota

terhadap pengembangan MSDI.

Adapun poin-poin penilaian dapat disesuaikan dengan
kebutuhan kota namun tetap dalam koridor kategori pilar di
dalam Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) Vvyaitu
kelembagaan, sumber daya manusia, data, dan sistem.
Kuesioner Penilaian Cepat Kesiapan JIGD dapat dilihat pada
Lampiran 1. Tabel III.1 menunjukkan bobot dari masing-

masing skala.

Tabel II1.1 Bobot Skala Respon

Skala Respon Bobot
- Sangat Rendah (SR) 0
Rendah (R) 0.25
Rata-Rata (A) 0.5
Tinggi (T) 075
Sangat Tinggi (ST) 1

Setelah hasil kuesioner terkumpul dari setiap target
responden, selanjutnya dapat mengolah hasil penilaian tersebut
menjadi indeks total dari kesiapan JIGD Kota Pontianak seperti

pada Tabel III.2 dengan contoh pada Tabel III.3.
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Tabel II1.2 Tahap Pengolahan Data Hasil Kuesioner

Pengaturan

Kelembagaan Sumber Daya Manusia Data Sistem
Pertanyaan: Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Responden A SR T A A A T R R A i A SR
Responden B R T T T ST T R A A A A R
Responden Z R A A ST U ST A A A A A A

v Konversikan menjadi nilai

KZT:riT)t:gr::n Sumber Daya Manusia Data Sistem
Pertanyaan: Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Qi Q2 Q3
Responden A 0 0.75 0.5 0.5 0.5 0.75 0.25 0.25 0.5 0.75 0.5 0
Responden B 0.25 075 0.75 0.75 ST 0.75 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
Responden Z 0.25 0.5 05 ST 0.75 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Tabel II1.3 Contoh Hasil Penilaian Cepat Kesiapan JIGD

Faktor Variabel Penilaian Nama Kota / Skor Indeks

Kabupaten Kesiapan
MSDI:
Pendanaan pemerintah pusat 0.49
Pengaturan Kelembagaan Keterlibatan akademisi dan swasta 0.53 0.57
Aturan mengenai pengelolaan dan akses berbagi data 0.69
Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian GIS 0.63
Sumber Daya Manusia Program pelatihan data dan analisa spasial 0.61 0.6
Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian IT 0.57
Ketersediaan metadata 0.59 o G
[ ]
Dits Ketersediaan standar data 0.67 0.65
Ketersediaan data dalam format spasial (geojson, shp, dan 0.69
lainnya)
Ketersediaan geoportal 0.63
Sigtarn Ketersediaan infrastruktur IT seperti server 0.56 0.59
Ketersediaan software geospasial (arcgis, qgis, dan 0.59
sebagainya

II1.1.2.2 Survei Prioritas Geospasial

Survei prioritas geospasial bertujuan untuk membangun
konsensus yang luas tentang sektor-sektor yang perlu
diprioritaskan dari perspektif pembangunan geospasial dan pada
gilirannya, menyelaraskan upaya implementasi JIGD dengan
program dan kegiatan di kota. Adapun target responden dari
survey ini adalah pengambil keputusan kota (city decision
makers). Berdasarkan tanggapan dari responden, sektor-sektor
dalam survei ini akan dikategorikan sebagai sektor prioritas
pertama, kedua dan ketiga. Metode ini dilakukan untuk

mencapai konsensus tentang sektor-sektor yang akan
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diprioritaskan dari perspektif pembangunan
geospasial. Menyelaraskan intervensi JIGD dengan prioritas
sektoral. Kuesioner Survei Prioritas Geospasial dapat dilihat
pada Lampiran 2. Sektor yang dinilai dalam survei ini
diadaptasi dan disintesis dari standar SNI ISO 37122:2019
tentang “Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan - Indikator
untuk kota cerdas” dan Aspek Pelayanan yang ada di Kota
Pontianak berdasarkan RPJMD Kota Pontianak 2021-2026.

II1.1.2.3 Penilaian Mendalam Kapasitas JIGD

Penilaian teknis merupakan upaya untuk mengetahui
kapasitas JIGD di kota secara lebih mendalam, berdasarkan
komponen 4 pilar IIG. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan
informasi rinci tentang kapasitas JIGD dasar Kabupaten/Kota,
seperti jumlah staf yang terlatih dalam Sistem Informasi
Geografis (GIS), latar belakang pendidikan mereka, jenis

perangkat lunak geospasial yang digunakan, dll.

Penentuan waktu penilaian ini dapat beragam bergantung
pada sifat dan batas keterlibatan tim asesmen simpul jaringan
informasi geospasoial dengan pemerintah daerah. Penilaian
teknis ini berisi pertanyaan mendalam yang terperinci dan sering
kali bersifat teknis, berbeda dari survei cepat yang dimaksudkan

bagi para pengambil keputusan.

Responden/Narasumber

Penilaian Kapasitas JIGD Secara Mendalam idealnya
ditujukan kepada staf teknis kota pada masing-masing OPD
yang dianggap relevan dapat menjawab kuesioner yang telah
disusun. Hasil dari penilaian ini dapat digunakan sebagai bahan
informasi tentang perumusan strategi untuk mengimplementasi

JIGD. Pada penyusunan renduk ini, penilaian mendalam
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dikhususkan kepada OPD yang ditentukan sebagai
instansi utama dan OPD yang ditentukan sebagai lembaga

koordinator.
Konten Dalam Penilaian Teknis

1. Pengaturan Kebijakan dan Kelembagaan, Menilai

pengembangan protokol peraturan vyang sesuai untuk
pengelolaan data spasial serta struktur organisasinya
(dengan peran dan tanggung jawab yang jelas) untuk

mendukung pelaksanaan JIGD.

2. Sumber Daya Manusia, Informasi yang dikumpulkan

menunjukkan baseline dari kapasitas geospasial badan-
badan tersebut. Informasi tersebut dapat digunakan untuk
mengevaluasi gap tenaga kerja dan keterampilan geospasial

kota, serta mengidentififikasi kebutuhan pelatihan.

3. Data, Meliputi evaluasi kondisi terkini kualitas dan
ketersediaan data (khususnya data geospasial) dengan

meninjau:

a. Inventarisasi Data
b. FDS (Fundamental Data Set)

4. Sistem, Memperhitungkan lingkungan teknologi yang sesuai,
untuk mendukung berbagi data dan penggunaan data
geospasial melalui empat komponen: perangkat Ilunak
geospasial yang digunakan, perangkat keras, kapasitas

jaringan, dan geoportal.

Contoh Pertanyaan

Berikut beberapa contoh pertanyaan yang dapat
dikembangkan berikutnya untuk mendetailkan penilaian teknis

pada setiap pilar IIG:
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1) Pengaturan Kebijakan dan Kelembagaan:

2)

a)

b)

Bagaimana hubungan/keterkaitan atau pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam urusan data geospasial?

Apakah saat ini ada regulasi atau batasan hukum dalam
berbagi data?

Bagaimana pemerintah kota dapat meningkatkan aspek
berbagi data antar lembaga?

Apakah lembaga memiliki kebijakan data terbuka/ open
data? Jika ya, data apa saja yang berlaku?

Apakah kota/instansi Anda memiliki pedoman, rencana
strategis, atau roadmap GIS untuk pengelolaan informasi

geospasial?

Sumber Daya Manusia:

a)

b)

f)

Bagaimana tingkat kesadaran dan dukungan penerapan
geospasial di instansi Anda?

Berapa banyak personel yang memiliki latar belakang
pendidikan formal Geografi / Survei / Sistem Informasi
Geografis (GIS) / Kartografi / Perencanaan wilayah?
Berapa banyak ahli data / GIS permanen yang ada di
departemen Anda?

Jelaskan tingkat keterampilan dan pengalaman GIS yang
dimiliki oleh personel Anda secara umum
(dasar/menengah/lanjutan)?

Apakah ada inisiatif peningkatan kapasitas untuk analisis
data dan/atau GIS di lembaga Anda?

Mohon identifikasi keterampilan tambahan apa pun yang
mungkin diperlukan personel instansi untuk membantu

dalam pengelolaan data.
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3) Data:

4)

a) Berikan deskripsi singkat tentang data yang dimiliki
lembaga Anda.

b) Bagaimana Anda menyimpan atau mengelola data?
Media apa yang digunakan untuk menyimpan kumpulan
data di agensi Anda, misalnya, cloud, server, workstation,
hard drive eksternal, CD, DVD, kertas, dll.?

c) Apakah data disimpan sebagai database atau file?
Apakah data disimpan dalam fifile terpisah
(.xls, .shp, .dwg, .tab) atau dalam database (Oracle,
PostgreSQL, MySQL, dll.)?

d) Bagaimana antar lembaga meminta data satu sama lain?
Apakah Anda harus masuk ke portal? Bisakah Anda
mengakses data melalui jaringan dari server [/
workstation lain atau Anda perlu berkoordinasi dengan
petugas untuk mendapatkan peta kertas / salinan dalam
CD / DVD?

e) Bagaimana Anda biasanya menggunakan dataset? Untuk
penataan ruang, masterplan, perencanaan transportasi
dll?

f) Apa kesulitan yang Anda hadapi di instansi Anda
sehubungan dengan penggunaan dataset tersebut?
Misalnya: kurangnya lisensi, koneksi internet yang
buruk/lambat, kurangnya ruang hard disk, kurangnya
memori, komputer kuno, dll

Sistem:

a) Dengan program apa data diproduksi?

b) Dengan program apa data diproses?
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c) Dengan program apa data dianalisis? Apakah
perangkat lunak/aplikasi yang digunakan memenunhi
kebutuhan Anda?

d) Apakah ada software/aplikasi khusus yang digunakan
untuk proses di instansi?

e) Jika aplikasi tidak dikembangkan secara internal, apakah
terdapat dokumentasi internal dan eksternal dari aplikasi
dan informasi mengenai siapa yang mengembangkannya
dan bagaimana mereka dapat dihubungi?

Kuesioner penilaian disesuaikan pula dengan mengadopsi
indikator kinerja simpul jaringan yang ditetapkan Badan
Indormasi Geospasial (simojang.big.go.id). Kuesioner Penilaian
Mendalam Kapasitas JIGD Kota Pontianak dapat dilihat pada
Lampiran 3. Selanjutnya, setelah melakukan tahap survei
penilaian cepat, survei sektor prioritas geospasial dan survei
penilaian teknis / mendalam, akan dihasilkan luaran (output)

sebagai berikut:

1. Hasil penilaian cepat mengenai kesiapan JIGD di Pemerintah

Kota Pontianak berupa indeks kesiapan JIGD Kota Pontianak.

2. Hasil penilaian prioritas pengembangan geospasial.
Hasil penilaian teknis dan mendalam mengenai kapasitas
JIGD Pemerintah Kota Pontianak.
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BAB IV. ANALISIS

IV.1. LANDASAN HUKUM TERKAIT

Berikut ini merupakan landasan hukum terkait

Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan
Informasi Geospasial Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian
Peta Skala 1:50.000;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2
Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan
Data Geospasial;

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12
Tahun 2013 tentang Standar, Prosedur Penyimpanan dan
Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial
dan Informasi Geospasial;

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15
Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Nasional
2013;

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Informasi
Geospasial Dasar;

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2015
tentang Jaringan Data Geospasial Daerah (JDGD);

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun
2019 tentang Satu Data;

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor:
98/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan SNI ISO
19115:2012 tentang Informasi Geografis - Metadata;
Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial, Nomor 29
Tahun 2013 tentang Standar Pemrosesan Data Geospasial;
Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30
Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat
Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor
36 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan

Informasi Geospasial Nasional.
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20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020-2024;

21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 46 tahun 2021
tentang Satu Data Kota Pontianak;

23. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor
69.1/DKI/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022; dan

IV.2. KESIAPAN JIGD KOTA PONTIANAK BERDASARKAN
PENILAIAN CEPAT

Penilaian cepat kesiapan MSDI berhasil menghimpun
sebanyak 45 responden yang tersebar dari 17 OPD Kota
Pontianak (Tabel IV.1). Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh
nilai Indeks Kesiapan MSDI Kota Pontianak sebesar 0,32 dengan
skor per pilar berurutan dari pengaturan kelembagaan, SDM,
data, dan sistem, masing-masing 0,37; 0,27; 0,34; 0,31 (Tabel
IV.2). Indeks kesiapan Kota Pontianak ini relatif rendah dan

merata di setiap pilar/aspek.

Aspek pengaturan kelembagaan terutama dalam
pengelolaan akses bagi pakai dapat menjadi titik awal
pengembangan MSDI Kota Pontianak karena memiliki nilai
tertinggi baik di pilar pengaturan kelembagaan maupun secara

keseluruhan. Sementara itu, hal yang menjadi pekerjaan rumah
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besar di Kota Pontianak dalam penyelenggaraan IG adalah

ketersediaan dan kapasitas SDM.

Tabel 1V.1 Sebaran Responden Penilaian Cepat Kesiapan JIGD
Kota Pontianak

Banyak
Responden

Nama Instansi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kecamatan Pontianak Utara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Badan Keuangan Daerah

Dinas Pangan Pertanian dan perikanan

Dinas Permukiman

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Kecamatan Pontianak Kota

Jumlah Responden

Tabel 1V.2 Hasil Penilaian Cepat Kesiapan MSDI Kota Pontianak

. Skor Indeks
Pilar IIG ;’:;;;?:L Skor per Kesiapan
Pilar MSDI
Pengaturan Pendanaan 0,32 0,37 0 32
Kelembagaan pemerintah pusat 1 4
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Variabel Skor Indeks
Pilar 116 Penilaian Skor per Kesiapan
Pilar MSDI

Keterlibatan 0,38
akademisi dan
swasta

Aturan mengenai 0,43
pengelolaan dan
akses berbagi data

Ketersediaan SDM 0,24 0,27
yang memiliki
Keahlian GIS

Program pelatihan 0,21
data dan analisa
spasial

Ketersediaan SDM 0,35
yang memiliki
keahlian IT

Sumber Daya
Manusia

Ketersediaan 0,35 0,34
metadata

Ketersediaan 0, 40
standar data

Ketersediaan data 0,26
dalam format
spasial(geojson,
shp, dan lainnya)

Data

Ketersediaan 0,30 0,31
geoportal

Ketersediaan 0,39
infrastruktur IT
Sistem seperti server

Ketersediaan 0,24
software geospasial
(arcgis, Qgis dan
sebagainya

Sumber: Hasil analisis kuesioner, 2022

IV.3. SURVEI PRIORITAS PENGEMBANGAN GEOSPASIAL

Survei prioritas pengembangan geospasial bertujuan
menilai arah dan kinerja sektor di Kota Pontianak dalam

penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Lebih lanjut, survei
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ini bertujuan membangun kesepakatan mengenai sektor yang
perlu diprioritaskan dari perspektif pembangunan geospasial.
Luaran dari survei ini akan digunakan untuk menyusun rencana
program penyelenggaraan IG serta menyelaraskan upaya
implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG)

dengan program dan kegiatan di Kota Pontianak.

Untuk mengidentifikasi sektor prioritas, digunakan
kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pertanyaan: 4 (empat)
diantaranya merupakan pertanyaan pemeringkatan, dan 2 (dua)
diantarnya merupakan pertanyaan isian. Terdapat 19 sektor
yang dianalis pada survei prioritas geospasial ini (Tabel IV.3).
Sektor-sektor ini diadaptasi dan disintesis dari standar SNI ISO
37122:2019 tentang “Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan

- Indikator untuk kota cerdas” dan Aspek Pelayanan yang ada di

Kota Pontianak.

Tabel 1V.3 Deskripsi Sektor dalam Survei Prioritas Geospasial di

Kota Pontianak

No Sektor

Deskripsi

1 Pendidikan

Kesempatan pendidikan, seperti
pendaftaran siswa, rasio siswa/guru,
penyelesaian Pendidikan dasar dan
menengah, prevalensi gelar pendidikan

tinggi.

2 Kesehatan

Penyediaan layanan kesehatan dan
kesehatan umum penduduk, seperti
akses ke layanan kesehatan, angka
ahrapan hidup rata-rata, angka
kematian bayi, dan sebagainya.

3 Air Bersih dan Sanitasi

Layanan penyediaan air dan fasilitas
sanitasi seperti sistem saluran
pembuangan, akses ke air minum
layak, dan pengolahan air limbah.

4 Penataan Ruang

dan

Penataan ruang dan perencanaan kota,
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No Sektor Deskripsi
Perencanaan Kota perencanaan penggunaan lahan,

prevalensi area hijau.

5 Perumahan Rakyat dan |Penyediaan perumahan, akses ke
Kawasan Permukiman perumahan formal, pendaftaran

sertifikat.

6 | Sosial dan Keamanan Penurunan ketimpangan, pencegahan
konflik antar masyarakat, penegakan
hukum, seperti tingkat kejahatan,
prevalensi petugas polisi.

7 Ekonomi dan Keuangan |Ketenegakerjaan, tingkat kemiskinan,
manajemen keuangan, pendapatan asli
daerah dari total pendapatan.

8 Kota Inklusif Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, partisipasi
masyarakat dalam perencanaan
pembangunan.

9 Pertanian Kota dan |Produktivitas lahan penghasil pangan,

Pangan pertanian, perkebunan, peternakan.

10 | Lingkungan, Kualitas lingkungan dan konservasi
Kebencanaan dan |keanekaragaman hayati, tingkat
Perubahan Iklim pencemaran udara, kapasitas adaptasi,

kerentanan terhadap bencana.

11 [ Populasi/Kependudukan |Kepadatan penduduk, registrasi akta
kelahiran dan kartu identitas.

12 | Transportasi Penyediaan jasa transportasi,
kepemilikan kendaraan, ketersediaan
jalur sepeda.

13 [ Komunikasi dan |Layanan dan konektivitas

Informatika telekomunikasi, seperti akses ke
internet dan koneksi telepon seluler.

14 | Kepemudaan, Olahraga, [Organisasi kepemudaan, fasilitas
dan Budaya olahraga, pembinaan sanggar seni

udaya, pelestarian benda sejarah.

15 | Statistik, Kearsipan dan [Integrasi data sektoral, pengelolaan
Perpustakaan arsip, tingkat minat baca, jumlah

kunjungan ke perpustakaan.

16 | Pariwisata Destinasi pariwisata, jumlah kunjungan
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No Sektor Deskripsi

wisatawan, penjualan produk wisata,
sarana prasarana penunjang.

17 | Kelautan dan Perikanan [Produksi perikanan budidaya dan
tangkap,

18 [ Energi Efisiensi produksi dan konsumsi listrik,
penggunaan energi listrik per kapita,
penggunaan sumber terbarukan.

19 |[Tata Kelola |Pelayanan dan transparansi
Pemerintahan kelembagaan, keterbukaan informasi
pembangunan, birokrasi, dan kualitas
pelayanan publik.

Sumber: Hasil analisis, 2022 (sintesis dari standar SNI ISO 37122:2019
tentang “Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan - Indikator untuk kota
cerdas” dan Aspek Pelayanan yang ada di Kota Pontianak)

Keterangan: nomor tidak menunjukkan urutan/peringkat

Pengisian kuesioner dilakukan melalui dua gelombang.
Gelombang I, dilaksanakan pada 18 Agustus 2022, secara luring,
dan dilanjutkan secara daring dari tanggal 25 Agustus 2022
hingga 30 Agustus 2022. Pada periode tersebut hanya terdapat
enam responden yang mengisi kuesioner, dengan tiga
diantaranya berasal dari instansi Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kota Pontianak, dan tiga lainnya dari
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak; dan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil.

Berdasarkan jumlah lembaga yang melakukan pengisian
kuesioner, hasil survei dirasakan belum merepresentasikan
kondisi informasi geospasial dalam pembangunan Kota
Pontianak. Tim penyusun memperkirakan kurangnya partisipasi

lembaga dalam pengisian kuesioner dikarenakan perwakilan
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lembaga yang belum/kurang paham mengenai Informasi
Geospasial. Tentunya, kualitas Rencana Induk Penyelenggaraan
Informasi Geospasial Kota Pontianak akan lebih baik dengan
semakin banyaknya lembaga yang berpartisipasi dalam analisis
kondisi awal/dasar Kota Pontianak ini. Oleh karena itu,
pengumpulan kuesioner dilakukan kembali pada Gelombang II,
tanggal 16 - 19 November 2022. Pada akhirnya, terdapat total
15 responden yang mengisi kuesioner dari Gelombang I dan

Gelombang II, yang berasal dari 12 instansi (Tabel IV.4).

Tabel 1V.4 Persebaran Instansi Responden Kuesioner Survei
Prioritas Pengembangan Geospasial Kota Pontianak

No Instansi Banyak
Responden
1 Badan Perencanaan Pembangunan 1
Daerah
2 Badan Penanggulangan Bencana 3
Daerah
3 Badan Kepegawaian dan 1

Pengembangan Sumber Daya Manusia

4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 2
Sipil

5 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan 1
Perdagangan

6 Dinas Pangan, Pertanian dan 1
Perikanan

7 Dinas Pengendalian Penduduk dan 1

Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1

9 Dinas Perumahan Rakyat Dan 1
Kawasan Pemukiman

10 Dinas Sosial 1
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No Instansi Banyak
Responden
11 Dinas Tenaga Kerja 1
12 Satuan Polisi Pamong Praja 1
Total Responden 15

Sumber: Hasil analisis, 2022

Berdasarkan tanggapan dari responden, sektor-sektor
selanjutnya dikategorikan sebagai sektor prioritas pertama,
kedua, dan ketiga. Kategori ini akan digunakan untuk
menentukan prioritas pemanfaatan DG/IG. Prioritas pertama
merupakan sektor-sektor strategis yang mana DG/IG menjadi
faktor penting untuk mendukung pertumbuhannya. Prioritas
kedua merupakan sektor-sektor yang perlu untuk dikembangkan
dimana terdapat peluang untuk penggunaan DG/IG yang lebih
besar di sektor tersebut. Prioritas ketiga merupakan sektor-
sektor yang memiliki peluang dalam jangka panjang untuk
pemanfaatan DG/IG. Dari hasil kuesioner, diperoleh tujuh sektor
paling prioritas (Prioritas Pertama) menurut perspektif
pengembangan geospasial, antara lain Kesehatan; Pendidikan;
Penataan Ruang dan Perencanaan Kota; Ekonomi dan Keuangan;
Air Bersih dan Sanitasi; Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman; dan Sosial dan Keamanan. Tabel IV.5
menunjukkan urutan dan kategori sektor prioritas dalam

pengembangan geospasial di Kota Pontianak.
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Tabel 1V.5 Sektor Prioritas Pengembangan Geospasial Kota

Pontianak
Peringkat Sektor Prioritas Kategori

1 Kesehatan
2 Pendidikan
3 Penataan Ruang dan Perencanaan Kota
4 Ekonomi dan Keuangan l
5 Air Bersih dan Sanitasi
6 Peruma_han Rakyat dan Kawasan

Permukiman
7 Sosial dan Keamanan
8 Transportasi
9 Kota Inklusif
10 Lingkungan, K_ebencanaan dan

Perubahan Iklim "
11 Pertanian Kota dan Pangan
12 Komunikasi dan Informatika
13 Populasi/Kependudukan
14 Tata Kelola Pemerintahan
15 Pariwisata
16 Kepemudaan, Olahraga, dan Budaya
17 Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan I"
18 Kelautan dan Perikanan
19 Energi

Sumber: Hasil analisis, 2022 (berdasarkan pengisian kuesioner)

Berdasarkan tanggapan pada kuesioner juga diperoleh
persepsi OPD mengenai pemanfaatan DG/IG dalam mendukung
pengembangan sektor pembangunan dan tujuan Kota Pontianak.

Pemanfaatan DG/IG sangat penting dan diperlukan bagi
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pemangku kepentingan untuk menentukan kebijakan dalam
mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien.
DG/IG dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena
untuk menghasilkan solusi dari berbagai isu ruang perkotaan.
Untuk mencapai pemanfaatan data geospasial yang optimal di
setiap sektor pembangunan, diperlukan investigasi/pemetaan
output data sesuai dengan urusan/kewenangan OPD terkait,
penyusunan dan sinkronisasi regulasi pemanfaatan data, serta
penyusunan kajian pemanfaatan data untuk perencanaan

pembangunan.

Responden juga memberikan masukan kebijakan dan
sumber daya untuk peningkatan pemanfaatan DG/IG dalam
mendukung pengembangan sektor pembangunan di Kota
Pontianak. Sebagian besar mengharapkan adanya kebijakan,
antara lain dalam hal dukungan peraturan, penganggaran,
ketersediaan data, dan SDM geospasial/IT yang dikhususkan
untuk bidang geospasial. Dalam hal sumber daya, terlihat
konsesus perlunya peningkatan kapasitas SDM bidang
geospasial serta peningkatan kualitas infrastruktur dan jaringan
penunjang pemanfaatan DG/IG. Terdapat juga masukan terkait
pemanfaatan DG/IG yang diperlukan untuk pembangunan Kota
Pontianak, diantaranya terkait pemetaan infrastruktur, sarana
dan prasarana wilayah perkotaan; kependudukan; pendidikan;

dan kebencanaan, khususnya banjir.

IV.4. IDENTIFIKASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) YANG BERPERAN DALAM MSDI

Instansi utama (MSDI Lead) adalah instansi yang

memiliki wewenang / tanggung jawab untuk memimpin /
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mengkoordinasikan instansi lain dalam proses pengembangan
dan implementasi roadmap MSDI. Co-lead atau lembaga
koordinator utama akan diperlukan untuk mendukung lembaga
utama di berbagai dimensi termasuk aspek teknis seperti
komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebutkan
instansi / OPD yang dapat berperan sesuai dengan posisi di

bawah ini:

1. Instansi utama (MSDI Lead)

2. Co-lead atau lembaga koordinator

3. Instansi Pendukung (Supporting Agencies)

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46
Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Pontianak. Penyelenggara

Satu Data Kota Pontianak dilaksanakan oleh:

pembina data;
walidata;

walidata pendukung;
produsen data;

forum satu data Kota Pontianak; dan

A A o

sekretariat satu data Kota Pontianak.

Pembina Data Kota Pontianak terdiri dari: pembina data
statistik dan pembina data geospasial. Pembina Data Statistik
Kota Pontianak yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah. Pembina data
Geospasial Kota Pontianak vyaitu Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah vyang diberikan penugasan sebagai
pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan
Informasi Geospasial Nasional. Gambar IV.1 merupakan

pembagian OPD yang berperan di MSDI Kota Pontianak.
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BAPPEDA Dinas Sekretariat
Kota Pontianak Komunikasi dan Daerah Kota
Informtika Kota Pontianak

Pontianak

Sekretariat

Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota
Pontianak

Inspektorat
Kota Pontianak

Badan
Keuangan Daerah
Kota Pontianak

Badan
Kepegawaian dan

Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kota Pontianak

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah Kota
Pontianak

Satuan Polisi
Pamong Praja Kota

Gambar 1V.1 OPD yang Berperan di MSDI Kota Pontianak

IV.4.1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota

Pontianak sebagai Instansi Utama

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46
Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Pontianak. Pembina data
Geospasial Kota Pontianak yaitu Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah vyang diberikan penugasan sebagai
pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan
Informasi Geospasial Nasional. Pada penyusunan rencana induk

informasi geospasial Kota Pontianak yang menjadi instansi
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utama (MSDI Lead) adalah BAPPEDA Kota Pontianak. Terdapat 4
(empat) aspek yang di identifikasi kesiapan penyelenggaraan

informasi geospasial yang dapat dijelaskan di bawah ini:

IV.4.1.1 Aspek Kebijakan / Peraturan dan Pengaturan
Kelembagaan

Kebijakan merupakan hal yang menentukan arah
perkembangan pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial
(IIG) Daerah. Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang
diambil. Implementasi IG membutuhkan dukungan kelembagaan
yang solid, mampu membangun kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal, serta memiliki kepemimpinan yang kuat
dan visoner. Aspek kelembagaan mengeksplorasi kesiapan
elemen-elemen tersebut dalam mendukung pembangunan JIGD.
Formulir bagian ini ingin melihat pola kebijakan, peraturan dan

kelembagaan yang terkait pembangunan JIGD.

Permasalahan yang dihadapi kota Pontianak saat ini terkait
dengan aspek regulasi, kebijakan, dan kelembagaan adalah
belum tersedia roadmap yang memberi arahan rencana
aksi dan target secara komprehensif terkait rencana JIGD.
BAPPEDA sudah bekerjasama dengan lembaga/instansi lain di
lingkungan pemerintah Kota Pontianak, yaitu: BIG, PSPIG, dan
LAPAN. Bentuk kemitraan dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut:

Tabel 1V.6 Lembaga yang Bekerjasama dengan BAPPEDA

N Nama Deskripsi Singkat tentang
0. .
Lembaga Kemitraan
BIG MOU
PSPIG MOU dengan UNTAN
LAPAN Koordinasi dan permintaan data
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IV.4.1.2 Aspek Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) berupa staf yang kompeten
merupakan syarat utama Jaringan Informasi Geospasial Daerah
(JIGD) dapat dibangun, berkembang dan berkelanjutan. Aspek
SDM mencermati kesiapan, ketersediaan dan pembinaan staf
yang terlibat dalam JIGD. Fungsi utama instansi BAPPEDA, yaitu:
menyusun perencanaan pembangunan kota dan
mengkoordinasikan perencanaan OPD. Jumlah personel di
BAPPEDA 37 (tiga puluh tujuh) orang. Personil yang
menggunakan data dan perangkat lunak GIS di BAPPEDA dapat
dilihat pada gambar 4.2. Tingkat keterampilan dan pengalaman
GIS yang dimiliki oleh personil BAPPEDA secara umum berada

pada tingkat menengah dapat dilihat pada gambar 4.3.

B Jumlah

administrator TI yang dimiliki departemen Anda ||| N [N 1

personil yang memiliki latar belakang pendidikan
formal ICT/ Ilmu Komputer

personel yang memiliki latar belakang pendidikan I

Perencanaan Kota

personel yang memiliki latar belakang pendidikan I

formal Geografi/ Surveying/ GIS/ Kartografi

0

Spesialis data/GIS permanen yang Anda miliki di

departemen Anda i

Personil yang mampu mengoperasikan dan
memelihara server geospasial di instansi Anda

Personil yang menggunakan data dan perangkat I

lunak GIS dalam pekerjaan sehari-hari

0

Gambar 1V.2 Personil yang Menggunakan Data dan Perangkat
Lunak GIS di BAPPEDA
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2.5

1i5

0.5

0 0

SIG Dasar SIG Menengah SIG Lanjutan

M Jumlah

Gambar 1V.3 Tingkat Keterampilan dan Pengalaman GIS yang
dimiliki oleh BAPPEDA

IV.4.1.3 Aspek Standar, Data dan Informasi Geospasial

Terdapat beberapa hal yang penting dalam aspek data
geospasial, di antaranya adalah: ketersediaan, keterlihatan /
visibilitas, dan aksesibilitas. Data dan informasi geospasial yang
digunakan perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada
supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami

hambatan teknis.

Tantangan terkait akses data / informasi pada BAPPEDA,
terkait geoportal dan ketersediaan webgis sebagai pintu untuk
akses. Pada BAPPEDA juga belum ada daftar Kumpulan Data
Dasar / Fundamental Dataset (FDS) yang teridentifikasi di Kota
Pontianak. Metadata dan skema metadaya juga perlu
disesuaikan dengan arahan Badan Informasi Geospasial ( BIG)
ISO 19115.
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IV.4.1.4 Aspek Teknologi
Teknologi dibutuhkan untuk penyelenggaraan Informasi
Geospasial (IG) Teknologi yang digunakan perlu mengikuti
standar nasional yang sudah ada supaya kegiatan berbagi pakai
data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Formulir
bagian ini mengeksplorasi kesiapan teknologi dan standar dalam

pembangunan jaringan informasi geospasial.

Pada aspek teknologi di BAPPEDA sudah terdapat software
dan hardware yang mendukung penyelenggaraan informasi
geospasial di Kota Pontianak. Pada BAPPEDA Kota Pontianak
sudah tersedia perangkat lunak SIG sumber terbuka (open
source) dan/atau komersial (proprietary) untuk pengumpulan,
penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial.
Hardware pendukung seperti peralatan fotogrametri berupa
Drone juga sudah tersedia. BAPPEDA Kota Pontianak juga sudah
memiliki website resmi institusi yang beroperasi dengan baik,
dengan isi yang diperbaharui secara rutin, vyaitu:

https://bappeda.pontianak.go.id/.

IV.4.2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai
Walidata

Walidata merupakan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang
komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46 Tahun
2021 Tentang Satu Data Kota Pontianak sebagai walidata.

Walidata mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
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b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh walidata
pendukung dan/atau produsen data sesuai dengan prinsip
Satu Data Indonesia;

c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh
Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan
daftar Data;

d. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data
Indonesia dan Portal Satu Data Kota Pontianak; dan

e. membantu pembina data dalam membina produsen data.
Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai co-lead

atau lembaga koordinator pada penyelenggaraan informasi

geospasial. Oleh karena itu, perlu di identifikasi 4 (empat) aspek
penyelenggaraan informasi geospasial, yaitu: aspek
kebijakan/peraturan; aspek sumber daya manusia; aspek
standar, data, informasi geospasial; serta aspek teknologi yang

dapat dijelaskan di bawah ini:

IV.4.2.1 Aspek Kebijakan / Peraturan dan Pengaturan
Kelembagaan

Pada aspek kebijakan/peraturan pengaturan kelembagaan
Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kebijakan data
terbuka yaitu Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46 Tahun
2021 tentang Satu Data Kota Pontianak. Dinas Komunikasi dan
Informatika memproduksi atau mengelola data sensitif, yaitu:
Portal Satu Data Kota Pontianak memiliki data yang bisa di buka

secara bebas dan data yang tidak dapat diakses secara bebas.

Pada aspek kebijakan/peraturan dan pengaturan
kelembagaan penyelenggaraan informasi geospasial terdapat

beberapa hal yang peru di perhatikan vyaitu: penyediaan
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pedoman Sistem Informasi Geospasial, rencana strategis atau

roadmap untuk pengelolaan informasi geospasial.

IV.4.2.2 Aspek Sumber Daya Manusia
Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah personil
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebanyak 52
(lima puluh dua) orang. Banyak personil yang menggunakan
data dan perangkat lunak GIS dalam pekerjaan sehari-hari di
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat

pada gambar IV.4.

administrator TI yang dimiliki departemen Ando |EEE—|S
personil yang memiliki latar belakang pendidikan formal ICT/ Ilmu Komputer |

personel yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Geodesi/Perencanaan Kota [ R

personel yang memiliki latar belakang pendidikan formal Geografi/ Surveying/ GIS,
Kartografi

Spesialis data/GIS permanen yang Anda miliki di departemen Anda
Personil yang mampu mengoperasikan dan memelihara server geospasial di instansi Anda | I ——
Personil yang menggunakan data dan perangkat lunak GIS dalam pekerjaan sehari-hari [

0 1 2 5 -

Personil yan Personil yan Spesialis dat personel yan personel yan personil yan administrato
g mengguna g mampu m a/GIS perma g memiliki | g memiliki I g memiliki 1 r TI yang di
kan data dan engoperasik nen yang An atar belakan atar belakan atar belakan miliki depar
perangkat lu an dan mem | da miliki di g pendidika g pendidika g pendidika temen Anda
nak GIS dal elihara serve departemen n formal Ge n Teknik Ge n formal IC
am pekerjaa r geospasial ~ Anda  ografi/ Surv odesi/Perenc T/ Ilmu Ko

n sehari-hari di instansi A eying/ GIS/ anaan Kota  mputer
nda Kartografi
HJumlah 3 4 0 0 1 10 11

Gambar 1V.4 Personil yang Menggunakan Data dan Perangkat
Lunak GIS di DISKOMINFO

IV.4.2.3 Aspek Standar, Data, dan Informasi Geospasial

Pada aspek standar, data dan informasi geospasial Dinas
Komunikasi dan Informatika memproduksi atau memelihara
data geospasial berupa data lokasi Instansi Pemerintah Kota
Pontianak. Data yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika berupa data sektoral. Data
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dibagikan/dipublikasikan/diakses oleh lembaga eksternal melalui
aplikasi satu data Kota Pontianak dan aplikasi PPID Kota

Pontianak.

Walaupun sudah terdapat Metadata yang disimpan di Server
aplikasi satu data Kota Pontianak. Belum ada praktik standar
untuk mengumpulkan dan menyimpan metadata tentang data
GIS yang digunakan/diproduksi oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika.

IV.4.2.4 Aspek Teknologi
Pada aspek teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika
sudah memiliki website resmi institusi yang beroperasi dengan
baik, dengan isi yang diperbaharui secara rutin, vyaitu:
www.diskominfo.pontianakkota.go.id. Dinas Komunikasi dan
Informatika belum memiliki peralatan pengumpulan data

geospasial.

Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki software
dan hardware yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan
informasi geospasial. Pada aspek teknologi untuk
penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial,
Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki kapasitas
penyimpanan yang cukup di server dan berbasis lokal.
Pemeliharaan pada server dilakukan IT Internal. Permasalahan
terkait server adalah belum ada pengaturan infrastruktur server
instansi. Network/jaringan yang tersedia pada Dinas Komunikasi
dan Informatika menyediakan bandwidth yang disediakan
Astinet 200 Mbps dan Biznet 300 Mbps.
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IV.4.3. Instansi Lainnya

Instansi lain yang dimaksud pada pengelolaan jaringan
informasi geospasial Kota Pontianak adalah seluruh organisasi
perangkat daerah yang ada di Kota Pontianak. Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada instansi
lainnya juga di identifikasi terkat 4 (empat) aspek yang

mendukung dalam penyelenggaraan informasi geospasial, yaitu:

IV.4.3.1 Aspek Kebijakan / Peraturan dan Pengaturan
Kelembagaan
Berikut ini adalah hasil identifikasi aspek kebijakan/peraturan

dan pengaturan kelembagaan pada instansi lainnya:

a. Izin penggunaan tertentu terhadap data dan peta
Berikut merupakan rekapitulasi instansi lainnya terkait
izin penggunaan tertentu terhadap data dan peta yang

dihasilkannya:

\

Gambar IV.5 Izin Penggunaan Data dan Peta
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Berdasarkan informasi yang disajikan melalui tabel
IV.7 dan diagram IV.5 dapat dilihat bahwa terdapat 8

instansi atau sebesar 64% yang menerapkan peraturan

tertentu terhadap penggunaan data dan peta yang

Penerapan Izin

No | Nama Instansi Penggunaan Keterangan
Ya Tidak

1 Sekretariat DPRD v SOP

2 Pemerintah v
Kecamatan
Pontianak Timur

3 Dinas Tenaga v Digunakan untuk
Kerja meminta data

4 BKPSDM N Menunjukan surat

permohonan data

5 Dinas Sosial v

6 Dinas v Penggunaan dan
Kependudukan pemanfaatan data
dan Pencatatan kependudukan
Sipil

7 Satpol PP v

8 Dinas v Data yang dikeluarkan
perpustakaan oleh dinas harus seizin
dan kearsipan pimpinan

9 Dinas pangan v SOP PPID
pertanian dan
perikanan

10 | Dinas koperasi, v Permintaan data harus
usaha mikro dan ada surat tertulis
perdagangan

11 | Dinas perumahan v SOP
rakyat dan
kawasan
permukiman

Tabel 1V.7 Rekapitulasi izin penggunaan tertentu terhadap data

dan peta

Sumber: Identifikasi Kuisioner, 2022

dihasilkannya. Sementara hanya 36% dari total instansi

yang tidak

memiliki

ketentuan

khusus terhadap
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penggunaan data dan petanya. Hal ini dapat menjadi
rekomendasi untuk instansi lainnya yang belum
menerapkan ketentuan khusus agar dapat
mempertimbangkan apakah diperlukan adanya SOP yang
mengatur penggunaan data dan peta mengingat hamper

sebagian besar instansi sudah menerapkan izin tertentu.

Ketersediaan Kebijakan Data Terbuka
Berikut merupakan rekapitulasi instansi lainnya

terkait ketersediaan kebijakan data terbuka:

Tabel 1V.8 Rekapitulasi Ketersediaan Kebijakan Data Terbuka

Kebijakan
. Data
No Nama Instansi Terbuka Keterangan
Ya |Tidak

1 Sekretariat DPRD v -

2 Pemerintah Data Jalan Lingkungan, Data
Kecamatan v ASN Non ASN, SKM, Renja,
Pontianak Timur Renstra

3 Dinas Tenaga Kerja | Vv Data dapat diberikan jika ada

permintaan dengan surat

4 BKPSDM v -

Dinas Sosial v -

6 Dinas v Data kependudukan Kota
Kependudukan dan Pontianak vyang tersaji pada
Pencatatan Sipil website dengan periode 6 bulan

7 Data vyang sifathya umum
Satpol PP v seperti data vyang termuat

didalam renstra dan renja

8 Dinas v Perpustakaan dan kearsipan
perpustakaan dan
kearsipan

9 Dinas pangan v Data yang diminta dan di
pertanian dan publish oleh BPS Kota Pontianak
perikanan dan website dinas

10 Dinas koperasi, v Untuk data yang resiko rendah
usaha mikro dan
perdagangan
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Kebijakan
Data
No Nama Instansi Terbuka Keterangan
Ya |Tidak
11 Dinas perumahan v -
rakyat dan
kawasan

permukiman

Sumber: Identifikasi Kuisioner, 2022

Adapun grafik

pengaturan kelembagaan, sebagai berikut:

Gambar 1V.6 Kebijakan Data Terbuka

aspek kebijakan/peraturan dan

Berdasarkan informasi yang disajikan melalui tabel

dan diagram menunjukan bahwa sejumlah 10 dari 11

instansi  memiliki

kebijakan

data

terbuka

dengan

persentase sebesar 73% OPD. Sementara hanya 1 instansi

yang belum memiliki kebijakan terbuka dengan persentase

sebesar 27%.

Batasan Hukum untuk Berbagi Data

Berikut merupakan

rekapitulasi

pendataan OPD

terkait adanya batasan hukum vyang terapkan dalam

berbagi data:
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Tabel 1V.9 Rekapitulasi Batasan Hukum Berbagi Data

Batasan
Hukum
Berbagi Data

Ya Tidak

1 Sekretariat v -
DPRD

2 Pemerintah v -
Kecamatan
Pontianak
Timur

No | Nama Instansi Keterangan

3 Dinas Tenaga v -
Kerja

BKPSDM

Data hukuman disiplin

Dinas Sosial

Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Permendagri Nomor 102
Tahun 2019

Satpol PP

Data yang terkait dengan
pelanggar perda/perdata
(Razia dll)

Dinas
perpustakaan
dan kearsipan

Dinas pangan
pertanian dan
perikanan

Data yang berkaitan dengan
akuntabilitas anggaran dan
kinerja dinas

10

Dinas koperasi,
usaha mikro
dan
perdagangan

11

Dinas
perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman

Sumber: Identifikasi Kuisioner, 2022

Berdasarkan informasi yang disajikan menunjukan
bahwa dari 11 OPD yang terdata, terdapat 7 OPD yang

menerapkan batasan hukum terhadap data-data tertentu
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yang cukup penting dan hanya dapat diketahui oleh OPD
tersebut. Sementara 4 OPD lainnya tidak memiliki batasan
hukum tertentu, dengan kata lain data tersebut dapat
diberikan dan tidak bersifat rahasia. Dalam pembangunan
data, data vyang bersifat penting haruslah dijaga
kerahasiaannya, perlu dipertimbangkan oleh OPD terkait
agar dapat melakukan pengamanan data dengan
maksimal serta penetapan hukum dengan jelas agar tidak
terjadi pelanggaran yang dapat merugikan instansi

tersebut.

Produksi dan Kelola Data Sensitif
Berikut merupakan rekapitulasi pendataan OPD
terkait adanya instansi yang memproduksi dan mengelola

data sensitif:

Tabel 1V.10 Rekapitulasi Instansi yang Memproduksi dan

Mengelola Data Sensitif

Batasan
Hukum
No Nama Instansi Berbagi Keterangan
Data
Ya |Tidak
1 Sekretariat DPRD v -
2 Pemerintah Kecamatan v Data Bantuan Bansos
Pontianak Timur
Dinas Tenaga Kerja v -
4 Data Pelantikkan Pejabat,
BKPSDM v Asesmen, Hukuman
Disiplin
5 Dinas Sosial v Data DTKS
6 Dinas Kependudukan v Data Kependudukan by
dan Pencatatan Sipil name by address
7 Data identitas yang
Satpol PP v terkait dengan pelanggar
perda/perdata
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Batasan
Hukum
No Nama Instansi Berbagi Keterangan
Data
Ya |Tidak
8 Dinas perpustakaan dan v -
kearsipan
9 Dinas pangan pertanian v Data vyang berkaitan
dan perikanan dengan akuntabilitas
anggaran dan kinerja
dinas
10 |Dinas koperasi, usaha v Data terkait pendapatan
mikro dan perdagangan
11 |Dinas perumahan v -
rakyat dan kawasan
permukiman

Sumber: Identifikasi Kuisioner, 2022

e. Kebijakan Untuk Interoperabilitas Dan Penerapan

Standar

Berikut merupakan rekapitulasi pendataan OPD

terkait kebijakan untuk memastikan interoperabilitas dan

penerapan standar:

Tabel 1V.11 Rekapitulasi Kebijakan Interoperabilitas dan
Penerapan Standar

Batasan
Hukum
No Nama Instansi Berbagi Data Keterangan
Ya Tidak
1 Sekretariat DPRD v -
2 Pemerintah Kecamatan v -
Pontianak Timur
3 Dinas Tenaga Kerja v Standar untuk menetapkan
upah minimum tenaga kerja
4 BKPSDM v Data/Jumlah Pegawai/ASN
Dinas Sosial v -
6 Dinas Kependudukan v Data NIK yang digunakan
dan Pencatatan Sipil untuk pelayanan publik
seperti BPJS dan NPWP
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7 Satpol PP Melalui aplikasi / website
satu data
8 Dinas perpustakaan v -
dan kearsipan
9 Dinas pangan -
pertanian dan
perikanan
10 |Dinas koperasi, usaha Pemberian data disesuaikan
mikro dan dengan format yang ada
perdagangan
11 |Dinas perumahan v -
rakyat dan kawasan
permukiman

Sumber: Identifikasi Kuisioner, 2022

Adapun grafik

aspek kebijakan/peraturan dan

pengaturan kelembagaan, sebagai berikut:

Gambar 1V.7 Kebijakan Interoperabilitas dan Penerapan Standar

Berdasarkan informasi yang disajikan melalui tabel

dan diagram menunjukan bahwa dari 11 OPD yang terdata

4

terdapat 6 OPD dengan persentase 67% memiliki

kebijakan  untuk

memastikan interoperabilitas dan

penerapan standar sementara hanya 5 OPD dengan

persentase 33%

tersebut.

saja yang belum memiliki kebijakan

84




Kelompok Pengguna

Berikut merupakan

terkait kebijakan

klasifikasi

rekapitulasi
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f. Kebijakan Klasifikasi Akses Data Berdasarkan

pendataan OPD

akses data berdasarkan

kelompok pengguna pada tiap instansi:

Tabel 1V.13 Rekapitulasi Kebijakan Klasifikasi Akses Data
Berdasarkan Kelompok Pengguna

Batasan
Hukum
No Nama Instansi Berbagi Keterangan
Data
Ya |Tidak
1 Sekretariat DPRD v -
2 Pemerintah v -
Kecamatan Pontianak
Timur
Dinas Tenaga Kerja v
4 BKPSDM y Data_hukuman disiplin/Data
Kenaikan Pangkat
5 . . v Akses Data DTKS oleh
Dinas Sosial .
Supervisor dan Operator
6 Dinas Kependudukan | v Pemanfaatan data
dan Pencatatan Sipil menyesuaikan dengan
perjanjian kerja sama
7 Misal aplikasi data
Satpol PP y perencanaan hanya dapat
diakses oleh operator yang
ditunjung
8 Dinas perpustakaan v -
dan kearsipan
9 Dinas pangan v -
pertanian dan
perikanan
10 |Dinas koperasi, | Vv Untuk BPK atau pengadilan
usaha mikro dan
perdagangan
11 | Dinas perumahan v -
rakyat dan kawasan
permukiman

Sumber: Identifikasi Kuisioner, 2022
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Adapun grafik aspek kebijakan/peraturan dan
pengaturan kelembagaan, sebagai berikut:

\

Gambar 1V.8 Kebijakan Akses Data Berdasarkan Pengguna

Berdasarkan informasi yang disajikan melalui tabel
dan diagram menunjukan bahwa dari 11 OPD yang terdata,
terdapat 5 OPD yang memiliki kebijakan akses data yang
berbeda berdasarkan kelompok pengguna. Adapun
terdapat 6 instansi yang belum memiliki regulasi tersebut.
Sebagian besar kebijakan tersebut mengacu kepada akses
data yang mana hanya dapat digunakan oleh operator
yang ditunjuk atau berkepentingan. Selain itu, maka tidak

dapat mengakses data tersebut.

g. Kekuatan, Kelemahan, Dan Tantangan Dalam
Mencapai Kolaborasi Antar Lembaga Dalam
Penggunaan Data SIG

Adapun kekuatan, kelemahan, dan tantangan dalam
mencapai kolaborasi antar lembaga dalam penggunaan
data SIG merupakan hal yang dirasakan oleh tiap-tiap

OPD dan memiliki poin-poin yang berbeda.
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Tabel 1V.13 Kekuatan, Kelemahan, dan Tantangan OPD dalam
penggunaan data SIG

Nama . Kekuatan Kelemahan Tantangan
Instansi
Sekretariat - Kurangnya Mengidentifikasi
DPRD pengarahan dan | data geospasial
sarana beserta | terkait
prasarana
Pemerintah - Minimnya Upaya memperoleh
Kecamatan pengetahuan akses informasi
Pontianak _tentang _data atau | atau peng_umpulan_
Timur mform_aS| yang dgta dan informasi
tersedia di lapangan
Dinas Tenaga | Memiliki Kurangnya SDM | Mengumpulkan
Kerja koordinasi yang mengelola | data/bahan tepat
yang baik | data, keterbatasan | waktu
antar lembaga | pengetahuan akan
data.
- Kurangnya Meningkatkan
BKPSDM memanfaatkan program dan
data dengan | kompetensi
optimal
- Kurangnya -
pengetahuan
. . tentang databse
Dinas Sosial serta keterbatasan
sarana prasarana
pendukung
Dinas Kurangnya tenaga | Penerapan SIAK
Kependudukan _ | ahli teknologi | terpuasat.
dan Pencatatan informasi
Sipil
Banyak data | Kurangnya SDM | Perlu diberi
yang bisa | yang memiliki | bimbingan  berupa
S dihimpun kemampuan untuk | pelatihan khusus
atpol PP . . . .
terkait dengan | menghimpun dan | dan lain sebagainya
penegakan mengolah data
perda/perkada
Dinas Dapat Kecenderungan Penyelenggaraan
perpustakaan diketahui data | data dapat | tata kelola data
dan kearsipan yang kurang | dicontoh
atau belum
ada dalam
upaya
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menciptakan

data yang
valid
Dinas pangan | Data banyak SDM tidak ada -
pertanian dan
perikanan
Dinas koperasi, | Ada hak akses | Kurangnya SDM |Data yang sangat
usaha mikro | data kompeten yang | banyak
dan mengelola data
perdagangan
Dinas Adanya Kurangnya tenaga |Perlu berkomitmen
perumahan keinginan kuat | ahli khusus yang | untuk mewujudkan
rakyat dan | untuk mampu data secara
kawasan mewujudkan mengoperasikan geospasial
permukiman data secara | GIS
geospasial
Sumber: Identifikasi Kuisioner, 2022
IV.4.3.2 Aspek Sumber Daya Manusia
Berikut merupakan rekapitulasi ketersediaan jumlah
personel yang tepat dengen keterampilan sesuai untuk

mengelola data lembaga:

Tabel 1V.14 Data OPD yang Memiliki Personil dengan
Keterampilan yang Sesuai Untuk Mengolah Data Lembaga

Satpol PP

No Nama Instansi Keterangan
1 Pemerintah Tenaga IT Kecamatan Pontianak TImur dengan
Kecamatan pengalaman Survei Batas Wilayah Kelurahan
Pontianak Timur dan Kecamatan . Keterampilan berupa Survei
Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
2 BKPSDM Staff IT berpengalaman 1 tahun dengan
keterampilan pengumpulan data dan
manajemen SDM.
3 Dinas Personel dengan lokus Analis Kebijakan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 Penyusun kebutuhan barang/inventaris -

Pengalaman mengelola website OPD dan
mengelola operator portal website satu data -
komputer informatika (S,Kom)
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Nama Instansi Keterangan
Dinas koperasi, | Pengelola data masing-masing bidang
usaha mikro dan
perdagangan

Dinas perumahan | Bidang pertanahan dan perumahan
rakyat dan kawasan | menggambar dan mengukur di AUTOCAD
permukiman (Keterampilan AUTO CAD)

Sumber: Identifikasi Kuisioner, 2022

Adapun grafik aspek kesesuaian personil tiap OPD,

sebagai berikut:

Tidak
- 50%

Gambar IV.9 Sebaran OPD

Berdasarkan informasi yang disajikan melalui tabel
dan diagram menunjukan bahwa dari 11 OPD yang terdata,
terdapat 6 OPD dengan personil dengan keterampilan
yang sesuai untuk mengolah data lembaga.

Adapun kekuatan, kelemahan, tantangan utama dalam
SDM untuk mencapai penyelengaraan SIG merupakan hal
yang dirasakan oleh tiap-tiap OPD dan memiliki poin-poin
yang berbeda berdasarkan kapasitas masing-masing SDM
dan kebutuhan OPD akan geospasial. Hal ini tentunya
dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan aspek

SDM terhadap geospasial sesuai kebutuhan tiap-tiap OPD.
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Tabel IV.15 Kekuatan, Kelemahan, dan Tantangan OPD dalam
penggunaan data SIG

Nama Instansi Kekuatan Kelemahan Tantangan
Sekretariat DPRD - Tidak ada staff ahli | Identifikasi data GIS
GIS dan sarana | yang berkaitan
beserta prasarana | dengan tugas fungsi
pendukung Sekretariat DPRD
Banyaknya tenaga | Tenaga IT baik di | Peningkatan dan
IT baik di | Kecamatan dan | pengembangan
Kecamatan maupun | Kelurahan belum | sumber daya
Pemerintah di Kelurahan yang | ada yang menerima | manusia khususnya
mampu dalam | pelatihan tentang | bagi tenaga IT baik
Kecamatan . )
) . mengelola data data | bagaimana di Kecamatan
Pontianak Timur ;
penting. mengelola dan | maupun Kelurahan
bagaimana standar | di bidang

penyelenggaraan
informasi geospasial

penyelenggaraan
informasi geospasial

Dinas Tenaga | Memiliki staff yang | Kurangnya SDM | Mendapatkan SDM
Kerja bisa dengan latar | yang memadai

mengoperasikan IT | belakang IT dalam IT

melalui otodidak

Ketersediaan sarana | Mutasi tenaga | Mutasi pegawai
BKPSDM IT sudah  cukup | operator

memadai

Hardware lembaga | SDM di bidang GIS | Kurangnya anggaran

memenuhi belum ada
Dinas Sosial kualifikasi dan

mampu

mengoperasikan GIS
Dinas Data penduduk | Banyaknya beban | Seringkali terjadi
Kependudukan dan | sudah tersedia di | tugas pokok yang | mutasi staff
Pencatatan Sipil SIAK besar dan tumpang

tindih

Sumber: Identifikasi Kuisioner, 2022

IV.4.3.3 Aspek Standar, Data, dan Informasi Geospasial

Gambaran umum hasil kuesioner instansi lainnya terdiri

dari beberapa

dilakukan secara menyeluruh atau gabunga dari
terkait.

lembaga.

masing-maing responden pada

aspek standar,

rangkuman hasil

Diantaranya:

data, dan

instansi
informasi

kuesioner mengenai

geospasial,

Adapun pembahasan tiap aspek

jawaban
Berdasarkan

diperoleh

sub-item tiap aspek.
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A. Instansi yang menggunakan data citra

Sebagian besar instansi lainnya menggunakan data citra.
Adapun penggunaan data citra umumnya digunakan sebagai
dokumen foto (BKPSDM), dokuementasi pemadam
kebarakaran (Satpol PP), data rumah baca (Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan), data kelompok tani untuk
aplikasi (Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan), dan titik
lokasi rusun (Dinas Permuahan Rakyat dan Permukiman).
Sementara itu, instansi lainnya belum menggunakan

kebutuhan citra satelit dalam tugas pokok fungsi lembaganya

Tidak
45% Ya
55%

Gambar IV.10 Rekapitulasi Penggunaan Data Citra
Sumber: Hasil Analisis, 2022

B. Produksi dan pemeliharaan data geospasial

Mayoritas hasil rekapitulasi instansi dalam pemeliharaan
data geospasial adalah ‘Tidak’ dengan jumlah persentase
sebesar 80%. Beberapa instansi yang melakukan
pemeliharaan data geospasial adalah Dinas Pangan, Pertanian,
dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan
Perdagangan. Adapun djenis data yang diproduksi dan
dipelihara terdiri dari menitik kelompok tani dan perikanan

beserta data usaha mikro, data koperasi, dan data pasar.
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Ya
20%

Q Tidak
t 80%

Gambar 1V.11 Produksi dan Pemeliharaan Geospasial

C. Produksi data GIS milik instansi lain beserta jenisnya
Mayoritas hasil rekapitulasi instansi dalam produksi data
geospasial adalah ‘Tidak’ dengan jumlah persentase sebesar
64%. Beberapa instansi yang melakukan produksi data GIS
terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas
Panga, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
dan Perdagangan, beserta Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman. Adapun beberapa data GIS vyang
diproduksi oleh masing-masing instansi terdiri dari data
penduduk per-kelurahan/wilayah administrasi, data kelompok
untuk aplikasi kementan, data usaha mikro, dan delineasi

kawasan kumuh.

Ya

36%
Tidak

l 64% ] ’

Gambar IV.12 Produksi Data Sistem Informasi Geospasial
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D. Penggunaan data GIS milik instansi lain beserta

jenisnya

Mayoritas hasil rekapitulasi instansi dalam penggunaan data
GIS milik instansi lain adalah ‘Tidak’ dengan jumlah persentase
sebesar 64%. Beberapa instansi yang menggunakan data GIS
milik instansi lain terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan
Perdagangan, beserta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman. Adapun data GIS yang digunakan terdiri dari
aplikasi absensi Satpol PP yang dikelola oleh Kominfo, data
sekolah, data pelaku usaha, dan dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah.

Ya
36%
Tidak

N ,/

Gambar 1V.13 Penggunaan data GIS milik Instansi lain

E. Ketersediaan praktik standar pengumpulan dan
penyimpanan data GIS
Mayoritas hasil rekapitulasi instansi dalam praktik standar
pengumpulan dan penyimpanan data GIS milik instansi lain
adalah ‘Tidak’ dengan jumlah persentase sebesar 88%. Adapun
instansi yang sudah melakukan pengumpulan dan penyimpanan
data GIS hanya BKPSDM.
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Ya
12%

X Tidak
88%

Gambar 1V.14 Ketersediaan Praktik Standar Pengumpulan Data

F. Format data umum yang digunakan

Sebagian besar instansi terkait menggunakan format data
beruoa Ms. Word (.docx) dan Ms. Excel (xls). Terdapat beberapa
instansi juga yang menggunakan format .pdf, .csv, dan .shp
dalam melakukan tugas beserta fungsi lembaga. Berikut

datanya:

Tabel IV.16 Format Data yang Digunakan Instansi Lainnya

Nama Instansi Format Data yang
Digunakan
Sekretariat DPRD Kota Pontianak Docx
Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur Csv dan shp
Dinas Tenaga Kerja Xls dan docx
BKPSDM Kota Pontianak Xls
Dinas Sosial Kota Pontianak Xls, pptx, dan docx

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xls dan pdf
Pontianak

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Xls
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Xls
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Xls dan pdf
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Nama Instansi

Format Data yang
Digunakan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Xls

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Docx, xlIs, dwg, pdf, jpg,
dan png

G. Mekanisme dan media penyimpanan data lembaga

Sebagian besar instansi terkait menggunakan hard drive

sebagai media penyimpanan data lembaga. Adapun rinciannya

sebagai berikut:

Tabel 1V.17 Mekanisme dan Media Penyimpanan Data

Nama Instansi

Media yang Digunakan

Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Hard Drive

Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur

Cloud (Google Drive)

Dinas Tenaga Kerja

Cloud (Google Drive)

BKPSDM Kota Pontianak

Server, Data Base

Dinas Sosial Kota Pontianak

Hard Drive Eksternal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pontianak

PC dan Flashdisk

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Hard Drive Eksternal

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Hard Drive Eksternal dan
Internal

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Kertas dan Hard Drive
Eksternal

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Kertas, Drive, Hard drive
external

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Hard drive, kertas

H. Penyimpanan database atau file

Berikut rekapitulasi mekanisme instansi dalam melakukan

penyimpanan database/file kelembagaan. Diantaranya
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Tabel 1V.18 Penyimpanan Database atau File

Nama Instansi

Penyimpanan Data
Base/File

Sekretariat DPRD Kota Pontianak

File Terpisah

Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur

File Terpisah (xIs dan
shp)

Dinas Tenaga Kerja

File Terpisah

BKPSDM Kota Pontianak

File Terpisah (xls)

Dinas Sosial Kota Pontianak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pontianak

File Terpisah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

File Terpisah (xls)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

My SQL

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

File Terpisah (xls)

Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Rakyat

File Terpisah

I. Penyimpanan metadata

Berikut rekapitulasi mekanisme instansi dalam melakukan

penyimpanan metadata kelembagaan. Diantaranya

Tabel IV.19 Penyimpanan Metadata

Nama Instansi Penyimpanan
Metadata
Sekretariat DPRD Kota Pontianak Flashdisk

Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur

Cloud dan HDD

Dinas Tenaga Kerja

Komputer, Flashdisk

BKPSDM Kota Pontianak

Flashdisk, Drive, Server

Dinas Sosial Kota Pontianak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Hard Disk
Pontianak

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Website
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Server

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
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Nama Instansi

Penyimpanan

Metadata

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Komputer

Dinas
Permukiman

Perumahan

Rakyat

dan

Kawasan -

J. Kekuatan,

kelemahan,

penyelengaraan IG

tantangan utama mencapai

Berikut rekapitulasi rincian deskripsi kekuatan, kelemahan,

dan tantangan utama instansi dalam menyelenggarakan IG.

Tabel 1V.20 Kekuatan, Kelemahan, Tantangan Utama Mencapai
Penyelenggaraan IG

Nama Instansi Kekuatan Kelemahan Tantangan
Sekretariat DPRD - Data tidak sesuai Penyediaan data
Kota Pontianak standar yang berbasis lokasi
Pemerintah - Data yang masih  Upaya dalam
Kecamatan Pontianak belum sesuai meningkatkan
Timur standar penyediaan informasi

penyelenggaraan geospasial sesuai
informasi dengan standar yang
geospasial berlaku
Dinas Tenaga Kerja - Mengubah format
) data terintegrasi data
Data t|dak Spasia|
spasial
BKPSDM Kota - Pengelolaan data
Pontianak sesuai standar
Dinas Sosial Kota - Belum terdapat -
Pontianak metadata dan
ahli geospasial
terbatas
Dinas Kependudukan - Data seringkali Tata kelola data
dan Pencatatan Sipil tidak sesuai sesuai standar dan
Kota Pontianak standar tepat waktu
Satuan Polisi Pamong Variasi data Data masih Diperlukan SDM dan
Praja Kota Pontianak  yang banyak bersifat manual sarana prasarana
(excel), dalam menunjang

penyimpanan
data kurang baik
sehingga rentan
hilang. <sulit
ditemukan>

kebutuhan data
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Nama Instansi Kekuatan Kelemahan Tantangan
Dinas Perpustakaan Sumber Data tidak Perlu pengelolaan
dan Kearsipan informasi yang terupdate data berstandar

sudah
terintegrasi

Dinas Pangan
Pertanian dan
Perikanan

Ketersediaan
data yang
melimpah

Tidak ada SDM
yang bisa
mengelolaa

Dinas Koperasi,

Jumlah data

Sumber daya

Data yang bervariatif

Usaha Mikro, dan yang bisa manusia yang
Perdagangan dilakukan set mengelola data
lokasi sudah geospasial tidak
banyak kompeten
Dinas Perumahan Data yang Belum dapat Perlu komitmen
Rakyat dan Kawasan  dimiliki sudah dikumpulkan khusus untuk
Permukiman banyak dan kedalam satu mengolah data
sudah siap personil/tenaga geospasial
untuk diolah ahli

tingkat lanjut

IvV.4.3.4

Aspek Teknologi

Gambaran umum hasil kuesioner instansi lainnya terdiri

dari

dilakukan secara menyeluruh atau gabunga dari

masing-masing

rekapitulasi

beberapa

rincian

lembaga.

responden

deskripsi

pada instansi

kekuatan,

Adapun pembahasan tiap aspek

jawaban
Berikut

kelemahan,

terkait.

dan

tantangan utama instansi dalam mencapai penyelenggaran SIG

dalam aspek teknologi. Diantaranya:

Tabel 1V.21 Kekuatan, Kelemahan, Tantangan Penyelenggaraan
Informasi Geospasial

Nama Instansi

Sekretariat -

DPRD Kota
Pontianak

Pemerintah -

Kecamatan
Pontianak Timur

Kekuatan

Kelemahan

Belum terdapat SDM
dan peralatan yang
mumpuni

Masih banyak
peralatan yang tidak
tersedia yang
fungsinya sangat
menunjang kegiatan
pengumpulan data

Tantangan

Pengadaan dan
penyediaan alat
alat penunjang
kegiatan
pengumpulan
data geospasial
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Nama Instansi

Dinas Tenaga
Kerja

BKPSDM Kota
Pontianak

Dinas Sosial
Kota Pontianak

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kota
Pontianak

Satuan Polisi
Pamong Praja
Kota Pontianak

Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan

Dinas Pangan
Pertanian dan
Perikanan

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro,
dan
Perdagangan

Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman

Kekuatan

Dapat
mengumpulkan
data geospasial
mengenai
persebaran
tenaga kerja,
perusahaan,
pemetaan
pekerija, dll

Tersedia banyak
data raw yang
dapat diolah

Data di satpol pp
cukup banyak

Dapat
menentukan titik
koordinat dalam
pencarian

Server baru
tersedia di tahun
2022 tetapi
bukan untuk data
geospasial,
hanya untuk
database
pedagang

Memiliki drone

Kelemahan

geospasial di
lapangan

Kurangnya fasilitas
dan SDM untuk
penyelenggaraan SIG

Tidak tersedianya
drone pemetaan

Keterbatasan
pengetahuan tentang
GIS

Keterbatasan fasilitas
hardware dan
software GIS

Data bersifat manual
dan rentan untuk
sulit ditemukan

Kurang terampil
dalam pengoperasian
alat

Tidak ada peralatan
khusus, SDM tidak
ada

Masih membayar
konsultan untuk
menyediakan
database tersebut

Perlu kemampuan
dan personil khusus
dalam pelaksanaan
data geospasial

Tantangan

Memperoleh data
geospasial sesuai
standar dan
tepat waktu

Pendataan dan
SDM

Pemahaman dan
implementasi
GIS

perlunya SDM
serta sarana dan
prasarana

Penyelenggaraan
diklat khusus
bagi staf dalam
pelaksanaan
pengoperasian
perangkat kerja

Data yang sangat
variatif
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BABYV. RENCANA PROGRAM DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

V.1. RENCANA PROGRAM PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL KOTA PONTIANAK

Program-program yang diperoleh dari hasil analisis MSDI,
kemudian dikelompokkan berdasarkan penyelenggaraan IG yang
termuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 Tentang
Informasi Geospasial serta termaktub dengan jelas pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (1G), bahwa
penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan
DG; pengolahan DG dan IG; penyimpanan dan pengamanan DG
dan 1G; penyebarluasan DG dan IG; dan penggunaan IG. Di
samping itu, untuk mendukung penyelenggaraan 1G, UU Nomor

4 Tahun 2011, Pasal 53 menyebutkan bahwa:

1) Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur

IG (11G) untuk memperlancar penyelenggaraan IG.

2) Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan

sumber daya manusia.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, kelembagaan,
teknologi, standar, dan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
(Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi

Geospasial).
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Selanjutnya, dalam PP Nomor 45 Tahun 2021 di atas,

Pasal 15 menyebutkan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan IG mengacu pada Rencana Induk

Penyelenggaraan IG.

2) Rencana Induk Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan paling sedikit:
a) ketersediaan IG yang mutakhir;

b) Kebutuhan pembangunan nasional;

c) kebijakan prioritas nasional; dan

d) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jangka waktu pelaksanaan Rencana Induk Kota Pontianak
adalah 5 (lima) tahun yaitu: 2023 - 2027. Rencana program dan
kegiatan penyelenggaraan IG dapat dilihat pada Tabel V.1
dengan indikator kegiatan pada Tabel V.2.

V.1.1. Pengembangan Infrastruktur Dasar Spasial

Infrastruktur Informasii Geospasial (11G) merupakan
pondasi dari MSDI yang berfungsi sebagai tempat Informasi
Geospasial dapat diatur, dibagikan, dan dimanfaatkan untuk
mengatasi berbagai tantangan pembangunan perkotaan yang

berkelanjutan.

V.1.2. Pengumpulan Data Geospasial

Pengumpulan DG merupakan proses atau cara untuk
mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode
dan instrumen pengumpulan DG. DG sebagaimana dimaksud

terdiri atas: DG Dasar dan DG Tematik.
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V.1.3. Pengolahan Data Geospasial dan Informasi

Geospasial

Pengolahan DG dan IG merupakan proses atau cara
mengolah data dan informasi geospasial. Pengolahan DG dan IG
dilakukan dengan menggunakan perangkat Ilunak yang:
berlisensi; dan/atau bersifat bebas dan terbuka. Pemrosesan DG

harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:

a) sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) atau

sistem proyeksi lain sesuai kebutuhan aplikasi tertentu;

b) sistem koordinat yang merujuk pada sistem referensi

geospasial Indonesia yang berlaku secara nasional;

c) format data geospasial yang dapat dipertukarkan, diolah,
dan digunakan di berbagai sistem perangkat Ilunak

pemrosesan DG;

d) basisdata geospasial yang mengacu pada katalog fitur yang

berlaku secara nasional;

e) metadata geospasial yang mengacu pada SNI 1SO

19115:2012; dan

f) perangkat lunak pemrosesan DG yang berlisensi dan/atau

bersifat bebas dan terbuka.

V.1.4. Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi

Geospasial

Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG merupakan
cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan
tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.

Penyimpanan dan pengamanan dilakukan sesuai dengan standar
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prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk
pengarsipan DG dan IG. Penyimpanan dan pengamanan
dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik

atau cetak.

V.1.5. Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi

Geospasial

Penyebarluasan DG dan IG merupakan Kkegiatan
pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG
yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik

dan media cetak.

V.1.6. Penggunaan Informasi Geospasial

Penggunaan IG merupakan kegiatan untuk memperoleh
manfaat, baik langsung maupun tidak langsung dari hasil-hasil
pengolahan data geospasial dengan teknik-teknik analisis spasial.
Berikut adalah uraian berbagai macam teknologi pengumpulan
data geospasial dengan beberapa macam pemanfaatan atau

penggunaannya (terralogiq.com).

1) Penginderaan Jauh (Remote Sensing)

Merupakan pengumpulan data geospasial berupa Citra dan
data yang dikumpulkan dari kamera dan platform sensor luar
angkasa atau udara. Beberapa penyedia citra satelit komersial
sekarang menawarkan gambar yang menunjukkan detail satu
meter atau lebih kecil, membuat gambar ini sesuai untuk
memantau berbagai kebutuhan kemanusiaan dan lain
sebagainya, misalnya mulai dari memantau pertumbuhan atau
perkembangan suatu wilayah hingga mengamati perubahan-

perubahan yang terjadi di suatu kawasan akibat ulah manusia.
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2) Sistem Informasi Geografis (Geographic Information
Systems = GIS)

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic
Information Systems (GIS) seperangkat alat berupa perangkat
lunak untuk memetakan dan menganalisis data yang di-
georeferensi (ditetapkan lokasi tertentu di permukaan bumi,
atau dikenal sebagai data geospasial). GIS dapat digunakan
untuk mendeteksi pola geografis dalam data lain, seperti
misalnya klaster penyakit akibat racun, akses air yang kurang
optimal, memperhitungkan nilai jual objek pajak (NJOP) suatu

kawasan, dan lain-lain.

3) Global Positioning System (GPS)

GPS pertama kali merupakan jaringan satelit buatan
pemerintah Amerika Serikat yang dapat memberikan lokasi
koordinat yang tepat kepada pengguna sipil dan militer dengan
peralatan penerima yang tepat. Sistem GPS ini terdiri dari tiga
bagian, yakni satelit di angkasa, stasiun pengendali di bumi, dan
receiver alias perangkat penerima sinyal satelit yang berada di
tangan pengguna, seperti misalnya smartphone atau arloji
pintar. Saat ini penggunaan GPS sudah sangat familiar terutama
terkait dengan navigasi, selain penggunaan untuk navigasi,
ketersediaan fitur GPS pada smartphone juga dipergunakan luas
sebagai alat pendataan dan penelusuran lokasi, misalnya
dengan mengintegrasikan fitur GPS dengan aplikasi Kamera dan

media sosial.

4) Internet Mapping Technologies

Teknologi Pemetaan Internet program perangkat lunak
seperti Google Earth dan fitur web seperti Microsoft Virtual Earth

mengubah cara data geospasial dapat dilihat dan dibagikan.
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Perkembangan dalam antarmuka pengguna juga membuat
teknologi tersebut tersedia untuk khalayak yang lebih luas
sedangkan GIS secara tradisional telah disediakan untuk
spesialis, dan merekalah yang menginvestasikan waktu dalam
mempelajari program perangkat lunak yang lebih kompleks. Di
antara perluasan penggunaan GIS dengan teknologi internet
antara lain adalah pembangunan sistem Geoportal dan Webgis

untuk berbagai keperluan praktis dan pemerintahan.

Data geospasial menggabungkan informasi lokasi
(biasanya koordinat di bumi), informasi atribut (karakteristik
objek, peristiwa, atau fenomena yang bersangkutan), dan
seringkali juga informasi temporal (waktu atau rentang
kehidupan di mana lokasi dan atribut tersebut ada). Banyak
data geospasial yang menarik bagi banyak pengguna. Misalnya,
jalan, daerah, badan air, dan fasilitas umum berguna sebagai
informasi referensi untuk beberapa tujuan. Untuk alasan ini,
baik dikumpulkan oleh organisasi publik atau swasta, sejumlah

besar data geospasial tersedia sebagai data terbuka.

Semua data ini berarti dapat diakses secara bebas oleh
pengguna, dan tersedia melalui open standard. Pengembangan
dan penggunaan open standard dalam komunitas geospasial
sangat didukung karena luasnya cakupan penggunaan data
geospasial, dan karena banyaknya lembaga baik global maupun

lokal yang terlibat dalam pengumpulan data tersebut.

Informasi geospasial membantu Anda menjalani hari lebih
dari yang Anda sadari. Aspek data dan geografi mempengaruhi
hidup kita hampir di setiap langkah, membantu menjadi lebih

aman dan lebih produktif.
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YW Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

Tabel V.1 Strategi, Rencana Program dan Kegiatan Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2023-2027

No Strategi Program Kegiatan

1 Pengembangan Infrastruktur Dasar Spasial Kota Pontianak

a. Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak

b. Penyusunan keputusan walikota tentang penetapan kelompok kerja penyelenggaraan IG Kota
Penyusunan dasar hukum dan implementasi Pontianak

penyelenggaraan IG c. Penyusunan pedoman teknis alur komunikasi antar penyelenggara IG Kota Pontianak

d. Penyusunan dan pemberlakuan kebijakan insentif disinsentif pengumpulan, penggunaan dan
pemanfaatan data spasial oleh OPD

Pembentukan dan
pengembangan

1.1 |kelemba-gaan
penyelenggara IG Kota
Pontianak

Pelembagaan struktur organisasi yang berperan
dalam penyelenggaraan |G Kota Pontianak secara
formal

Pembentukan (kelompok kerja) Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (SJIGD) Kota
Pontianak sebagai penyelenggara IG di Pemerintah Kota Pontianak.

Perencanaan jangka pendek untuk alokasi anggaran penyelenggaraan IG tahunan

Perencanaan keuangan penyelenggaraan 1G - - -
Perencanaan strategi keuangan penyelenggaraan IG jangka panjang.

Kerja sama peningkatan keahlian dan keterampilan geospasial

Pengalihdayaan pengetahuan dan basis data dari konsultan eksternal yang memproduksi
dan/atau memanfaatkan data geospasial Kota Pontianak.

Pengaturan kemitraan dan kerja sama
penyelenggaraan IG

oo

Penyediaan dan ) ]
pengembangan SDM  |Peéngembangan Kerangka Kompetensi Geospasial

1.2 |dalam

penyelenggaraan IG | peningkatan kapasitas SDM bidang geospasial
Kota Pontianak

Inventarisasi kondisi dan kapasitas SDM OPD

Pemetaan kebutuhan SDM di OPD berdasarkan kompetensi SKKNI-IG
Peningkatan kapasitas secara umum

Peningkatan kapasitas tematis

Pembentukan standar data dan metadata
Penyesuaian dan pembersihan data
Pengumpulan data pada sektor prioritas | dari OPD produsen data

Perwujudan
pengelolaan dan
1.3 |interoperabilitas data |Implementasi kaidah standar data dan metadata
geospasial Kota
Pontianak

Pengumpulan data pada sektor prioritas Il dari OPD produsen data

olale|olp|ale o

Pengumpulan data pada sektor prioritas Il dari OPD produsen data
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Penyusunan kaidah protokol berbagi pakai data

Penyusunan SOP bagi pakai data.

14

Penyediaan sistem dan
infrastruktur pengelola
data

Pengembangan geoportal Kota Pontianak

Pemutakhiran geoportal Kota Pontianak (http://pontianakkota.ina-sdi.or.id)

Integrasi geoportal dengan portal satu data Kota Pontianak

o|lo|® |

Peningkatan kapasitas server

2. Pengumpulan Data Geospasial
2.1 |Peningkatan a. Penyediaan alat survei GPS Geodetik GNSS RTK;
kemampuan dan Pengadaan alat survei/pemetaan untuk SJIGD Kota | b. Penyediaan alat survei GPS navigasi;
kapasitas Pontianak c. Penyediaan alat survei pesawat UAV (drone);
pengumpulan data d. Penyediaan perangkat olah data geospasial.
geospasial Pembangunan dan pengembangan aplikasi a. Pembuatan aplikasi mobileGIS Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk akuisisi seluruh data
mobileGIS untuk kebutuhan akuisisi data GIS yang tabular dan GIS bagi seluruh urusan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
presisi di Kota Pontianak secara berkelanjutan b. Sosialisasi penggunaan aplikasi mobileGIS akuisisi data kepada stakeholder pengguna aplikasi.
2.2 [Pengumpulan DG a. Penyediaan DG berupa Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala besar (1:5.000) Kawasan Strategis

sesuai dengan standar
sistem referensi
geospasial dan jenis,
definisi, kriteria, dan
format data

Penyediaan IGD skala besar (skala 1:5.000) untuk
kawasan-kawasan khusus di Kota Pontianak.

Nasional di Kota Pontianak, yaitu:
Kawasan Strategis Nasional Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak yang merupakan
kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan sumberdaya alam dan teknologi
tinggi yang berlokasi Kota Pontianak berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Utara

Penyediaan DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000) Kawasan Strategis Provinsi di Kota

Pontianak, sebagai berikut:

1. Kawasan Pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan kawasan
strategis yang berlokasi di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak
Tenggara ditandai dengan adanya Kantor Gubernur Kalimantan Barat serta instansi terkait;

2. Kawasan Pusat pelayanan Olahraga Stadion Sultan Syarif Abdurahman yang berlokasi di
Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan;

3. Kawasan Pusat Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit Sudarso yang berlokasi di Kelurahan
Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara; dan

4. Kawasan Universitas Tanjungpura yang berlokasi di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan
Pontianak Tenggara.
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Penyediaan DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000) Kawasan Strategis Kota Pontianak,

sebagai berikut:

1. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

2. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

3. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya
alam dan/atau teknologi tinggi; dan

4. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.

2.3

Penyusunan DG
lainnya sesuai dengan
fungsi dan kebutuhan
OPD serta kebutuhan
pembangunan nasional
di masa mendatang

Penyusunan IGT berdasarkan kebutuhan OPD di
Kota Pontianak.

Penyusunan DG RTRW Kota Pontianak.
Penyusunan DG RDTR Kota Pontianak.
Penyusunan dan pemutakhiran DG kawasan kumuh Kota Pontianak.

Penyusunan DG lokasi SUTET di seluruh wilayah Kota Pontianak.
Penyusunan DG lokasi BTS di seluruh wilayah Kota Pontianak.

~lo oo oo

Penyusunan DG sebaran permukiman di seluruh kecamatan Kota Pontianak berdasarkan RBI
dan citra satelit resolusi sangat tinggi.

g. Penyusunan DG Peta Rawan Bencana.

Penyusunan DG sempadan sungai-sungai besar.
Penyusunan DG tata guna lahan di Kota Pontianak.

24

Penyediaan dan
Pemutakhiran IGT
Kota Pontianak Untuk
Sektor Prioritas |

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan

Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran puskesmas, pustu, dan fasilitas kesehatan
Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran lokasi praktek dokter

Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran lokasi apotek

Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran lokasi laboratorium medis

Membuat Peta sebaran lokasi praktek bidan.

Membuat Peta sebaran lokasi praktek kesehatan tradisional

Membuat Peta sebaran lokasi temuan balita gizi buruk

Membuat Peta analisis kecukupan sarana kesehatan.

Membuat Peta analisis sebaran penyakit menular

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan
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Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran SMP/MTS

Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran sekolah SD/MI

Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran sekolah TK.

Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran PAUD

Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran cagar budaya / bangunan bernilai sejarah
Membuat Peta sebaran lokasi sarana kebudayaan (sanggar,dl)

Membuat Peta sebaran lokasi lokasi fasilitas pendidikan informal
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Membuat Peta lokasi TPA / TPQ

Membuat Peta analisis kecukupan sarana pendidikan dasar dan menengah pertama.
Membuat peta sebaran SLB, autis center, dan fasilitas lainnya.

Membuat peta sebaran pesantren / boarding school.

Membuat peta sebaran lokasi/rumah anak berkebutuhan khusus

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
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Membuat Peta jaringan jalan dan jembatan

Membuat Peta jaringan saluran/drainase

Membuat Peta jaringan sungai

Membuat Peta sebaran ruang terbuka hijau

Membuat Peta sebaran kantor dan fasilitas umum pemerintah Kota Pontianak
Membuat Peta tutupan lahan

Membuat Peta penggunaan lahan

Membuat Peta pola ruang

Membuat Peta struktur ruang

Membuat Peta ruang terbuka publik

Membuat Peta sebaran pendidikan menengah atas dan tinggi

Membuat Peta sebaran kantor pemerintah diluar Pemerintah Kota Pontianak
Membuat Peta sebaran fasilitas umum diluar Pemerintah Kota Pontianak
Membuat Peta jaringan air minum

Membuat Peta lokasi bangunan instalasi air minum

Membuat Peta jaringan air limbah

Membuat Peta lokasi bangunan instalasi air limbah

Membuat Peta sebaran pohon

Membuat Peta lokasi pekerjaan / proyek infrastruktur per tahun
Membuat Peta wilayah taman makam

Membuat Peta instalasi cegah banjir

Membuat Peta analisis konektivitas jalan

Membuat Peta analisis konektivitas saluran / drainase

Membuat Peta analisis pemanfaatan ruang sesuai tata ruang

Membuat Peta Geologi

Membuat Jenis tanah

Membuat Peta Genangan Hujan/Pasang.

a. membuat Peta jalan lingkungan
b. membuatPeta saluran/drainase lingkungan
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Penyediaan dan pemutakhiran IGT  Urusan
Pemerintahan Bidang Bidang Perumahan rakyat dan
Kawasan Permukiman

membuat Peta sebaran dan lokasi kumuh

membuat Peta sebaran perumahan dan permukiman

membuat Peta perumahan formal

membuat Peta lokasi rumabh tidak layak huni

membuat Peta lokasi kegiatan pembangunan jalan lingkungan tahunan

membuat Peta lokasi kegiatan pembangunan saluran /drainase lingkungan tahunan
membuat Peta rumah susun sewa yang dibangun Pemerintah

membuat Peta fasilitas sosial dan fasilitas umum di komplek perumahan

membuat Peta analisis kebutuhan pembangunan jalan lingkungan

membuat Peta analisis kebutuhan pembangunan saluran / drainase lingkungan

. membuat Peta analisis kebutuhan perumahan

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Keuangan
(Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal,
dan Urusan Keuangan)

. membuat Peta lokasi koperasi
. membuat Peta sebaran industri

membuat Peta sebaran pasar

. membuat Peta wilayah perdagangan
. membuat Peta sebaran lokasi UMKM binaan

membuat Peta toko modern (alfamart, indomaret, dan yang sejenis)

. membuat Peta pergudangan
. membuat Peta lokasi SPBU

membuat Peta lokasi pangkalan Gas

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Sosial dan Keamanan (Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat, serta Bidang Sosial).

. membuat Peta wilayah kejadian kebakaran lahan

. membuat Peta sebaran titik hidran umum

. membuat Peta analisis wilayah rawan kebakaran

. membuat Peta analisis jangkauan pelayanan pemadaman kebakaran
. membuat Peta titik lokasi penduduk miskin

membuat Peta lokasi perusahaan terdaftar

. membuat Peta lokasi Lembaga Pelatihan Kerja.

2.5

Penyediaan dan
Pemutakhiran IGT Kota
Pontianak Untuk
Sektor Prioritas Il

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan.

. membuat Peta jalur sepeda
. membuat Peta wilayah pelabuhan
. membuat Peta lokasi sarana perhubungan lainnya

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

Konversi data tabular ke data spasial Peta Kampung KB
Konversi data tabular ke data spasial Peta fasilitas permainan anak
Konversi data tabular ke data spasial Peta lokasi temuan stunting

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
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. Konversi data gambar ke data spasial Peta sebaran TPA dan TPS
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Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

. Konversi data tabular ke spasial Peta sebaran taman

Konversi data tabular ke dataspasial Peta wilayah taman keanekaragaman hayati

. Peta lokasi usaha pengumpul limbah B3
. Konversi data tabular ke dataPeta spasial sebaran Bank Sampah

Konversi data tabular ke dataPeta wilayah / jalan yang dilakukan penyapuan

. Konversi data tabular ke dataPeta lokasi laboratorium lingkungan

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Pangan
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. Konversi data tabular ke data Spasial Peta Sebaran Kelompok tani
. Konversi data tabular ke dataPeta lokasi produksi dan pengelolaan perikanan

Konversi data tabular ke data lokasi dan pengembangan agrowisata

. Konversi data tabular ke data Peta lokasi infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung

lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.

. membuat Peta wilayah pertanian /perkebunan

membuat Peta lokasi pelabuhan perikanan

. membuat Peta lokasi pelelangan ikan
. membuat Peta wilayah ketahanan dan kerawanan pangan

membuat Peta lokasi pemotongan hewan
membuat Peta sebaran usaha peternakan
membuat Peta sebaran toko hewan
membuat Peta kawasan konservasi perairan

.membuat Peta lokasi penjualan tanaman hias

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
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. membuat Peta sebaran tower
. membuat Peta lokasi layanan informasi publik

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

(]

. membuat Peta profil kependudukan pokok per kelurahan

2.6

Penyediaan dan
Pemutakhiran IGT Kota
Pontianak Untuk
Sektor Prioritas Il

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
(setda, Sekretariat DPRD, BAPPEDA, BKPSDM,
Kesbangpol, Kecamatan)
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. Konversi data tabular ke data spasial Peta toponimi

. Konversi data tabular ke data spasial Peta lokasi Perusahaan Daerah dan BLUD

. Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran lembaga keuangan

. Konversi data tabular ke data spasial Peta sarana peribadatan

. Konversi data tabular ke data spasial Peta sebaran suara anggota DPRD per dapil

Konversi data tabular ke data spasial Peta kunjungan kerja DPRD

. Membuat/memutakhirkan Peta rencana pembangunan
. Membuat/memutakhirkan Peta analisis pembangunan
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Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan,
Olahraga, dan Budaya.

. Peta sebaran destinasi pariwisata dan jumlah kunjungan tahunan
. Peta sebaran sarana olahraga
. Peta sebaran hotel dan tingkat hunian
. Peta sebaran restoran dan rumah makan
. Peta sebaran cafe dan warung kopi
Peta Sebaran kelompok Sadar wisata

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Statistik, Perpustakaan dan
Kearsipan.

. Peta sebaran perpustakaan
. Peta lokasi perpustakaan keliling
. Peta lokasi rumah baca dan taman baca
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Penyediaan dan pemutakhiran IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Energi

QD

. Membuat peta sebaran potensi energi surya untuk permukiman di Kota Pontianak.

2.7 |pengoptimalan Sistem |Penyimpanan file Peta, berupa:
Geoportal Kota a. penyimpanan file Peta Dasar; a. Pembaharuan DG/IG berkala setiap tahun
Pontianak (http:// b. penyimpanan file Peta Tematik; b. Penyediaan metadata untuk setiap DG/IG
pontianak kota.ina- ¢. penyimpanan file Peta rencana; dan c. Penyediaan web services pada geoportal
sdi.or.id/) d. penyimpanan file alboum Peta
3. |Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial
Penyediaan dan pemutakhiran IGT sumber daya dan
lingkungan untuk penyediaan dan pemerataan a. Penyediaan Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup minimal pada skala 1:25.000
akses infrastruktur dasar yang berkualitas dan b. Penyediaan Peta Neraca Sumber Daya Air minimal pada skala 1:25.000.
berkelanjutan
Penyediaan dan . . a. Peta Sebaran Pasar Induk, Terminal Agribisnis, Pasar Komoditi dan Pusat Distribusi Regional
. Penyediaan dan pemutakhiran IGT Fasos Fasum dan i
pemutakhiran IGT Kota Utilitas. skala 1:5.000.
31 Pontianak sesuai Peta Sebaran Pasar Rakyat skala 1:5.000.

dengan arahan
nasional (Perpres
Nomor 23 Tahun 2021)

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Status
Pertanahan untuk manajemen aset serta
peningkatan penerimaan pajak.

Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik BUMD minimal skala 1:25.000
Peta Aset Tanah, Gedung, dan Bangunan Milik Daerah (BMD) minimal skala 1:25.000

QT T

Penyediaan Peta Zona Nilai Tanah minimal skala 1:10.000

Penyediaan dan pemutakhiran IGT potensi
kebencanaan, sumber daya dan lingkungan untuk
pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam.

Pembuatan/Revisi Pemetaan daerah Rawan Bencana Alam pada SWP
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Penyediaan dan pemutakhiran IGT Potensi Sumber
Daya dan Lingkungan peningkatan ketahanan
pangan, peningkatan kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup

Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan skala 1:25.000
Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1:25.000
Peta Ketahanan Pangan

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)

Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:25.000

Penyediaan dan pemutakhiran IGT Status
Pertanahan untuk kejelasan kepemilikan hak atas
tanah

cpoploap o

Peta Penggunaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik) skala 1:5.000
Peta Hak Guna Usaha (HGU) minimal pada skala 1:25.000

Peta Hak Pengelolaan (HPL) minimal pada skala 1:25.000

Peta Hak Guna Bangunan (HGB) minimal pada skala 1:25.000

Penyusunan dan
penerapan standar
dan SOP kontrol

Penyusunan Spesifikasi produk data, metadata dan
Informasi Kualitas IG, prosedur kontrol kualitas
(quality control) atas pembuatan/pengolahan DG

a. Penyusunan Dokumen Spesifikasi Produk Data dan SOP kontrol kualitas
b. Penyusunan Dokumen Metadata dan/atau Informasi Kualitas IG

3.2 |kualitas (quality Sosialisasi dan workshop mengenai Spesifikasi
control) atas Produk Data, metadata dan Informasi Kualitas IG,  |Sosialisasi dan Workshop Spesifikasi Produk Data, metadata dan Informasi Kualitas IG, prosedur
pembuatan dan prosedur kontrol kualitas (quality control) atas kontrol kualitas (quality control) atas pembuatan dan pengolahan DG.
pengolahan DG pembuatan dan pengolahan DG
4. Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial
a. Pengadaan 1 mesin server dedicated;
Pembaharuan dan pemeliharaan Geoportal KSP b.Pengadaan jaringan WAN a_ntar OPD berbasis VPN; I -
. : . c. Pengadaan bandwidth dedicated 5 MBps khusus untuk komunikasi data geospasial;
. . (Penghubung Simpul Jaringan) sebagai alat bantu . S }
Peningkatan fungsi dan . oy d. Pengadaan 2 sistem pendingin independen;
; ) dalam pengambilan keputusan (decision support . o . )
kapasitas sistem system) e. Penyediaan listrik dengan 2 jalur independen dan backup power.
Geoportal Y f. Pemasangan sistem Geoportal Kota Pontianak pada mesin server Diskominfo
(sebagai pusat data g. Migrasi seluruh DG pada basis data di sistem Geoportal Kota Pontianak
41 |9eospasial (geospatial |Sosialisasi peraturan dan standar terkait

data center) di Kota
Pontianak) dan Simpul
Jaringan Informasi
Geospasial Daerah
(SJIGD) Kota Pontianak.

penyimpanan dan penyebarluasan DG:
perlindungan hak cipta DG dan mekanisme berbagi
pakai data.

Sosialisasi peraturan dan standar terkait penyimpanan dan penyebarluasan DG: perlindungan hak
cipta DG dan mekanisme berbagi pakai data

Sosialisasi kepada seluruh OPD terkait Sistem
Geoportal Kota Pontianak
(http://pontianakkota.ina-sdi.or.id) sebagai satu-
satunya pusat data geospasial (geospatial data
center) di Kota Pontianak

a. Bimtek persiapan data geospasial bagi Staf untuk diunggah pada sistem Geoportal Kota

Pontianak.

b. Sosialisasi mengenai pengunduhan dan pengunggahan DG, dan mekanisme pencarian data

pada Sistem Geoportal Kota Pontianak
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Penyimpanan DG dan
IG analog ke dalam

Migrasi data pertanahan analog (sebelum
2010/GeoKKP) ke sistem digital

Digitalisasi data pertanahan analog (sebelum 2010/GeoKKP) ke dalam sistem GeoKKP

4.2 sistem digital Migrasi data geospasial OPD yang masih berformat Migrasi data-data geospasial berformat gambar dan dokumen / dokumen tercetak ke file digital
(digitalisasi) gambar(JPG, J.PEG', I?NG, dil) dan berformat data geospasial
dokumen ke file digital data geospasial. '
5. Penyebarluasan DG dan IG
Penyediaan dokumen peta termutakhir Kota a. Pencetakan Album Peta Kota Pontianak termutakhir bagi stakeholder pembangunan Kota
Pontianak secara tercetak bagi stakeholder Pontianak di setiap tahun anggaran.
Penyebarluasan DG pembangunan di Kota Pontianak. b. Pengembangan aplikasi WebGIS “GERTAK” pada alamat “gertak.pontianak.go.id” dengan
dan IG melalui fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan setiap OPD di lingkungn Pemkot Pontianak dan sesuai
. . . dengan bidang/urusan masing-masing, di mana pemutakhiran basis data yang presisi dan
5.1 |berbagai media, baik ] ) ) S . . . .
secara tercetak Penyediaan Sistem Informasi Geografis institusi berkelanjutan serta bersumber data geospasial utama dari sistem Geoportal Kota Pontianak.
- (OPD) untuk penyajian, penggunaan dan c. Pembangunan dan pengembangan aplikasi Portal Geo Informasi Kota Pontianak, sebagai
maupun secara digital. A ! : ) . . .
pemanfaatan informasi geospasial secara online. portal utama akuisis data geospasial dan tabular dari lapangan.
d. Rancang bangun aplikasi SIG berbasis teknologi mobile (mobile app) sesuai dengan kebutuhan
akuisisi data yang presisi dan berkelanjutan dari setiap OPD.
Meningkatkan
kerjasama penelitian Penyebarluasan informasi tentang ketersediaan dan
dan pengembangan y ; tang ket Sosialisasi tentang ketersediaan dan akses serta SOP berbagi pakai DG dari Geoportal dan Web
. : akses serta SOP berbagi pakai DG dari Geoportal .
5.2 |kepada pihak-pihak dan WebGIS GERTAK Kota Pontianak GIS GERTAK Kota Pontianak.
terkait dalam . - b. Fasilitasi unggah data hasil-hasil olah data dan penelitian stakeholder terkait Kota Pontianak.
(gertak.pontianak.go.id)
mengakses DG Kota
Pontianak.
6. Penggunaan Informasi Geospasial
Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam a. Bimtek penyelenggaraan IG, komputer, dan internet;
_ _ bidang penyelenggaraan IG, atau dalam bidang b.  Workshop informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pengolahan data geospasial oleh
Peningkatan kapasitas |komputer dan internet OPD.
Sumber Daya Pelaksanaan program peningkatan kemampuan
6.1 |pengelola data bagi staf pengelola data geospasial seperti: a. Pelatihan dan workshop SIG tingkat dasar;
geospasial yang kursus, pelatihan atau workshop SIG tingkat dasar |b.  Pelatihan dan workshop SIG tingkat lanjutan;

berkelanjutan

dan SIG tingkat lanjutan.

Peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan
peralatan survei dan pemetaan

Pelatihan penggunaan peralatan survei dan pemetaan.
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Fasilitasi masyarakat untuk menempuh pendidikan
tinggi di bidang geospasial

a. Sosialisasi jurusan perguruan tinggi bidang geospasial
b. Pemberian beasiswa utusan daerah untuk menempuh pendidikan di bidang geospasial dan TIK

Rekrutmen dan pelatihan staf yang memiliki
antusiasme dan inisiatif yang baik dalam
penyelenggaraan IG berbasis ICT atau SPBE agar
terwujud interaksi dengan birokrasi pemerintahan
yang cepat dan tepat.

a. Rekrutmen staf bidang IG, ICT dan SPBE

b. Pelatihan staf bidang IG, ICT dan SPBE

c. Menyelenggarakan Bimtek atau workshop informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan
setiap OPD.

6.2

Penggunaan DG/IG
untuk analisis,
monitoring, dan
pembuatan kebijakan

Memanfaatkan DG dan IG untuk melakukan
monitoring dan analisis secara geospasial Analisis
pencemaran udara akibat karhutla.

Pembuatan aplikasi monitoring dan analisis pencemaran udara akibat karhutla berbasis SIG.

Monitoring dan Analisis bencana banjir Kota
Pontianak.

Pembuatan dan pengembangan aplikasi SIG untuk monitoring dan analisis bencana banjir
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Tabel V.2.Rencana Kegiatan Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2023-2027 beserta Indikatornya

2022 Waktu Pelaksanaan dan
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator [Rp 0 Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1. | PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL KOTA PONTIANAK
11 a. Penyusunan Rencana Induk Tersedianya Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota
Penyelenggaraan |G Kota Pontianak Pontianak Tahun 2023 - 2027.
Tersedianya pedoman teknis alur koordinasi dan
b. Penyusunan Peraturan Walikota komunikasi antar penyelenggara IG Kota Pontianak
Pont|anak_yang mengaturt_ent"_:\ng SJI_GD’ Tersedianya kebijakan pengumpula DB, pengolahan DG
alur koordinasi dan komunikasi terkait .
. dan IG, Penyimpanan dan Penyebarluasan DG dan IG,
ekosistem satu data, pemberlakuan dan . . .
. . - . .. |Penggunaan dan berbagi pakai DG dan IG di lingkungan
berbagi pakai DG / |G, kebijakan insentif .
o . Pemkot Pontianak
disinsentif pengumpulan, penggunaan BAPPEDA
DG /1G oleh OPD. Tersedia kebijakan insentif disinsentif penyelenggaraan
IG.
Tersedianya keputusan walikota tentang penetapan
¢. Penyusunan keputusan walikota tentang (kelompok kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial
penetapan kelompok kerja Daerah (SJIGD) Kota Pontianak.
penyelenggaraan IG Kota Pontianak
Terbentuknya kelompok kerja SJIGD Kota Pontianak.
d. Perencanaan penganggaran Tersedianya rancangan alokasi anggaran

penyelenggaraan IG setiap tahun anggaran.
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

2022 Waktu Pelaksanaan dan
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator [Rp 0 Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
penyelenggaraan IG tahunan dan jangka |Tersedianya rancangan alokasi anggaran
panjang. penyelenggaraan IG dalam jangka panjang.
Pengallh_d ayaan pengetahuan dan basis Ketersediaan dan kelengkapan dokumentasi dan basis
data dari konsultan eksternal yang C . 10 30 50 70 90
) data dari setiap proses produksi dan/atau pemanfaatan OPD Produsen DG
memproduksi dan/atau memanfaatkan : : 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
. . data spasial yang dilaksanakan konsultan eksternal.
data spasial Kota Pontianak
1.2 Pemetaan kebutuhan SDM di OPD Matriks kebutuhan SDM informasi geospasial dan 100 BAPPEDA
berdasarkan kompetensi SKKNI-IG kompetensinya di setiap OPD di Pemkot Pontianak 10.0
Kerjasama peningkatan kapasitas SDM IG | Banyaknya kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang
Pemkot Pontianak secara umum. IG yang diselenggarakan melalui kerjasama. 20 30 40 50 60
BKPSDM
Peningkatan jumlah staf OPD dengan kompetensi IG
tematik.
13 Penyesuaian standar data (metadata dan |Tersedianya DG/IG dengan kualitas yang baik, dilengkapi
KUGI) serta koreksi/pembersihan data  |dengan metadata dan standar KUGI yang sesuai. setiap 50 70 90
geospasial.
Tersedianya DG/IG setiap OPD yang sudah terkoreksi AEIO | ERl) s
secara geometri dan spasial. BAPPEDA

Pengumpulan data pada sektor prioritas |
dari OPD produsen data.

Data geospasial terkumpul dari OPD produsen data pada
Sektor Prioritas |, yaitu: Dinkes, Dikbud, Dinas PUPR,
Dinas Perkim, Dinkop UMP, DPMPTSP, BKD, Satpol PP,
dan Dinsos.
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial
Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

2022 Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]

Baseline[%
aseline[%] Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000] Pelaksana/ OPD

[Rp.
X 000.000]

No Kegiatan Indikator

2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

¢. Pengumpulan data pada sektor prioritas |Data spasial yang terkumpul dari OPD produsen data
Il dari OPD produsen data pada Sektor Prioritas I, yaitu: Dishub, DPPKBP3A, DLH,
DP3, Diskominfo, dan Disdukcapil.

d. Pengumpulan data pada sektor prioritas |Data spasial yang terkumpul dari OPD produsen data

[l dari OPD produsen data pada Sektor Prioritas Ill, yaitu: Setda, Set DPRD, Inspekda,
Bappeda, BKPSDM, Kesbangpol, Kecamatan, Dispopar,
Dinperpus, dan Energi.

14 a. Pemutakhiran DG pada Geoportal Kota |Sistem Geoportal Kota Pontianak telah terpasang dan BAPPEDA
Pontianak (http://pontianakkota.ina- dapat diakses pada domain go.id Kota Pontianak dan
sdi.or.id) pada mesin server Diskominfo Kota Pontianak; 30 50 70
10.0 20.0 20.0
Seluruh data geospasial pada basis data geospasial di
sistem geoportal Kota Pontianak telah dimigrasikan.
b. Integrasi geoportal dengan portal satu  |Telah terpasangnya dan bisa diaksesnya geoportal Kota
data Kota PTK Pontianak melalui portal satu data Kota Pontianak
DISKOMINFO
¢. Peningkatan kapasitas mesin server go.id |Jumlah mesin server go.id Kota Pontianak yang telah
Kota Pontianak. terpasang dan dapat diakses melalui internet.
2. | PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL
21 | a PenyedlaeTn alat survei GPS Geodetik Tersedia alat survei GPS Geodetik GNSS RTK; Dinas PUPR
GNSS RTK;
b. Penyediaan alat survei GPS navigasi; Tersedia alat survei GPS navigasi; OPD Produsen DG
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]
Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000]

2022
No Kegiatan Indikator paseline[%]
[Rp.
X 000.000]
Penyediaan alat survei pesawat UAV Tersedia alat survei pesawat UAV (drone) sebagai barang
(drone); inventaris SJIGD Kota Pontianak;
. Penyediaan perangkat lunak pengolah
y p g peng Tersedia perangkat lunak SIG untuk olah data geospasial. 10
data geospasial. 0.0
Pembuatan aplikasi mobileGIS Pemda Tersedia aplikasi mobileGIS Pemerintah Daerah Kota
Kota Pontianak untuk akuisisi seluruh Pontianak untuk akuisisi seluruh data tabular dan GIS
data tabular dan GIS bagi seluruh urusan |yang presisi bagi seluruh urusan di lingkungan
di lingkungan Kota Pontianak Pemerintah Kota Pontianak secara berkelanjutan;
Tersosialisasikannya penggunaan aplikasi mobileGIS
akuisisi data kepada stakeholder pengguna aplikasi.
2.2 Penyediaan DG berupa Peta Rupabumi Tersedianya DG berupa Peta Rupabumi Indonesia (RBI)

Indonesia (RBI) skala besar (1:5.000)
Kawasan Strategis Nasional di Kota
Pontianak.

skala besar (1:5.000) Kawasan Strategis Nasional Stasiun
Pengamat Dirgantara Pontianak yang merupakan
kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan
sumberdaya alam dan teknologi tinggi yang berlokasi di
Kec. Pontianak Utara.

2023 | 2024 | 2025 | 2026

Pelaksana/ OPD

20 40
00 0.0

20 40 60 80
75.0 50.0

50.0 50.0

Penyediaan DG berupa Peta RBI skala
besar (1:5.000) Kawasan Strategis Provinsi
di Kota Pontianak.

Tersedianya DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000)
Kawasan Pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat
yang merupakan kawasan strategis yang berlokasi di
Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak
Tenggara ditandai dengan adanya Kantor Gubernur
Kalimantan Barat serta instansi terkait;

OPD Produsen DG

BAPPEDA
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial
Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

2022 Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]

Baseline[%
aseline[%] Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000] Pelaksana/ OPD

[Rp.
X000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

No Kegiatan Indikator

Tersedianya DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000)
Kawasan Pusat pelayanan Olahraga Stadion Sultan Syarif
Abdurahman yang berlokasi di Kelurahan Akcaya
Kecamatan Pontianak Selatan

Tersedianya DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000)
Kawasan Pusat Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit
Sudarso yang berlokasi di Kelurahan Bangka Belitung Laut
Kecamatan Pontianak Tenggara; dan

Tersedianya DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000)
Kawasan Universitas Tanjungpura yang berlokasi di
Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.

BAPPEDA
c. Penyediaan DG berupa Peta RBI skala|Tersedianya DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000)

besar (1:5.000) Kawasan Strategis Kota|Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
Pontianak. kepentingan ekonomi.

Tersedianya DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000)
Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
kepentingan sosial budaya

Tersedianya DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000)
Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau
teknologi tinggi;

Tersedianya DG berupa Peta RBI skala besar (1:5.000)
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

Waktu Pelaksanaan dan

2022 _
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator [Rp Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
23 . Penyusunan / Pemutakhiran DG RTRW Tersedianya DG RTRW Kota Pontianak yang terbaru dan 75 100
Kota Pontianak. sesuai dengan standar kualitas data geospasial. 150.0 150.0
Dinas PUPR
. Penyusunan / Pemutakhiran DG RDTR Tersedianya DG RDTR Kota Pontianak yang terbaru dan 70 85 100
Kota Pontianak. sesuai dengan standar kualitas data geospasial. 150.0 150.0 150.0
. Pemutakhiran DG kawasan kumuh Kota |Tersedianya DG Kawasan Kumuh Kota Pontianak yang 100 100 100 100 100
Pontianak. sesuai standar kualitas data geospasial, serta Dinas Perkim
. . 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
termutakhirkan setiap tahun.
. Penyusunan DG lokasi SUTET di seluruh  |Tersedianya DG sebaran lokasi SUTET di seluruh wilayah
wilayah Kota Pontianak. Kota Pontianak.
Dinas PUPR
. Penyusunan DG lokasi BTS di seluruh Tersedianya DG sebaran lokasi BTS di seluruh wilayah
wilayah Kota Pontianak. Kota Pontianak.
Penyusunan DG sebaran permukiman di | Tersedianya DG sebaran permukiman di seluruh
seluruh kecamatan Kota Pontianak kecamatan Kota Pontianak berdasarkan RBI dan citra Dinas Perkim
berdasarkan RBI dan citra satelit resolusi |satelit resolusi sangat tinggi.
sangat tinggi.
. Penyusunan DG Rawan Bencana Kota Tersedianya DG Rawan Bencana Banjir Kota Pontianak BPBD

Pontianak.
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

2022
Baseline[%)]

Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]
Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000]

No Kegiatan Indikator
[Rp.
X 000.000]
. Penyusunan DG sempadan sungai-sungai |Tersedianya DG Pemutakhiran Sempadan Sungai Kapuas
besar. dan Sungai Landak Kota Pontianak
Pemutakhiran DG tata guna lahan di Kota |Tersedianya DG tata guna lahan Kota Pontianak 50
Pontianak. termutakhir (0X0)
2.4 Melakukan Konversi data tabular ke data |1. Tersedia Peta sebaran puskesmas, pustu, dan
spasial. (Urusan Pemerintah Bidang fasilitas kesehatan;
Kesehatan) 2. Tersedia Peta sebaran lokasi praktek dokter;
3. Tersedia Peta sebaran lokasi laboratorium medis;
4. Tersedia Peta sebaran lokasi apotek.
Membuat Peta sebaran lokasi. (Urusan |1. Tersedia Peta sebaran lokasi praktek bidan.
Pemerintah Bidang Kesehatan) 2. Tersedia Peta sebaran lokasi praktek kesehatan
tradisional
3. Tersedia Peta sebaran lokasi temuan balita gizi
buruk
4. Tersedia Peta analisis kecukupan sarana kesehatan.
5. Tersedia Peta analisis sebaran penyakit menular
Melakukan Konversi data tabular ke data |1.  Tersedia Peta sebaran SMP/MTS
spasial. (Urusan Pemerintah Bidang 2. Tersedia Peta sebaran sekolah SD/MI
Pendidikan) 3. Tersedia Peta sebaran sekolah TK.
4. Tersedia Peta sebaran PAUD
5. Tersedia Peta sebaran cagar budaya / bangunan

bernilai sejarah

2024 | 2025 | 2026

Pelaksana/ OPD

30 70
50.0 60.0

100
50.0

BAPPEDA

100
150.0

Dinas PUPR

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial
Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

2022 Waktu Pelaksanaan dan
_ ' ine[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator Bas?;;e[ Il perkiraan Biaya [Rp. x 000.000] Pelaksana/ OPD
X000.000] | 2023 | 2024 | 2025
d. Membuat Peta sebaran lokasi. (Urusan |1. Tersedia Peta sebaran lokasi sarana kebudayaan
Pemerintah Bidang Pendidikan) (sanggar,dl)
2. Tersedia Peta sebaran lokasi lokasi fasilitas
pendidikan informal
3. Tersedia Peta lokasi TPA / TPQ
4. Tersedia Peta analisis kecukupan sarana pendidikan Dinas Pendidikan dan
dasar dan menengah pertama. Kebudayaan
5. Tersedia peta sebaran SLB, autis center, dan fasilitas
lainnya.
6. Tersedia peta sebaran pesantren / boarding school.
7. Tersedia peta sebaran lokasi/rumah anak
berkebutuhan khusus
e. Membuat / memutakhirkan IGT sebaran |1. Tersedia Peta jaringan jalan dan jembatan
lokasi. (Urusan Pemerintah Bidang 2. Tersedia Peta jaringan saluran/drainase
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |3.  Tersedia Peta jaringan sungai
4. Tersedia Peta sebaran ruang terbuka hijau
5. Tersedia Peta sebaran kantor dan fasilitas umum
pemerintah Kota Pontianak
6. Tersedia Peta tutupan lahan 20 40 60 80 100 Dinas PUPR
7. Tersedia Peta penggunaan lahan 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
8. Tersedia Peta pola ruang
9. Tersedia Peta struktur ruang
10. Tersedia Peta ruang terbuka publik
11. Tersedia Peta sebaran pendidikan menengah atas
dan tinggi
12. Tersedia Peta sebaran kantor pemerintah diluar
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial
Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

2022 Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]

Baseline[%
aseline[%] Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000] Pelaksana/ OPD

[Rp.
X 000.000]

No Kegiatan Indikator

2023 | 2024 | 2025 | 2026

Pemerintah Kota Pontianak

13. Tersedia Peta sebaran fasilitas umum diluar
Pemerintah Kota Pontianak

14. Tersedia Peta jaringan air minum

15. Tersedia Peta lokasi bangunan instalasi air minum

16. Tersedia Peta jaringan air limbah

17. Tersedia Peta lokasi bangunan instalasi air limbah

18. Tersedia Peta sebaran pohon

19. Tersedia Peta lokasi pekerjaan / proyek infrastruktur
per tahun

20. Tersedia Peta wilayah taman makam

21. Tersedia Peta instalasi cegah banjir

22. Tersedia Peta analisis konektivitas jalan

23. Tersedia Peta analisis konektivitas saluran / drainase

24. Tersedia Peta analisis pemanfaatan ruang sesuai
tata ruang

25. Tersedia Peta Geologi

26. Tersedia Jenis tanah

27. Tersedia Peta Genangan Hujan/Pasang

f. ~ Membuat / memutakhirkan IGT sebaran |1. Tersedia Peta jalan lingkungan
lokasi (Urusan Pemerintah Bidang 2. Tersedia Peta saluran/drainase lingkungan
Perumahan rakyat dan Kawasan 3. Tersedia Peta perumahan formal 30 60 100 Dinas Perkim
Permukiman 4. Tersedia Peta lokasi rumah tidak layak huni 150.0 150.0 200.0
5. Tersedia Peta lokasi kegiatan pembangunan jalan

lingkungan tahunan
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial
Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

2022 Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]

Baseline[%
aseline[%] Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000] Pelaksana/ OPD

[Rp.
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

No Kegiatan Indikator

6. Tersedia Peta lokasi kegiatan pembangunan saluran
/drainase lingkungan tahunan

7. Tersedia Peta rumah susun sewa yang dibangun
Pemerintah

8. Tersedia Peta fasilitas sosial dan fasilitas umum di
komplek perumahan

9. Tersedia Peta analisis kebutuhan pembangunan
jalan lingkungan

10. Tersedia Peta analisis kebutuhan pembangunan
saluran / drainase lingkungan

11. Tersedia Peta analisis kebutuhan perumahan.

g. Membuat / memutakhirkan IGT sebaran |1. Tersedia Peta lokasi koperasi
lokasi (Urusan Pemerintah Bidang 2. Tersedia Peta sebaran industri
Ekonomi dan Keuangan (Bidang Koperasi, |3.  Tersedia Peta sebaran pasar
Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, |4.  Tersedia Peta wilayah perdagangan
Perindustrian, Penanaman Modal, dan 5. Tersedia Peta sebaran lokasi UMKM binaan 40 70 100 Dinas Koperasi &
Urusan Keuangan) 6. Tersedia Peta toko modern (alfamart, indomaret, 70.0 75.0 80.0 UMK
dan yang sejenis)
7. Tersedia Peta pergudangan
8. Tersedia Peta lokasi SPBU

9. Tersedia Peta lokasi pangkalan Gas.
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

Waktu Pelaksanaan dan

2022 _
- Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator paseline[%] Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000] Pelaksana/ OPD
[Rp. ya |Rp
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

Membuat / memutakhirkan IGT Urusan |1.  Tersedia Peta wilayah kejadian kebakaran lahan
Pemerintahan Bidang Sosial dan 2. Tersedia Peta sebaran titik hidran umum
Keamanan (Bidang Ketentraman, 3. Tersedia Peta analisis wilayah rawan kebakaran
Ketertiban Umum, dan Perlindungan 4. Tersedia Peta analisis jangkauan pelayanan 50 100 Dinas Sosial;
Masyarakat, serta Bidang Sosial). pemadaman kebakaran 100.0 150.0 Satpol PP

5. Tersedia Peta titik lokasi penduduk miskin

6. Tersedia Peta lokasi perusahaan terdaftar

7. membuat Peta lokasi Lembaga Pelatihan Kerja.

25 Membuat / memutakhirkan IGT sebaran |1. Tersedia Peta jalur sepeda.
lokasi (Urusan Pemerintah Bidang 2. Tersedia Peta wilayah pelabuhan
Perhubungan) 3. Tersedia Peta lokasi sarana perhubungan lainnya
Melakukan Konversi data tabular ke data |1.  Tersedianya Peta sebaran terminal
spasial. (Urusan Pemerintah Bidang 2. Tersedianya Peta sebaran halte
Perhubunogan 3. Tersedianya Peta sebaran dermaga .
%) 4, Tersedianza Peta sebaran titik CCgTV pengawas lalu Dinas Perhubungan
lintas 35 70

5. Tersedianya Peta sebaran lampu lalu lintas 50.0 50.0

6. Tersedianya Peta lokasi rawan kemacetan

7. Tersedianya Peta lokasi rawan pelanggaran lalu

lintas

8.  Tersedianya Peta lokasi parkir
Melakukan Konversi data tabular ke data |9.  Tersedianya Peta Kampung KB
spasial Peta sebaran lokasi (Urusan 10. Tersedianya Peta fasilitas permainan anak Dinas PPKBP3A
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan 11. Tersedianya Peta lokasi temuan stunting
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

No

Kegiatan

Indikator

2022
Baseline[%]
[Rp.

X 000.000]

Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]
Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000]

Perempuan dan Perlindungan Anak)

2023 | 2024 | 2025

2026

2027

Pelaksana/ OPD

50 50
35.0 80.0

Melakukan Konversi data tabular/gambar |1.  Tersedia Peta sebaran TPA dan TPS
ke data spasial Peta sebaran lokasi 2. Tersedia Peta sebaran taman
(Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan |3.  Tersedia Peta wilayah taman keanekaragaman
Hidup) hayati.
4. Tersedia Peta lokasi usaha pengumpul limbah B3
5. Tersedia Peta spasial sebaran Bank Sampah
6. Tersedia Peta wilayah / jalan yang dilakukan
penyapuan
7. Tersedia Peta lokasi laboratorium lingkungan
Melakukan Konversi data tabular/gambar |1.  Tersedia Peta Sebaran Kelompok tani
ke data spasial Peta sebaran lokasi 2. Tersedia Peta lokasi produksi dan pengelolaan
(Urusan Pemerintahan Bidang Pangan) perikanan
3. Tersedia Peta lokasi dan pengembangan agrowisata
4. Tersedia Peta lokasi infrastruktur pergudangan dan
sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan
cadangan pangan.
Membuat / memutakhirkan Peta sebaran |1.  Tersedia Peta wilayah pertanian /perkebunan
lokasi (Urusan Pemerintah Bidang 2. Tersedia Peta lokasi pelabuhan perikanan
Pangan) 3. Tersedia Peta lokasi pelelangan ikan
4. Tersedia Peta wilayah ketahanan dan kerawanan
pangan
5. Tersedia Peta lokasi pemotongan hewan
6. Tersedia Peta sebaran usaha peternakan
7. Tersedia Peta sebaran toko hewan

50 100
75.0 100.0

Dinas Lingkungan
Hidup

Dinas Pangan,
Pertanian, dan
Perikanan.
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial
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Waktu Pelaksanaan dan

2022 )
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator [Rp 0 Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

8. Tersedia Peta kawasan konservasi perairan

9. Tersedia Peta lokasi penjualan tanaman hias
Membuat / memutakhirkan Peta sebaran |1.  Tersedia Peta sebaran tower
lokasi (Urusan Pemerintah Bidang 2. Tersedia Peta lokasi layanan informasi publik DISKOMINFO
Komunikasi dan Informatika.
Membuat / memutakhirkan Peta Tersedianya Peta profil kependudukan pokok per % 70 100
Administrasi Kependudukan dan kelurahan di Kota Pontianak. 120.0 120.0 120.0 DISDUKCAPIL
Pencatatan Sipil : : :

2.6 Melakukan konversi data tabular ke data |1.  Tersedia Peta toponimi

geospasial IGT Urusan Pemerintahan 2. Tersedia Peta lokasi Perusahaan Daerah dan BLUD
Bidang Tata Kelola Pemerintahan (setda, |3, Tersedia Peta sebaran lembaga keuangan Setda; Sekretariat
Sekretariat DPRD, BAPPEDA, BKPSDM, |4, Tersedia Peta sarana peribadatan DPRD; Kesbangpol
Kesbangpol, Kecamatan) 5. Tersedia Peta sebaran suara anggota DPRD per dapil

6. Tersedia Peta kunjungan kerja DPRD
Membuat / memutakhirkan IGT Urusan |1.  Tersedianya Peta rencana pembangunan
Pemerintahan Bidang Tata Kelola 2. Tersedianya Peta analisis pembangunan

Pemerintahan (setda, Sekretariat DPRD,
BAPPEDA, BKPSDM, Kesbhangpol,
Kecamatan)

35 70 100
50.0 100.0 100.0

BAPPEDA
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Waktu Pelaksanaan dan

2022 _
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator [Rp Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
¢.  Membuat / memutakhirkan IGT Urusan |1. Tersedianya Peta sebaran destinasi pariwisata dan
Pemerintahan Bidang Pariwisata, jumlah kunjungan tahunan
Kepemudaan, Olahraga, dan Budaya. 2. Tersedianya Peta sebaran sarana olahraga
3. Tersedianya Peta sebaran hotel dan tingkat hunian 50 100
. DISPORAPARBUD
4. Tersedianya Peta sebaran restoran dan rumah 75.0 75.0 SPO v
makan
5. Tersedianya Peta sebaran cafe dan warung kopi
6. Tersedianya Peta Sebaran kelompok Sadar wisata
d. Membuat / memutakhirkan IGT Urusan |1. Tersedianya Peta sebaran perpustakaan
Pemerintahan Bidang Statistik, 2. Tersedianya Peta lokasi perpustakaan keliling DISTAKA
Perpustakaan dan Kearsipan. 3. Tersedianya Peta lokasi rumah baca dan taman baca
e. Membuat IGT Urusan Pemerintahan Tersedianya peta sebaran potensi energi surya untuk
Bidang Energi.. permukiman di Kota Pontianak.
2.7 |a. Pembaharuan DG/IG berkala setiap tahun | - Frekuensi/jumlah update data dan informasi BAPPEDA
b. Penyediaan metadata untuk setiap DG/IG | - Ketersediaan metadata 20 40 60 80 100
c. Penyediaan web services pada Geoportal | - Jumlah web services yang disediakan dalam geoportal 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Kota Pontianak.
3. | PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL
3.1 |a. Penyediaan Peta Daya Dukung Daya Tersedianya Peta Daya Dukung Daya Tampung Dinas Linakungan
Tampung Lingkungan Hidup minimal pada |Lingkungan Hidup minimal pada skala 1:25.000 Hid?] ’
skala 1:25.000 P
b. Penyediaan Peta Neraca Sumber Daya Air | Tersedianya Peta Neraca Sumber Daya Air minimal pada Dinas PUPR
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Waktu Pelaksanaan dan

2022 )
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator [Rp Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
minimal pada skala 1:25.000. skala 1:25.000.
1. Tersedianya Peta Sebaran Pasar Rakyat skala
1:5.000
2. Tersedianya Peta Sebaran Pasar Induk, Terminal Dinkop UKM
Agribisnis, Pasar Komoditi dan Pusat Distribusi
c.  Penyediaan peta Fasos - Fasum dan Regional skala 1:5.000
Utilitas. 1. Tersedianya Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000
2. Tersedianya Peta Sebaran Gardu Listrik skala B 70
1:50.000 150.0 100.0 Dinas PUPR
3. Tersedianya Peta Sebaran Lokasi Pembangkit Listrik : :
skala 1:50.000
a. Tersedianya Peta Aset Tanah, Gedung dan
Bangunan Milik BUMD minimal skala 1:25.000 Dinas Penanaman
d. Penyediaan dan pemutakhiran IGT Status |b.  Tersedianya Peta Aset Tanah, Gedung, dan I\/ITodaI ganSPelaF))/'anan
Pertanahan untuk manajemen aset dan Bangunan Milik Daerah (BMD) minimal skala erpadu Satu Pintu
peningkatan pajak. 1:25.000
c. Tersedianya Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) minimal Badan Keuangan
skala 1:10.000 Daerah
e. Pembuatan/Revisi Pemetaan daerah Tersedianya peta daerah Rawan Bencana Alam pada SWP BPBD

Rawan Bencana Alam pada SWP

Kota Pontianak
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2022 Waktu Pelaksanaan dan
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator [Rp 0 Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1. Tersedianya peta Tanaman Pangan skala 1:25.000
. i i Dinas Pangan,
f.  Pengadaan Peta Lahan Pertanian. 2 I?Zr;eg(;%nya peta Tanaman Hortikultura skala 30 60 100 Pertanian g dan
3. Tersedianya Peta Ketahanan Pangan minimal pada e Perikanan
skalal:25.000
1. Tersedianya Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)
minimal skala 1:25.000
g. Pengadaan peta sumber daya air.
2. Tersedianya Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 50 100
1:25.000 200.0 200.0
1. PetaPenggunaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik) .
skala 1:5.000 Dinas PUPR
h.  Penyediaan dan pemutakhiran IGT Status 2 ieztg ggg Guna Usaha (HGU) minimal pada skala 25 75
Pertanahan untuk kejelasan kepemilikan 3. Peta Hak Pengelolaan (HPL) minimal pada skala 500.0 150.0
hak atas tanah. .
1:25.000
4. Peta Hak Guna Bangunan (HGB) minimal pada skala
1:25.000
3.2 |a. Penyusunan Dokumen Spesifikasi Produk |Tersedianya Dokumen Spesifikasi Produk Data dan SOP BAPPEDA
Data dan SOP kontrol kualitas kontrol kualitas
b.  Penyusunan Dokumen Metadata Tersedianya Dokumen Metadata dan/atau Informasi 25 50 75 100 OPD Produsen DG
dan/atau Informasi Kualitas I1G Kualitas I1G 50.0 50.0 50.0 50.0
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2022 Waktu Pelaksanaan dan

i 0,
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]

No Kegiatan Indikator [Rp Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
¢.  Sosialisasi dan Workshop Spesifikasi Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan workshop 1 (satu)
Produk Data, metadata dan Informasi kali setiap tahun.

100 100 100 100

Kuall'Fas IG, prosedur kontrol kualitas 150 150 150 15.0 BAPPEDA
(quality control) atas pembuatan dan
pengolahan DG
4. | PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN DATA / INFORMASI GEOSPASIAL
4.1. |a. Pengadaan infrastruktur (perangkat keras)|1.  Tersedia 1 mesin server dedicated,;
berbagi pakai data antar OPD berbasis 2. Tersedia jaringan WAN antar OPD berbasis VPN;
VPN; 3. Tersedia bandwidth dedicated 5 MBps khusus untuk
- . 50 100
komunikasi data geospasial; 200.0 200.0 DISKOMINFO
4. Tersedia 2sistem pendingin independen; ' :
5. Tersedia listrik dengan 2 jalur independen dan
backup power.
b. Pengadaan infrastruktur (perangkat 1. telah terpasang dan bisa diakses sistem geoportal
lunak) sistem geoportal Kota Pontianak Kota Pontianak berbasis PALAPA pada mesin server
dengan domain resmi Pontianak.go.id. Diskominfo.
. . . BAPPEDA
2. seluruh data geospasial pada basis data geospasial
di sistem geoportal Kota Pontianak telah
dimigrasikan.
c.  Sosialisasi peraturan dan standar terkait
penylmpanan dan penyebarluasan DG: Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan Bimtek 1 kali setiap OPD Produsen DG
perlindungan hak cipta DG dan 2tahun
mekanisme berbagi pakai data
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2022 Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]

Baseline[%
aseline[%] Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000] Pelaksana/ OPD

[Rp.
X000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

No Kegiatan Indikator

2027

d. Sosialisasi mengenai pengunduhan dan
pengunggahan DG, dan mekanisme
pencarian data pada Sistem Geoportal
Kota Pontianak

Waktu operasi (uptime) geoportal

Jumlah pengunjung yang unik (webhit)
Frekuensi/jumlah update data dan informasi
Ketersediaan metadata

Variasi dan kemudahan mekanisme pencarian data
Jumlah web services yang disediakan dalam
geoportal

ok wWwNE

4.2. |a. Digitalisasi data pertanahan analog
(sebelum 2010/GeoKKP) ke dalam sistem |Tersedia data pertanahan digital pada sistem GeoKKP
GeoKKP

Dinas PUPR

b.  Migrasi data geospasial OPD yang masih
berformat gambar(JPG, JPEG, PNG, dll)
dan berformat dokumen ke file digital
data geospasial.

Migrasi data-data geospasial berformat gambar dan
dokumen / dokumen tercetak ke file digital data
geospasial.

50 100
50.0 50.0

OPD Produsen DG

5. PENYEBARLUASAN DG DAN IG

5.1 |Pembangunan dan pengembangan aplikasi SIG |1.  Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Online (platform web dan/atau mobile) di dan Kebudayaan Kota Pontianak. Kebudayaan
setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak sesuai dengan bidang/urusan 2. Terbangur_mya aplikasi SIG Online Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
masing-masing, dan terpasang pada domain Kota Pontianak.

pontianak.go.id. 3. Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Dinas PUPR
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Waktu Pelaksanaan dan

2022 _
. Persentase Ketercapaian [%]
. . Baseline[%] ; ;
No Kegiatan Indikator [Rp Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
4.  Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Perumahan . .
. Dinas Perkim
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Koperasi, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro dan Perdagangan. Usaha Mikro dan
Perdagangan
6. Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Penanaman Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
7. Terbangunnya aplikasi SIG Online Badan Keuangan Badan Keuangan
Daerah Daerah
8. Terbangunn_ya aplikasi SIG Online Satuan Polisi satpol PP
Pamong Praja.
9. Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Sosial Dinas Sosial
10. Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Dinas Perhubungan
Perhubungan.
11. Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Dinas Pengendalian

Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penduduk, KB,

Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak
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No

Kegiatan

Indikator

2022
Baseline[%]
[Rp.

X 000.000]

Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]
Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000]

2023 | 2024 | 2025 | 2026

Pelaksana/ OPD

12. Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Hidup
13. Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas Pangan, Dinas Pangan,
Pertanian, dan Perikanan Pertanian, dan
Perikanan
14. Terbangunnya aplikasi Po_rtal Satu Data Dinas DISKOMINEO
Komunikasi dan Informatika
15. Terbangunnya aplikasi SIG Online Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL
16. Terbangur_mya aplikasi SIG Online Pembangunan BAPPEDA
Kota Pontianak
17. Terbangunnya aplikasi SIG Online Sebaran Destinasi Dinas Kepemudaan,
dan Potensi Pariwisata Olahraga dan
Pariwisata
18. Terbangunnya aplikasi SIG Online Pembangunan BAPPEDA
Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Pontianak
19. Terbangunnya aplikasi SIG Online Mitigasi dan Jalur
Evakuasi Bencana;
I . BPBD
20. Terbangunnya aplikasi SIG Online Rawan Bencana

Kota Pontianak;
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Waktu Pelaksanaan dan

2022 _
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator [Rp Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
21. Terbangunnya aplikasi SIG Online Aset Daerah Kota Badan Keuangan
Pontianak; Daerah
22. Terbangunnya aplikasi SIG Online katalog dan Dinas Perpustakaan
layanan penggunaan DG Kota Pontianak pada dan Kegrsi an
kantor arsip daerah. P
23. Terbangunnya aplikasi SIG Online Pendaftaran .
Tanah SKT/SPT Dinas PUPR
24. Terbangunnya aplikasi SIG Online sebaran potensi BAPPEDA
energi surya untuk permukiman di Kota Pontianak.
6. PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL
6.1 Bimtek penyelenggaraan IG, komputer, |Pelaksanaan Bimtek Penyelenggaraan IG minimal 1 kali

dan internet

dalam 1 tahun

Bimtek SIG tingkat dasar

Pelaksanaan Bimtek SIG Tingkat Dasar minimal 1 kali
dalam 1 tahun

Bimtek SIG tingkat lanjutan

Pelaksanaan Bimtek SIG Tingkat Lanjutan minimal 1 kali
dalam 1 tahun

100 100 100
28.8 288 2838

100
28.8

Bimtek penggunaan peralatan survei dan
pemetaan

Pelaksanaan Bimtek penggunaan peralatan survei dan
pemetaan minimal 1 kali dalam 1 tahun

100 100 100 100
32 32 32 32

OPD Produsen DG
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Waktu Pelaksanaan dan
Persentase Ketercapaian [%]
Perkiraan Biaya [Rp. x 000.000]

2023 | 2024

Pelaksana/ OPD

100
0.0

100 100 100

25.0 25.0

2022
No Kegiatan Indikator Baseline[%]
[Rp.
X 000.000]
Bimtek Informasi Geospasial (IG) Tematik |Pelaksanaan Bimtek IG Tematik sesuai kebutuhan OPD
sesuai Kebutuhan OPD. minimal 1 kali dalam 1 tahun.
Sosialisasi jurusan perguruan tinggi Pelaksanaan kegiatan sosialisasi minimal 1 kali dalam 1
bidang geospasial tahun
Pemberian beasiswa utusan daerah untuk . . . .
- L Pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa bidang
menempuh pendidikan di bidang . . .
. geospasial dan TIK minimal 1 kali dalam 2 tahun
geospasial dan TIK
Rekrutmen staf bidang IG, ICT dan SPBE  |Pelaksanaan rekrutmen staf bidang IG, ICT dan SPBE
minimal 1 kali dalam 5 tahun
Bimtek staf bidang IG, ICT dan SPBE Pelaksanaan Bimtek Staf bidang IG, ICT dan SPBE minimal
1 kali dalam 1 tahun
6.2 Pembuatan aplikasi monitoring dan 1. Tersedia aplikasi Webgis monitoring dan analisis

analisis pencemaran udara akibat
karhutla berbasis SIG.

pencemaran udara akibat karhutla.

OPD Produsen DG

2. Tersedia aplikasi GIS berbasis mobile untuk akuisisi
data karhutla oleh kelompok masyarakat peduli
bencana.

3. Tersedia aplikasi GIS berbasis mobile untuk
pelaporan dampak pencemaran udara oleh
masyarakat.

Dinas Lingkungan
Hidup
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Waktu Pelaksanaan dan

2022 )
Baseline[%] Persentase Ketercapaian [%]
No Kegiatan Indikator [Rp Perkiraan Biaya [Rp X OOOOOO] Pelaksana/ OPD
X 000.000] | 2023 | 2024 | 2025
b. Pembuatan dan pengembangan aplikasi Tersedia aplikasi Webgis monitoring dan analisis
SIG untuk monitoring dan analisis bahaya bencana banjir di Kota Pontianak.
bencana banjir Kota Pontianak.
Tersedia aplikasi akuisisi data pasang surut
permukaan air sungai berbasis Internet of Things BAPPEDA

(1oT).

Tersedia aplikasi GIS berbasis mobile untuk
pelaporan dampak banjir oleh masyarakat.
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V.2. PELAKSANA PROGRAM DAN KERJASAMA ANTAR
PIHAK

Rencana Induk ini memuat 15 strategi, 32 program, dan
76 kegiatan untuk penyelenggaraan IG di Kota Pontianak dalam
kurun waktu lima tahun. Penyelenggaraan pengelolaan informasi
geospasial dilakukan secara bersama, tertib, terukur,
terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai
kewenangan daerah. Unit Produksi adalah OPD yang bertugas
dalam urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan
penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
sosial; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; pemberdayaan
masyarakat dan desa; perhubungan; komunikasi dan
informatika; kebudayaan; pariwisata; pertanian; transmigrasi;
dan pemerintahan. Dari 28 OPD Kota Pontianak, 18 OPD secara
spesifik bertanggung jawab sebagai pelaksana minimal pada
satu kegiatan. Sebagian besar terlibat pada tahap
penyebarluasan, yaitu dalam penyediaan aplikasi WebGIS
institusi untuk penyajian dan pemanfaatan informasi geospasial
secara online. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) merupakan OPD yang terlibat paling banyak dalam
strategi penyelenggaraan IG Kota Pontianak, terutama pada
tahapan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan. Hal ini
sesuai pula dengan yang diamanatkan pada Perbup JIGD Kota
Pontianak, bahwa Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan
dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah.
Rekapitulasi keterlibatan OPD dalam strategi penyelenggaraan

IG di Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel V.3.
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Tabel V.3 Keterlibatan OPD dalam Penyelenggaraan IG Kota
Pontianak Berdasarkan Jumlah Strategi

Jumlah Strategi
c
c| el 8
© ®© @© c
S % c - IS
OPD ol c @® - ©
Q ® c
£l © £l 9 5
5| 0| .= [0 ©)
o O ™| > D | T
c| c| c c c o
ol 0| O o [0} o
o |la|a| a a [
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1|1 1|0 2 1 5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4| 5] 1 0 0 10
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia 0] 0] O 0 0 0
Badan Pendapatan Daerah 0] 0] O 0 0 0
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 0| 1|0 1 0 2
Dinas Kesehatan 1]/ 0] 0 1 0 2
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 0| O 0 0
Dinas Arsip dan Perpustakaan 0] 0] O 1 0 1
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1]/ 0] 0 1 0 2
Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang
dan Pertanahan 1] 1|0 1 0 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0| 0] O 1 0 1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0] 0] O 1 0 1
Dinas Perhubungan 11 1] 0 1 0 3
Dinas Komunikasi dan Informatika 0Ol 0| 1 0 0 1
Dinas Lingkungan Hidup 1|1 2| 0 1 0 4
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0] 0] O 1 0 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa 11 1] 0 1 0 3
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Mikro 0| 1|0 0 0 1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 0] 0] O 0 0 0
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 0| 0| O 1 0 1
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perikanan 1|1 1|0 0 0 2
Dinas Perkebunan dan Peternakan 11 1] 0 1 0 3
Sekretariat Dewan 0| 0] O 0 0 0
Inspektorat 0] 0] O 0 0 0
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0| 0| O 0 0 0
Rumah Sakit Umum Daerah 0| 0] O 0 0 0
Satuan Polisi Pamong Praja 0| 0] O 0 0 0
Sekretariat Daerah 0] 0] O 0 0 0
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Tabel V.4 Rekapitulasi Kegiatan Penyelenggaraan IG Oleh OPD
di Lingkungan Pemkot Pontianak, Tahun 2023

No. OPD No. Kegiatan / Indikator
Sektor Prioritas I:
Melakukan Konversi data tabular ke data
1. | spasial (Urusan Pemerintah Bidang
. Kesehatan)
Dinas i
1 Kesehatan 5 Membl_Jat Petg sebaran lokasi (Urusan
Pemerintah Bidang Kesehatan)
3 Pembangunan dan pengembangan aplikasi
) SIG Online Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
Dinas 1 Melakukan Konversi data tabular ke data
> Pendidikan dan spasial. (Urusan Pfemgrlntah Blf:I.Pen.dldlkan)
Kebudayaan 5 Pembangunan aplikasi SIG Online Dinas
) Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
1 Pemutakhiran DG tata guna lahan di Kota
) Pontianak.
3 Dinas PUPR Membuat / memutakhirkan IGT sebaran
2. lokasi. (Urusan Pemerintah Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
1 Pemutakhiran DG kawasan kumuh Kota
) Pontianak.
. . Membuat / memutakhirkan IGT sebaran
4 Dinas Perkim - . .
5 lokasi (Urusan Pemerintah Bidang
Perumahan rakyat dan Kawasan
Permukiman
Dinkop dan Memk_)uat / memutakr_\irkan I_GT sebaran _
5. 1. lokasi (Urusan Pemerintah Bidang Ekonomi
UMP
dan Keuangan.
Badan Pembangunan dan pengembangan aplikasi
6. Keuangan 1. SIG Online (platform web dan/atau mobile)
Daerah Badan Keuangan Daerah.
Pembangunan dan pengembangan aplikasi
7. Satpol PP 1. SIG Online (platform web dan/atau mobile)
Satpol PP.
Pembangunan dan pengembangan aplikasi
8. Dinas Sosial 1. SIG Online (platform web dan/atau mobile)
Dinas Sosial.
Sektor Prioritas I1:
Dinas Mela}<ukan Konversi da_lta tabglar ke data
9. 1. | spasial (Urusan Pemerintah Bidang
Perhubungan
Perhubungan)
Dinas
Pengendalian Melakukan Konversi data tabular ke data
Penduduk, KB, spasial Peta sebaran lokasi (Tersedianya
10. Pemberdayaan 1. Peta Kampung KB; Tersedianya Peta

Perempuan &
Perlindungan
Anak

fasilitas permainan anak; Tersedianya Peta
lokasi temuan stunting).
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10.

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

Membuat / memutakhirkan Peta sebaran
lokasi (Urusan Pemerintah Bidang
Komunikasi dan Informatika).

Pengadaan infrastruktur (perangkat keras)
berbagi pakai data antar OPD berbasis VPN;

Sektor Prioritas 111:

11.

BAPPEDA

Penyusunan Peraturan Walikota Pontianak
yang mengatur tentang SJIGD, alur
koordinasi dan komunikasi terkait ekosistem
satu data, pemberlakuan dan berbagi pakai
DG / IG, kebijakan insentif disinsentif
pengumpulan, penggunaan DG / IG oleh
OPD.

Penyusunan keputusan walikota tentang
penetapan kelompok kerja penyelenggaraan
IG Kota Pontianak

Perencanaan penganggaran
penyelenggaraan IG tahunan dan jangka
panjang.

Pemetaan kebutuhan SDM di OPD berdasar
kan kompetensi SKKNI-IG.

Penyesuaian standar data (metadata dan
KUGI) serta koreksi/pembersihan data
geospasial.

Pengumpulan data pada sektor prioritas |
dari OPD produsen data.

Pemutakhiran DG pada Geoportal Kota
Pontianak (http://pontianakkota.ina-
sdi.or.id)

Pembuatan aplikasi mobileGIS Pemda Kota
Pontianak untuk akuisisi seluruh data
tabular dan GIS bagi seluruh urusan di
lingkungan Kota Pontianak.

Pembaharuan DG/IG berkala setiap tahun;
Penyediaan metadata untuk setiap DG/IG;
Penyediaan web services pada Geoportal
Kota Pontianak.

12.

BKPSDM

Kerjasama peningkatan kapasitas SDM IG
Pemkot Pontianak secara umum.

13.

Badan
KESBANGPOL

Melakukan konversi data tabular ke data
geospasial IGT Urusan Pemerintahan Bidang
Tata Kelola Pemerintahan (Tersedia Peta
sarana peribadatan; Tersedia Peta sebaran
suara anggota DPRD per dapil)

14.

DISTAKA

Membuat / memutakhirkan IGT Urusan
Pemerintahan Bidang Statistik,
Perpustakaan dan Kearsipan (1.Tersedianya
Peta sebaran perpustakaan; 2.Tersedianya
Peta lokasi perpustakaan keliling; 3. Peta
lokasi rumah baca dan taman baca.)
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st Geospasial

Kolaborasi OPD antar Sektor:

Pengalihdayaan pengetahuan dan basis data
dari konsultan eksternal yang memproduksi
dan/atau memanfaatkan data spasial Kota

12 OPD Produsen Pontianak.

DG 2. Penyediaan alat survei pesawat UAV (drone)

Penyediaan perangkat lunak pengolah data
geospasial.

BAPPEDA; Kerjasama peningkatan kapasitas SDM IG

13. BKPSDM Pemkot Pontianak secara umum.

Penyesuaian standar data (metadata dan
1. KUGI) serta koreksi/pembersihan data

. geospasial.
14 BAPPEDA;

DISKOMINFO Pemutakhiran DG pada Geoportal Kota
2. Pontianak (http://pontianakkota.ina-
sdi.or.id)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia (SDI), keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu
didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan,
serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
SDI diharapkan mampu menjadi kebijakan yang dapat
memperbaiki tata kelola data serta menguatkan Sistem Statistik
Nasional, Sistem Informasi Geospasial, serta Sistem Keuangan
Negara untuk sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997
tentang Statistik, UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam penyelenggaraannya, kebijakan SDI dikoordinasikan oleh
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Dengan demikian, penyelenggaraan Informasi Geospasial di
Kota Pontianak, selain berkoordinasi dengan BIG sebagai
lembaga penghubung simpul jaringan, pemerintah Kota
Pontianak perlu memperhatikan kebijakan terkait SDI, sehingga

terwujud keterpaduan yang berkelanjutan.
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BAB VI. KESIMPULAN

REKOMENDASI

VI.1. PETA JALAN PENYELENGGARAAN IG KOTA
PONTIANAK

Peta jalan/roadmap disusun berdasarkan arahan strategi
dengan rentang penyelenggaraan selama lima tahun, dari 2023
hingga 2027. Secara umum, peta jalan ini dibagi menjadi tiga
periode, yaitu (i) tahun 2023-2024 dengan program-program
dikategorikan sebagai program prioritas; (ii) tahun 2024-2025
dengan program-program dikategorikan sebagai program
pengembangan dan peningkatan; dan (iii) tahun 2025-2027
dengan program-program dikategorikan sebagai pemeliharaan,
peningkatan, dan penguatan. Gambar VI.1 merupakan peta

jalan penyelenggaraan IG di Kota Pontianak.

2023 2024 2025 2026 2027

1.3 Perwujudan pengelolaan dan

1.1 Pembentukan dan
pengembangan pelembagaan
penyelenggaraan IG Kota
Pontianak

interoperabilitas data geospasial
Kota Pontianak

2.1 Peningkatan kemampuan dan
kapasitas pengumpulan data

1.2 Penyediaan dan
pengembangan SDM dalam
penyelenggaraan IG Kota
Pontianak

1.4 Penyediaan sistem dan
infrastruktur pengelola data

2.4 Pengoptimalan Sistem
Geoportal Kota Pontianak
(http://pontianakkota.ina-
sdi.or.id/) sebagai pusat data
geospasial (geospatial data
center) di Kota Pontianak

3.2 Penyusunan dan penerapan
standar dan SOP kontrol kualitas
(quality control) atas pembuatan
dan pengolahan DG

geospasial

2.2 Pengumpulan DG sesuai
dengan standar sistem referensi
geospasial dan jenis, definisi,
kriteria, dan format data

3.1 Penyediaan dan pemutakhiran
IGT Kota Pontianak

4.1 Peningkatan fungsi dan
kapasitas geoportal KSP dan
simpul jaringan

4.2 Penyimpanan DG dan IG
analog ke dalam sistem digital
(digitalisasi)

6.1 Peningkatan kapasitas Sumber
Daya pengelola data geospasial
yang berkelanjutan

2.3 Penyusunan DG lainnya sesuai
dengan fungsi dan kebutuhan OPD
serta kebutuhan pembangunan
nasional di masa mendatang

5.1 Penyediaan aplikasi WebGIS
institusi, untuk penyajian dan
pemanfaatan informasi geospasial
secara online

6.2 Penggunaan DG/IG untuk
analisis, monitoring, dan
pembuatan kebijakan

Gambar VI.1 Peta Jalan Penyelenggaraan IG di Kota Pontianak
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VI1.2. BENTUK DAN ARAH KEBIJAKAN, PERATURAN DAN
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL

VI1.2.1. Kebutuhan Kebijakan dan Peraturan

Hal mendasar yang perlu didorong untuk mewujudkan
penyelenggaraan IG perkotaan adalah pengaturan kelembagaan,
yang mencakup kebijakan, regulasi, dan struktur organisasi.
Dengan adanya perangkat aturan, struktur pemerintahan dan
proses yang ditetapkan, penyelenggaraan IG akan memiliki
payung hukum sehingga dapat berjalan lebih optimal sesuai
aturan yang berlaku. Kebijakan dan peraturan ini meliputi
kebijakan 1G nasional, kebijakan IG instansi pemerintah, dan
kebijakan IG pemerintah daerah. Kebijakan 1G Pemerintah
Daerah harus disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi

Penyelenggaraan 1G Nasional.

Selain yang sudah ditetapkan (lihat subbab 4.1 Landasan
Hukum Terkait), peraturan lain yang perlu disusun untuk
mendukung penyelenggaraan 1G, berdasarkan hasil analisis

mendalam dan survei prioritas Kota Pontianak, antara lain:

1. Penunjukkan tim/unit kliring sebagai pintu gerbang keluar
masuknya data dan informasi dalam satu simpul jaringan;

2. Mekanisme koordinasi dan komunikasi antar unit Kkliring
dengan unit penghasil data;

3. Penyediaan SDM geospasial/IT yang dikhususkan untuk
pembangunan geospasial di Kota Pontianak;
Mekanisme forum dan pertukaran data di Kota Pontianak;

5. Penyediaan sumber daya keuangan untuk pembangunan

berbasis geospasial;
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6. Kerja sama/kolaborasi parapihak: pemerintah, akademisi,
swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Informasi

Geospasial.

VI1.2.2. Kebutuhan Ketentuan Teknis

Selain adanya kebijakan dan peraturan yang ditetapkan,
ketentuan teknis juga diperlukan untuk mengatur lebih rinci
perihal penyelenggaraan 1G perkotaan. Ketentuan teknis ini
dapat berupa Standard Operating Procedure (SOP) ataupun
dokumen spesifikasi dan penerapan standar. Ketentuan teknis
yang perlu disusun untuk penyelenggaraan IG Kota Pontianak

diantaranya:

1. Dokumen Spesifikasi Produk Data dan Metadata/Informasi
Kualitas; dan

2. SOP kontrol kualitas (quality control) pembuatan dan
pengolahan DG.

3. SOP bagi pakai data, meliputi kategori tipe akses data dan

pengguna data.

V1.2.3. Alokasi dan Pemanfaatan Anggaran dalam

Penyelenggaraan JIGD

Perkiraan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan IG
Kota Pontianak tahun 2023-2027, disusun berdasarkan arahan
strategi dan periode umum pelaksanaan. Alokasi anggaran
penyelenggaraan 1G Kota Pontianak tahun 2023-2027 dapat
dilihat pada Tabel VI.1. Sumber dana penyelenggaraan IG Kota
Pontianak dapat berasal dari APBD, kerjasama Lembaga,

maupun program CSR swasta.
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Tabel V1.1 Alokasi Anggaran untuk Penyelenggaraan IG di Kota Pontianak,Tahun 2023 - 2027.

No.

Rencana Kegiatan Penyelenggaraan IG

Perkiraan Biaya Tahunan

2023 2024 2025 2026 2027
1, |Pengembangan Infrastruktur Dasar 222.800.000]  324.200.000|  140.600.000|  277.000.000 0
Geospasial Kota Pontianak

2. |Pengumpulan Data Geospasial 1.590.000.000| 2.350.000.000( 1.775.000.000 665.000.000|  495.000.000
3. |Pengolahan DGdan IG 15.000.000|  890.000.000| 1.715.000.000| 1.090.000.000 50.000.000
4. |Penyimpanan dan Pengamanan DG/ IG 350.000.000 500.000.000 25.000.000 0 25.000.000
5. |Penyebarluasan DG dan IG 1.100.000.000| 1.300.000.000| 1.400.000.000| 1.000.000.000 0
6. |Penggunaan DG/ IG 0| 419.000.000f 515.000.000 419.000.000 169.000.000

TOTALANGGARAN 3.277.800.000| 5.783.200.000| 5.574.600.000| 3.451.000.000 739.000.000
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Kota Pontianak Tahun 2023 -

2027

Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

VI1.3. Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Informasi

Geospasial Kota Pontianak

Dalam penyelenggaraan informasi geospasial (IG) di Kota

Pontianak, secara umum diperlukan kelembagaan yang secara

formal ditetapkan sebagai penyelenggara IG Kota Pontianak.

Lembaga ini dapat berupa Pokja/Unit Simpul Jaringan Informasi

Geospasial Daerah (SJIGD), sehingga sesuai dengan Perpres 27

tahun 2014, atau unit lain dengan fungsi-fungsi utama sebagai

produsen data geospasial,

serta pengelola dan distribusi

(penyebarluasan) data dan/atau informasi geospasial. Adapun

roadmap SJIGD Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2. Roadmap SJIGD Kota Pontianak

Pilar JIGN Terbentuk

Roadmap SJIGD Kota Pontianak

Operasional

Optimal

2023

2024

2025

Peraturan terkait
pemanfaatan dan
pengelolaan data
geospasial (DG)

Kebijakan

Peraturan khusus terkait
kelembagaan SJ.

Peraturan berbagi pakai I1G.

Kebijakan APBD terkait
pembangunan dan
pengelolaan infrastruktur
informasi geospasial (I1G)

Kebijakan APBD terkait
pengembangan SDM IG.

Memiliki Unit Produksi dan
Unit Pengelolaan /
Penyebarluasan IG.

Kelembagaan

Pelaksanaan berbagi DG di
internal SJ.

Kerjasama dengan pihak
lain dalam pengembangan
1G.

Adanya Roadmap IG dalam
suatu Renduk IG.

Adanya insentif terbatas
untuk pengelolaan IG.

Memiliki SOP I1G.

Keberadaan SDM khusus

Sumber Daya Manusia e

Keberadaan SDM khusus
dengan pendidikan
teknologi informasi.

Keberadaan SDM khusus
dengan pendidikan Sistem
Informasi Geosgrafis (SIG).

Program pengembangan
kemampuan pegelolaan IG.

Memiliki geoportal pada

Teknologi dan Standar Aerel e

Memiliki perangkat keras
dan lunak untuk mengelola
DG/IG.

Memiliki ruang/gedung
khusus untuk penyimpanan
server/komputer dan
perlengkapan pendukung
11G.

Memiliki Geoportal yang
dikelola secara mandiri.

Pengelolaan SJ sesuai
standar.

Mempunyai data dasar
dalam format SIG.

Memiliki dan menyediakan
DG/IG wajib melalui
geoportal.

Memiliki dan menyediakan
DG/IG melalui geoportal.

Memiliki dan menyediakan
metadata DG/IG.

Sumber: Hasil Analisis, 2022 dan Juknis Simpul Jaringan, BIG 2018.
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Bentuk Kelembagaan penyelenggara informasi geospasial
Kota Pontianak yang dibentuk dapat terdiri dari instansi utama,
lembaga koordinator, instansi pendukung, dan forum data.
Adapun organisasi perangkat daerah yang berperan dapat

dijelaskan di bawabh ini.

VI.3.1. Instansi Utama

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak
Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Pontianak.
Pembina data Geospasial Kota Pontianak yaitu Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang diberikan
penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Informasi

Geospasial Daerah (SJIGD) Kota Pontianak.

VI1.3.2. Lembaga Koordinator

Selanjutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang
berperan sebagai Lembaga Koordinator adalah Dinas Komunikasi
dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, dimana
berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46 Tahun
2021 Tentang Satu Data Kota Pontianak berlaku sebagai
Walidata.

VI1.3.3. Instansi Pendukung

Instansi pendukung yang berperan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial Kota  Pontianak
merupakan OPD disesuaikan dengan tugas pokok setiap

organisasi perangkat daerah, yang dapat dilihat pada Tabel I1.1.
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V1.3.4. Forum Data

Forum Data mengacu kepada Peraturan Walikota
Pontianak Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota
Pontianak. Forum Satu Data Indonesia dikoordinasikan oleh
Kepala BAPPEDA Kota Pontianak.

Selanjutnya, stuktur organisasi kelembagaan SJIGD Kota

Pontianak yang direkomendasikan dapat dilihat pada Gambar
VI.2.

Koordinator SJIGD Kota Pontianak
Instansi Utama - BAPPEDA

Sekretariat SJIGD Kota Pontianak
Forum Data

Unit Pengelolaan & Penvebarluasan
Lembaga Koordinator - Diskominfo

Unit Produksi
Instansi Pendukung - OPD Teknis

Gambar V1.2. Struktur Organisasi Kelembagaan JIGD

Kota Pontianak
Sumber: Hasil Analisis 2022, Juknis Simpul Jaringan, BIG 2018

V1.4. Pengembangan SDM dalam Penyelenggaraan

Informasi Geospasial Kota Pontianak

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kebutuhan
Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan
informasi geospasial Kota Pontianak. Tabel VI.3 merupakan

rekapitulasi jumlah kebutuhan personel yang menggunakan data

dan perangkat lunak SIG.
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Tabel VI.3. Jumlah Kebutuhan Personil yang Menggunakan
Data dan Perangkat Lunak GIS

No. Kebutuhan Instansi Lembaga Instansi
Keterampilan Utama Koordinator | Pendukung
1. Personil yang mampu
menggunakan data dan .
perangkat lunak GIS 2 orang 2 orang Minimal 1
. . orang
dalam pekerjaan sehari-
hari.
2. Personil yang mampu
mengoperasikan dan 5 5 Minimal 1
memelihara server orang orang orang
geospasial di instansi.
3. Spesialis data/GIS Minimal 1
2 orang 2 orang
permanen orang
4. personel yang memiliki
latar belakang
pendidikan formal 2 orang 2 orang -
Geografi/ Surveying/
GIS/ Kartografi
5. personel yang memiliki
latar belakang 5 Minimal 1
pendidikan Perencanaan orang orang B
Kota
6. personil yang memiliki
latar belakang Minimal 1
pendidikan formal ICT/ 2 orang 2 orang orang
IImu Komputer
7. administrator Tl yang .
dimiliki departemen 2 orang 2 orang Minimal 1
orang

Anda

Sumber: Hasil Analisis, 2022.

Selanjutnya, ditinjau dari Jukni Simpul Jaringan, BIG 2018,

tingkat keahlian SDM yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan

IG dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) level, yaitu: Operator,

Teknisi, dan Ahli, dengan penjelasan seperti di bawah ini.
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1.

3.

Operator, bertanggungjawab pada operasional perangkat
keras dan lunak untuk proses produksi dan penyebar luasan
DG dan IG melalui I1G.

Teknisi, diperlukan untuk memastikan bahwa spesifikasi
teknis, standar dan teknologi pendukung berbagi pakai

berjalan efektif pada simpul jaringan.

Ahli, diperlukan untuk melakukan proses perencanaan dan

pengembangan aktivitas berbagi pakai memanfaatkan I1G.

VI1.5. Standar, Data dan Informasi Geospasial
VI.5.1. Produksi DG dan 1G

Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa rekomendasi

terkait produksi Data Geospasial dan Informasi Geospasial yaitu:

1.

Penggunaan standar untuk mengumpulkan dan menyimpan
metadata tentang data GIS yang digunakan/diproduksi oleh
instansi.

Penyusunan kebijakan untuk memastikan interoperabilitas
dan penerapan standar.

Penetapan instansi utama sebagai pemelihara data citra.
Penetapan prosedur penjaminan mutu dalam menghasilkan
data geografis.

Penetapan instansi utama yang bertanggung jawab atas
jaminan kualitas informasi geospasial yang dihasilkan di
instansi.

Penerapan model data dan skema metadata yang telah
ditentukan sesuai dengan arahan Badan Informasi
Geospasial (BIG) ISO 19115.

Produksi dan penerapan Geodata.
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VI.5.2. Pemutakhiran DG dan IG

Berikut ini adalah rekomendasi terkait pemutakhiran

Data Geospasial dan Informasi Geospasial, yaitu:

1. Penyusunan daftar Kumpulan Data Dasar/Fundamental
Dataset (FDS) yang teridentifikasi di Kota Pontianak.

2. Penggunaan layanan webdata/layer eksternal untuk
pekerjaan GIS.

3. Penyusunan kebijakan akses data yang berbeda berdasarkan

kelompok pengguna yang berbeda.

VI1.6. Infrastruktur Teknologi Penyelenggaraan JIGD

Rekomendasi perlu dilakukan terkait penyediaan
infrastruktur teknologi penyelenggaraan Jaringan Informasi

Geospasial Dasar Kota Pontianak, yaitu:

1. Pengelolaan website resmi institusi dengan isi Yyang
diperbaharui secara rutin.

2. Penambahan informasi tentang Sistem Geoportal Kota
Pontianak (http://pontianakkota.ina-sdi.or.id/) sebagai satu-
satunya pusat data geospasial (geospatial datacenter) di
Kota Pontianak.

3. Penyediaan WEBGIS institusi, untuk penyajian dan

pemanfaatan informasi geospasial secara online.

VI.6.1. Kebutuhan Perangkat Keras 7/ Lunak

Kebutuhan perangkat keras yang direkomendasikan

untuk penyelenggaraan IG, yaitu:

1. Komputer pengolah data. Komputer pengolah data yang

dimaksud disini adalah komputer personal (PC) atau laptop
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yang didedikasikan khusus untuk melakukan tugas
pengumpulan data, kompilasi data, penggabungan data,
manipulasi data (misalnya pengeditan atribut), proses
kartografi dan penyiapan data yang siap didistribusikan serta
untuk melakukan analisis spasial. DG yang diproses pada
umumnya adalah data vektor maupun raster yang memiliki
jumlah layer banyak ataupun resolusi spasial tinggi dengan
cakupan wilayah yang luas, maka dibutuhkan spesifikasi
komputer yang mampu mengelola data vektor dan raster

berukuran file besar.

Komputer pengolah data disediakan sesuai dengan jumlah

staf yang akan bekerja dalam unit produksi.

Server Penyimpanan dan Pemrosesan Data. Server
penyimpan data adalah komputer  khusus yang
peruntukannya hanya untuk menyimpan data geospasial dan
atribut yang dikelola dan diproduksi oleh unit produksi. Data
tersebut dapat berasal misalnya dari seksi-seksi atau bidang-

bidang yang ada di suatu OPD atau Unit Teknis.

Server penyimpan data difungsikan sebagai sistem
penyimpanan data terpusat pada suatu unit kerja
pemerintahan (unit produksi). Server penyimpan data dapat
dibangun manakala pada unit kerja tersebut tersedia
jaringan komputer lokal (yang Dbiasanya sekaligus
difungsikan sebagai jaringan internet). Untuk penggunaan
software open source dapat menggunakan misalnya
GeoNode (aplikasi web) atau QGIS (aplikasi desktop),
strategi penggunaan server tunggal pemroses data juga

dapat diaplikasikan. Pada prakteknya, server penyimpanan
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data dan pemroses data disediakan oleh satu komputer

server atau juga dapat dipisah menjadi dua komputer server.

Ruang Studio SIG. Ruang studio berisi server dan unit
komputer sebagai alat utama serta alat pendukung
(peripheral devices) seperti scanner dan plotter. Ruang
studio harus dilengkapi dengan jaringan internet serta
dilengkapi alat penunjang keamanan alat dan kenyamanan
beraktivitas pelaksana. Ruang studio SIG pada unit produksi
diperlukan agar pelaksana pengolahan dan produksi data
geospasial dapat melakukan aktivitas pemrosesan data
secara terfokus dan tidak tercampur dengan penugasan dan

aktivitas lain.

Penyediaan perangkat keras survey pemetaan (GPS, dll),
dan/atau perangkat keras pengolah data/informasi

geospasial (Laptop, dll).

5. Penambahan peralatan fotogrametri (misal: UAV atau Drone).

Kebutuhan perangkat Ilunak yang direkomendasikan

untuk penyelenggaraan 1G, baik pada Unit Produksi ataupun

pada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, yaitu:

1. Sistem Operasi yang sesuai dengan kebutuhan perangkat

lunak lain yang dijalankan.

Perangkat lunak SIG Desktop sumber terbuka (open source)
dan/atau komersial (proprietary) untuk pengumpulan,
penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial.
Penyediaan perangkat lunak untuk mengolah data citra/foto
satelit (penginderaan jauh) dan/atau fotogrametri open
source/proprietary untuk pengumpulan, penyimpanan,

pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial.
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4. Perangkat lunak sistem manajemen basisdata geospasial
open source, misalnya PostGIS / PostgreSQL yang
diperlukan untuk menyimpan data geospasial vektor maupun
raster menjadi data terstruktur dan siap digunakan oleh
software lain.

5. Perangkat lunak visualisasi data geospasial yang dilengkapi

dengan map viewer, seperti Geoserver.

VI.6.2. Kebutuhan Jaringan dan internet

Ketersediaan jaringan komputer dan internet merupakan
keharusan bagi unit pengelolaan dan penyebarluasan. Jaringan
internet yang direkomendasikan adalah di atas 2 Mbps. Server
penyebarluasan data harus terkoneksi terus dengan internet
sehingga penyebarluasan DG dan IG dapat berjalan dengan baik.
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memastikan bahwa

server penyebarluasan data bekerja optimal adalah:

Tersedianya langganan internet pada institusi atau unit
dimana server penyebarluasan data tersebut dipasang;
Terdaftarnya IP dari server penyebarluasan data ke dalam
DNS (Domain Name System);
Tersedianya IP Publik khusus bagi server penyebarluasan
data.

Adapun rekomendasi untuk SJIGD Kota Pontianak terkait

kebutuhan jaringan dan internet adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Bandwidth dan kecepatan koneksi internet
sebesar minimal 20 MBPS.

2. Penyediaan tenaga / teknisi yang memelihara koneksi
intranet / internet.

3. Penerapan langkah-langkah keamanan jaringan.
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VI1.6.3. Kebutuhan Geoportal
Rekomendasi terkait kebutuhan geoportal, antara lain:

1. Penyediaan platform terkonsolidasi untuk menemukan data
dan layanan geospasial dan fungsionalitas, seperti:

a. Menyortir dan membuat katalog kumpulan data
mengikuti informasi terkait data (misalnya: tema data,
penjaga data,nama,dll)

b. Mengunggah dan mengunduh kumpulan data geospasial

c. Visualisasi peta web.

2. Penyusunan proses untuk memastikan bahwa informasi data

di unggah ke portal ini

3. Penyusunan proses untuk memverifikasi kumpulan data
sebelum di unggah di portal
4. Pengintegrasian data crowd-source dari data sektor publik

atau swasta belum terintegrasi.

VI1.6.4. Kebutuhan Web GIS
Rekomendasi terkait kebutuhan webGIS antara lain:

1. Penggunaan layanan webGIS (misalnya WMS, WFS)
2. Penggunaan database GIS dan kebijakan berbagi akses ke

database GIS antar instansi

VI.7. Rekomendasi Pemanfaatan 1G

Pemanfaatan Informasi Geospasial di lingkup OPD Kota
Pontianak dipetakan berdasarkan sektor prioritas

pengembangan geospasial (Tabel VI1.4.).
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

Tabel VI1.4. Contoh Pemanfaatan DG/1G Berdasarkan Sektor

Sektor Prioritas

Contoh Pemanfaatan DG/I1G

Kesehatan Peta jangkauan layanan dan fasilitas
kesehatan
Pendidikan Peta zonasi sekolah

Penataan Ruang dan
Perencanaan Kota

Peta sebaran ruang publik dan RTH

Ekonomi dan Keuangan

Peta objek pajak bumi

Air Bersih dan Sanitasi

Peta IPAL komunal

Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Peta infrastruktur, sarana dan prasarana
kawasan permukiman

Sosial dan Keamanan

Peta sebaran penerima PKH

Transportasi

Peta kondisi infrastruktur jaringan jalan

Kota Inklusif

Peta kampung kota

Lingkungan, Kebencanaan
dan Perubahan Iklim

Peta potensi kerentanan banjir

Pertanian Kota dan Pangan

Peta produktivitas lahan penghasil pangan

Komunikasi dan Informatika

Peta jaringan telekomunikasi

Populasi/Kependudukan

Peta sebaran kepadatan penduduk

Tata Kelola Pemerintahan

Peta aset pemerintah daerah

Pariwisata

Peta destinasi pariwisata

Kepemudaan, Olahraga, dan
Budaya

Peta sebaran organisasi pemuda dan
sanggar budaya

Statistik, Kearsipan dan
Perpustakaan

Peta sebaran perpustakaan dan taman
baca

Kelautan dan Perikanan

Peta potensi perikanan

Energi

Peta potensi pemanfaatan energi
surya untuk kelistrikan mandiri rumah
tangga.
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format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK

PETA POLA RUANG
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022
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Catatan:

Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan
Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK

PETA SEBARAN RUANG TERBUKA HIJAU
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022
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Catatan:

Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan
Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

PETA BATAS ADMINISTRASI KOTA,
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020
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Sumber Data:
1. Batas Kabupaten/Kota Berdasarkan PERMENDAGRI No. 5

Tahun 2020 dan PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2020 (Bagian
Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2021)
2. Batas Kecamatan dan Kelurahan (Bagian Tata Pemerintahan,
Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2021)

Catatan:
Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan

Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

PETA INFRASTRUKTUR SPAM PDAM
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Catatan:

Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan
Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK

PETA LOKASI MAKAM PAHLAWAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022
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Catatan:

Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan
Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.




109°17'30"E 12168372 109°20'0"E 12173372 109°22'30"E
- 1 1 1 1 1 -
o o
& MEMPAWAH B
o ~ o
ST~
—
p P ~—
T / + T~ + ™ <
3 ] T 3
™ / TS ™
]
v‘II
‘i Batu Layang
:' Siantan Hilir
A poNNAK WRA PONTIANAK UTARA
~~— \
. \ < \ .
5_] ,[ I §> Siantan Hulu \\ LS
5 I \'\ (& Ny S
Sungai Beliung S . = \
} 0/703/ \‘ § W 1
_ PONTIANAK BAR "Llg, 4+ 4 N
f / PONTIANAK B W r ? o
:i ) . wi lam - —_— / $
7~ Sunga\«]a// . \\\i
// |~ Tj.Hilir ~~
/ Pal Lima Tj-Hulu Il
\ / i W w\.\,//
\ Y Sungai Jawi <
. y y
" > PONTIANAK KOW yd V\)\/\{fg PONTIANAK TIMUR ™ "
2 N IO e 2 PONTIANAK TIMUR | £
& VN o‘\o) ’ )? N \6;-,/&' Saigon \ N
\\ 8 " Y Akeaye N
N\, +H ‘js* ANCA >
\\ W N 7 \\ ‘9\9 o\ <
N / \ % & /
\AI Ny // TIANAK SELATAN \A/ \ Qéﬁ
PONTIANAK LATAN
=i p ¢ ihé’ * + ///\\\////// = o
© /\ (o]
© { ks o / ©
}4(6’ &5"-(0 // //
/ W {§, //’ PONTIANAK TENGGARA// KUEU RAYA
Q /'PONﬂANAKTENGGARé/
/ N
l\\ /" Bansir Darat Q,z}q’ /
> N4 S/ R
5 ~/ & / 5
N s /
Y
i e/
! S/
| S /
""""" &/
R/
|
T 1 T 1 T 3
109°17'30"E 12168372 109°200"E 12173372 109°22'30°E ©
—

-11618

DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK

PETA SEBARAN PANTI ASUHAN,
PANTI JOMPO, DAN PENANGGULANGAN
MASALAH SOSIAL TAHUN 2022
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Catatan:
Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan
Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA PONTIANAK

PETA SEBARAN SEKOLAH (TK, SD, SMP)

TAHUN 2022
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Catatan:

Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan
Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK

PETA KEPADATAN PENDUDUK
PER KELURAHAN (JIWA/KM2) TAHUN 2022
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SKALA 1:5.000
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Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis dan World Mercator
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS84)
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Catatan:

Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan
Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam

format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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TERMINAL, HALTE, DERMAGA, DAN
PARKIR KHUSUS TAHUN 2022

I

Sistem Proyeksi :
Sistem Grid
Datum

. .|
0 1.25

SKALA 1:5.000
1 km

2.5 5
Transverse Mercator

: Geografis dan World Mercator
: World Geodetic System 1984 (WGS84)

MPAW,

KUBU RAYA

LEGENDA
@ parkir Khusus

W Terminal

U Halte
Dermaga

Kelurahan
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Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan
Rencana Induk Penyelenggaraan |G Kota Pontianak Tahun 2022
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing

OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK

PETA LOKASI LAMPU LALU LINTAS DAN
TITIK RAWAN KEMACETAN TAHUN 2022
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Sumber Data:

1. Jalan Arteri dan Kolektor: Dinas PUPR Kota Pontianak, dari
CSRT WorldView resolusi 0,5 meter, akuisisi tahun 2017 & SK
Jalan No. 682/D-PU/ Tahun 2016

Catatan:
Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan

Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.

Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK

PETA LOKASI CCTV DAN JARINGAN INTRA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022
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Catatan:
Peta ini merupakan bagian dari luaran kegiatan Penyusunan

Rencana Induk Penyelenggaraan IG Kota Pontianak Tahun 2022.
Informasi yang ditampilkan merupakan data geospasial dalam
format siap pakai (GIS-ready) yang terdapat di masing-masing
OPD Kota Pontianak per tahun 2022.
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA PONTIANAK
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SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN KAWASAN PERMUKIMAN
'WEBGIS PANTAUAN BANJIR KOTA PONTIANAK KUMUH KOTA PONTIANAK

RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023 - 2027

PUSAT STUDI PENGEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
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RANCANG BANGUN WEBGIS PEMBANGUNAN
KOTA PONTIANAK

Salah satu luaran penting dari kegiatan Penyusunan
Rencana Induk Penyelenggaran Informasi Geospasial Kota
Pontianak Tahun 2023 - 2027 ini adalah terbangunnya suatu Portal
Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis Teknologi Web,
atau biasa dikenal sebagai WebGIS. WebGIS Pembangunan Kota
Pontianak yang beralamat di https://gertak.pontianak.go.id/
dimaksudkan sebagai aplikasi online portal berbasis Sistem
Informasi Geografis (SIG) yang akan menjembatani seluruh
aplikasi sejenis di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak
untuk saling terhubung dan terintegrasi menggunakan data

geospasial Kota Pontianak.

A. ARSITEKTUR WEBGIS PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK

Arsitektur sistem adalah suatu pemetaan atau rencana
kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi, seni
menggambarkan suatu model atau konsep informasi yang
digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang membutuhkan detail

eksplisit dari suatu sistem kompleks.

Gambar 1. memperlihatkan Arsitektur WebGIS
Pembangunan Kota Pontianak, di mana sekaligus menunjukkan
gambaran kinerja sistem yang akan dikembangkan. Pada WebGIS
terdapat dua user yaitu admin dan masyarakat, admin dapat
mengelola data dan menganaisis data yang tersedia pada webgis
sedangkan masyarakat hanya dapat melihat informasi geospasial
yang disajikan oleh sistem informasi tersebut. Pada arsitektur

dapat dibaca sebagai berikut: admin ataupun masyarakat
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mengakses browser yang terhubung dengan internet di device
yang mereka gunakan dan mengakses halaman
https://gertak.pontianak.go.id/ dimana webgis gertak
Pontianak yang sudah terpasang di server/cloud hosting yang
didalamnya sudah tersimpan database dari webgis gertak dan pada
webgis gertak Pontianak juga menarik data-data dari layanan web

(web-service) geoportal Pontianak.

- Bw

Database

- -
\

1)

¥
e www- ‘WWW

Server/Cloud Hosting Geoportal Kota Pontianak

Pengguna Umum/
Masyarakat

‘ I Browser & Internet

\

GERTAK Pontianak

Gambar 1. Arsitektur Sistem WebGIS Pebangunan “Gertak”
Kota Pontianak

B. FLOWCHART WebGIS PEMBANGUNAN ‘GERTAK’

Flowchart memiliki fungsi diantaranya adalah untuk
menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau
prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat
berdasarkan urutan langkah dari suatu proses. Berikut ini adalah
gambaran flowchart Sistem Informasi Geospasial WebGIS Gertak

Kota Pontianak.



Sistem Informasi Gertak Kota Pontianak

Admin Masyarakat

=

Melihat Analisis Peta
Wilayah

Manajemen Informasi

Feospasial v
Melinat Informasi
Geospasial
Data Infurm asi v
(Geospasial _
Selesai

4>[ Selesai ]

Gambar 2. Flowchart Sistem WebGIS “Gertak” Kota Pontianak

C. ANTARMUKA ADMIN WebGIS “GERTAK”

Pada antarmuka admin, terdapat form login yang dapat
diakses oleh Admin terlebih dahulu, setelah itu Admin dapat
melanjutkan untuk mengakses halaman beranda, halaman analisis,

halaman geoportal, halaman dokumen peta dan halaman tentang.



Admin

Login
|
v . v v v
Beranda — Analisis Geoportal Dokumen Peta Tentang
| Administrasi
3| Kesehatan
| Pendidikan
Gambar 3. Rancangan Antarmuka Halaman Login
sebagai Admin
D. ANTARMUKA PENGGUNA UMUM / MASYARAKAT
WEBGIS “GERTAK”
Pada antarmuka pengguna umum/masyarakat dapat

mengakses halaman beranda, halaman analisis, halaman geoportal,

halaman dokumen peta dan halaman tentang.

Pengguna Umum

Ber:nda — An:sis Geojortal Dokumtn Peta Tentmg
> Administrasi
| Kesehatan
> Pendidikan

Gambar 4. Antarmuka Pengguna Umum
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E. GAMBARAN UMUM WEBGIS “GERTAK?”

WebGIS “GERTAK” (Geospasial Sebagai Referensi Multi
SekToral Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Penghubung Data

Digital), terdiri dari beberapa fitur utama sebagai berikut :
E.1. Halaman Utama Sebagai Pengguna Umum

Pada halaman utama saat mengakses webgis gertak kota
Pontianak seperti Gambar 5. pengguna umum akan disajikan
dengan beberapa menu antara lain beranda, analisis, dokumen
peta dan tentang. Saat berada di halaman beranda pengguna
umum dapat melihat 3 jenis peta interaktif wilayah seperti pada
Gambar 6. yaitu batas administrasi kota Pontianak yang meliputi
batas kelurahan, kecamatan, dan batas kota, kemudian terdapat 2
kategori peta tematik seperti yang terlihat pada Gambar 7. terdiri
dari webgis peta pantauan banjir kota Pontianak dan Sisitem

Informasi Geografis Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Pontianak.

Gambar 5. Halaman Utama WebGIS “GERTAK” Kota Pontianak



Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

KELURAHAN KECAMATAN KOTA
Berisi Informasi Pembangunan Wilayah Berisi Informasi Pembangunan Wilayah Berisi Informasi Pembangunan Wilayah
Administrasi Kota Pontianak Administrasi Kota Pontianak Administrasi Kota Pontianak
Berdasarkan Batas Kelurahan Berdasarkan Batas Kecamatan Berdasarkan Batas Kota
Detail | ( Detail Detail

Gambar 6. Peta Interaktif Kategori Wilayah

e : PETA LOKASI PERMUKIMAN KUMUH KOTA PONTIANAK

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN KAWASAN PERMUKIMAN
WEBGIS PANTAUAN BANJIR KOTA PONTIANAK KUMUH KOTA PONTIANAK

Lihat

Portal Resmi Kota Pontianak
Dikelola Oleh : BAPPEDA Kota Pontianak
JI. Rahadi Usman, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243

Gambar 7. Kategori Peta Tematik

E.1.1. Kategori Wilayah Administrasi

Pada Peta wilayah administrasi disajikan dalam bentuk
polygon dimana terdapat tiga jenis batas administrasi yang
disajikan dalam web gis gertak kota Pontianak dimana batas

administrasi kelurahan dapat dilihat pada Gambar 8., kemudian
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batas administrasi kecamatan dapat dilihat pada Gambar 9. dan

batas administrasi Kota Pontianak dapat dilihat pada Gambar 10.
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GERTAK Beranda Analisis Geoportal DokumenPeta Tentang Login
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Gambar 10. Peta Batas Administrasi Kota

E.1.2. Kategori Wilayah Kesehatan

Peta Wilayah Kategori Kesehatan disajikan dalam bentuk
point, dimana masing-masing point adalah sarana pelayanan
Kesehatan yang ada pada kota Pontianak dan point tersebut adalah
lokasi dari sarana Kesehatan tersebut dapat dilihat pada Gambar

11.

) GERTAK Beranda Analisis Geoportal Dokumen Peta Tentang Login
- KOTA PONTIANAK

/ sunghik

Jowa Tengah,

LEGENDA

Fasilitas Kesehatan

" Sungai Kakap

= Puskesmas

\ W= Rumah Sakit

Layanan Kesehatan

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Gambar 11. Peta Wilayah Kesehatan
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Gambar 12. Point Lokasi Kesehatan
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Masing-masing Point yang ada pada peta seperti Gambar 12.
merupakan lokasi fasilitas Kesehatan, dimana saat menekan point
atau lokasi sarana Kesehatan maka akan muncul pop up informasi
fasilitas Kesehatan dan Ketika dilanjutkan menekan detail akan
diarahksn ke halaman detail data sebaran fasilitas kesehatan.
Pengguna umum dapat melihat data SDM yang ada pada fasilitas
kesehatan pada Gambar 13. dan Gambar 14. Halaman data SDM
terdapat tabel yang berisi uraian tenaga kesehatan, jenis kelamin
dan total tenaga kesehetan. Sedangkan pada halaman data

prasarana terdapat table prasarana 1 dan prasarana 2.
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GERTAK
ANAI

Beranda Geoportal  Dokumen Peta  Tentang  Login
KOTA PON

Fasilitas Kesehatan / Puskesmas.

Sumber Daya Manusia

No. Uraian Laki-laki Perempuan Total
1 Dokter Umum
2 Dokter Gigi
3 Perawat
4 Bidan
5 rarmasi
6 Keschatan Masyarakat
7 Kesehatan Lingkungan
s iz
5 ARl Teknologi Lab Medik
10 Tenaga Penunjang Kesehatan
Total

Portal Resmi Kota Pontianak
Dikslols Oleh : BAPPEDA Kata Pantianak
Jl Rahadi Usman, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan farat 76243

Gambar 13. Data SDM

GERTAK

Beranda Analisis Geoportal DokumenPeta Tentang  Login
KOTA PONTIANAK

Fasilitas Kesehatan / Puskesmas

Sumber Daya Manusia  Prasarana

Prasarana 1

Kondisi
No Prasarana BAIK ‘ RR ‘ RB
1 AMBULANS
2 SEPEDA MOTOR
3 PUSLING RODA 4
4 PUSLING PERAIRAN (PERAHU)
Total
Prasarana 2
No Prasarana Kondisi
1 Sumber Listrik PLN
2 Sumber Air PAM
3 Jaringan Internet Ada, Tapi Tidak Lancar

4 Jumlah Komputer Deskto
P P Tidak Berfungsi €8
5 Jumlah Laptoy

Total

Portal Resmi Kota Pontianak
Dikelola Oleh : BAPPEDA Kota Pontianak
J1Rahadi Usman, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243

022 Pemerintah Kota Pontianak. Supported By PSPI

Gambar 14. Data Prasarana
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 - 2027

E.1.3. Kategori Wilayah Pendidikan

Peta Wilayah Kategori Pendidikan disajikan dengan point
penanda fasilitas Pendidikan seperti Gambar 15., terdapat 4 jenis
fasilitas Pendidikan yang ada di kategori wilayah Pendidikan webgis
Gertak Kota Pontianak. Fasilitas Pendidikan yang pertama adalah
SD, fasilitas Pendidikan yang kedua adalah SMP, fasilitas

Pendidikan yang ketiga adalah SMA dan keempat adalah fasilitas
Pendidikan Paud.

@b GERTAK

Beranda  Analisis Geoportal DokumenPeta Tentang Login
KOTA PONTIANAK

Kota / Fasilitas Pendidikan

Wajok Hilir

4]

1 B

S Puiou Ponjang

K

Sungai Kupah

Sungai Itk

Jawa Tenga,

LEGENDA

Fasilitas Pendidikan

Sungai Kakap Pal sembilan

B Sarana Pendidikan

Leaflet | ® OpenStreetMap contributors.

Gambar 15. Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar

Ketika menekan point fasilitas Pendidikan pengguna umum

juga dapat melihat data nama sekolah, alamat, kecamatan dan
detail data fasilitas Pendidikan tersebut. Jika menekan tombol

detail seperti Gambar 16. akan ditampilkan halaman yang berisi
tabel aset, PTK dan PD, Sarpras dan Sanitasi.
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GERTAK
KOTA PONTIANAK

Beranda  Analisis Geoportal DokumenPeta Tentang Login

x
Nama : Smp Negri 5

LEGENDA
Fasilitas Pendidikan '

B Sarana Pendidikan

enStreethap contributors

Gambar 16. Point Fasilitas Pendidikan

Pada tabel Aset berisi data berupa uraian fasilitas Pendidikan

dan keterangan pada Gambar 17.

GERTAK

Beranda Analisis Geoportal DokumenPeta Tentang Login
KOTA PONTIANAK

Kelurahan / Fasilitas Pendidikan / Detail Fasilitas Pendidikan

Aset PTK dan PD Sarpras Sanitasi

No Uraian Keterangan

1 Luas Lahan Keseluruhan

2 Luas Lahan Terpakai

3 Nomor Sertifikat
4 Biaya Pembelian Tanah

5 Biaya Pembangunan Gedung
6 Tahun Rehap Terakhir

7 Biaya Rehap Terakhir

8 Kontraktor Rehap Terakhir

Portal Resmi Kota Pontianak
Dikelola Oleh : BAPPEDA Kota Pontianak
JI. Rahadi Usman, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243

Copyrigh

Gambar 17. Detail Aset Fasilitas Pendidikan
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 -2027

Pada tabel PTK dan PD berisi data berupa uraian fasilitas

Pendidikan, Guru, Tenaga Pendidik, PTK dan PD pada Gambar 18.

(@) GERTAK

D0 iR PONTIANAR Beranda  Analisis Geoportal DokumenPeta Tentang Login

Kelurahan / Fasilitas Pendidikan / Detail Fasilitas Pendidikan

Jetif dan terdaftar di sekolah induk.

ota Pontiznak, Kalimanian Barat 78243

vemerintah Kota Pontianak. Supported By PSPIG Uriversitas Tanjungpura

Gambar 18. Detail PTK dan PD Fasilitas Pendidikan

Pada tabel Sarpras berisi data berupa jenis Sarpras

Fasilitas Pendidikan, dan Kondisi Sarpras pada Gambar 19..

GERTAK a  Anaisis
KOTA PONTIANAK

Geoportal  Dokumen Peta Tentang  Login

Aset  PTKdanPD | Sarpras | Sanitasi

8 Ruang UKS

9 Ruang Toilet

10 Ruang Gudang

11 Ruang Sirkulasi

12 Tempat Bermain / Olahraga

14 Ruang Konseling

15 Ruang OSIS

(- - I - B - - B - BN - B - B - B - B - B - B - B -
(- - - B - I - B - BN - B - B - - B - B - - B - B - B -
(- - N - B - - B - BN - B - BN - B - B -RN - B - BB -

Gambar 19. Detail Sarpras Fasilitas Pendidikan
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Rencana Induk Penyelenggaraan informasi Geospasial

Kota Pontianak Tahun 2023 -2027

Pada tabel Sanitasi berisi data berupa Variabel Sanitasi

Fasilitas Pendidikan, dan Uraian.

GERTAK

Beranda Analisis Geoportal DokumenPeta Tentang  Login
KOTA PONTIANAK

Kelurahan / Fasilitas Pendidikan / Detail Fasilitas Pendidikan

A Aset  PTKdanPD  Sarpras  Sanitasi

No  Nama Variabel Uraian

1 Sumber air

D i || llll A Ilhlm’llhi)
W

2 Sumber air minum

3 Kecukupan air bersih

4 Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung
untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus

5 Tipe Jamban

6 Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan
berkelompok

7 Jumlah tempat cuci tangan
8 Jumlah tempat cuci tangan rusak

9 Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan

10 Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban

11 Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir
dengan truk/motor sedot tinja

Portal Resmi Kota Pontianak
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Gambar 20. Detail Sanitasi Fasilitas Pendidikan
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